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TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025-2045 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

dan 

GUBERNUR SULAWESI BARAT  

SALINAN 
 



 

Pasal 4… 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH  TENTANG  RENCANA  PEMBANGUNAN 
JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 
TAHUN 2025-2045. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat. 
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat. 
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Sulawesi Barat. 
4. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek 
pendapatan,  kesempatan  kerja,  lapangan  berusaha,  akses  terhadap 

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks 
pembangunan manusia. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat 
RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 
20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 
2045. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 20 (dua puluh) 
tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota yang 
selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten/Kota adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota untuk periode 20 (dua 
puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. 

8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 
periode perencanaan. 

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

 

Pasal 2 

RPJPD bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka 
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, 
lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan 
daya saing Daerah. 
 

Pasal 3 

(1) RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran 

pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun 

yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang 

wilayah Daerah. 

(2) Selain disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang 

wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RPJPD disusun 

dengan memperhatikan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup dan/atau kajian lingkungan hidup strategis, serta dokumen 

perencanaan lainnya. 

 



 

Pasal 10… 

Pasal 4 

(1) Sistematika RPJPD terdiri dari: 

a. bab kesatu pendahuluan; 

b. bab kedua gambaran umum kondisi daerah 

c. bab ketiga permasalahan dan isu strategis; 

d. bab keempat visi dan misi daerah; 

e. bab kelima arah kebijakan dan sasaran pokok; dan 

f. bab keenam penutup. 

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 5 

Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045 yaitu Sulawesi Barat 
Malaqbi, Maju, Berkelanjutan Dalam Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru yang 
Inklusif” 

Pasal 6 

Misi RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045, yaitu: 

a. terwujudnya transformasi sosial; 

b. terwujudnya transformasi ekonomi 

c. terwujudnya transformasi tata kelola; 

d. menciptakan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan 
stabilitas ekonomi makro daerah; 

e. menguatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi; 

f. terwujudnya konektivitas antar wilayah, aspek sosial, ekonomi untuk 
menunjang ibu kota nusantara; 

g. mengutamakan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah 
lingkungan; dan 

h. menjaga kesinambungan pembangunan. 

 

Pasal 7 

RPJPD menjadi pedoman untuk: 

a. perumusan visi, misi dan program calon Gubernur dan wakil Gubernur. 

b. penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota. 

 

Pasal 8 

Ketentuan mengenai rencana pembangunan Daerah yang telah ada masih tetap 

berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 9 

Masa berlaku RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimulai tahun 2025 

sampai dengan tahun 2045. 

 



 

Pasal 10 

(1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila: 

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan 

tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana 

pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-

undangan; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang 

dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan 

c. terjadi perubahan mendasar. 

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku 

RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun. 

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, 

konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau 

perubahan kebijakan nasional. 

Pasal 11 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Barat. 

 
Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 12 Desember 2024 
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT, 

 
ttd 

 
BAHTIAR BAHARUDDIN 

 
Diundangkan di Mamuju 
pada tanggal 12 Desember 2024 
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, 
 

ttd 
 
AMUJIB 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 12 

 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Plt. KEPALA BIRO HUKUM, 
          

          ttd 
 
AFRISAL, S.H 
Pangkat : Penata Tk. I/III.d  
NIP.     : 19811214 201101 1 006 



 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 

NOMOR 11 TAHUN 2024 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025-2045 

 

 
I. UMUM 

Provinsi Sulawesi Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2004 dan secara geografis letaknya sangat strategis yaitu terletak 

diantara 3 (tiga) Provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi 

Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah Provinsi Sulawesi Barat 

yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar, merupakan salah satu 

jalur lalu lintas pelayaran nasional dan internasional, yang memberikan 

nilai tambah yang sangat menguntungkan bagi pembangunan sosial 

ekonomi ke depan. 

Sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang terkandung baik 

di darat maupun di laut dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat 

merupakan sumber daya yang sangat potensial untuk menunjang 

pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, yang 

semuanya itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Provinsi 

Sulawesi Barat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun 

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan nasional, yang meliputi Rencana Pembangunan 

Jangkah Panjang Daerah (RPJPD). 

Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik dalam 

lingkup Provinsi maupun koordinasi antar Pemerintah, Provinsi dan 

Kabupaten/Kota melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk 

mencapai tujuan nasional. Penyusunan RPJPD ini mengacu pada RPJPN 

dan RTRW Provinsi. Salah satu arahan penting adalah periodesasi RPJPD 

harus disesuaikan dengan periodesasi RPJPN yaitu tahun 2025-2045. 

Ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan nasional dan daerah 

dapat dikonsolidasikan dan evaluasi pencapaian pelaksanaan 

pembangunan relatif lebih mudah dilakukan. Secara substansial, RPJP 

Daerah merupakan dokumen yang lebih bersifat visioner dan hanya 

memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang 

cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. 

Dari segi muatan, RPJPD  memuat visi, misi, dan arah pembangunan 

daerah untuk 20 tahun ke depan (2025-2045). sebagai satu kesatuan 

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RPJPD 

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045 dilakukan guna memberikan 



 

arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan daerah dalam mencapai 

Visi Provinsi Sulawesi Barat 20 tahun kedepan sesuai karakteristik dan 

potensi daerah. RPJPD Provinsi Sulawesi Barat juga memberikan arahan 

mengenai periode pentahapan pembangunan yang mesti dilakukan dan 

yang harus dicapai pada setiap periodenya agar visi yang dicita-citakan 

tersebut dapat efektif dicapai. Penyusunan RPJPD ini juga 

mengakomodasi perencanaan wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam 20 

tahun ke depan, dengan memasukkan peran sub wilayah dalam 

pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang diatur di dalam Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. 

RPJPD merupakan dokumen yang mempunyai jangka waktu panjang dan 

lahir dari sebuah proses penyusunan dokumen yang komprehensif, RPJPD 

menjadi pedoman bagi segenap pihak dalam pelaksanaan pembangunan 

agar Visi Provinsi Sulawesi Barat dapat secara bertahap dicapai oleh 

segenap pihak secara bersama-sama. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 



 

Pasal 10 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 11 

Cukup jelas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan merupakan sebuah proses yang berlangsung secara 

berkesinambungan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera. 

Pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat telah mencatat banyak kemajuan pada 

berbagai dimensi pembangunan. Terhitung sejak terbentuknya provinsi ini pada tahun 

2004 melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi 

Sulawesi Barat, hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan, provinsi ini telah 

menunjukkan banyak pencapaian pembangunan yang cukup signifikan. Produk 

Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB-ADHB) meningkat lebih dari 

13 kali lipat sepanjang periode 2005–2023. PDRB Per Kapita meningkat lebih dari 

tujuh kali lipat pada periode yang sama. Begitu pula tingkat kemiskinan terpangkas 

hampir setengah selama kurun waktu 2006–2023. Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT) menurun hampir tiga perlima selama kurun waktu 2006–2023. Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) bergerak naik dari kriteria rendah (IPM<60) menjadi 

kriteria sedang (60<IPM<70) dari 2010 ke 2023 (dengan menggunakan metode baru 

perhitungan IPM). 

Semua pencapaian positif ini harus dipastikan terus berlanjut dalam jangka 

panjang 20 tahun ke depan. Seluruh pencapaian pembangunan yang telah diraih 

hingga saat ini harus lebih diakselerasi di tahun-tahun mendatang dengan mengatasi 

berbagai hambatan dan tantangan. Dalam kaitan itulah, pembangunan Provinsi 

Sulawesi Barat membutuhkan guideline yang akan menuntun arah pembangunan 

daerah ke depan. Guideline dimaksud harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional. Menurut undang-undang ini bahwa sistem perencanaan pembangunan 

Nasional diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan negara yaitu melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia.  

LAMPIRAN    : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 
NOMOR        : 11 TAHUN 2024 
TANGGGAL   : 12 DESEMBER 2024 
TENTANG     : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025-2045.  
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Sesuai dengan arahan undang-undang ini, seluruh desain perencanaan 

pembangunan daerah harus dituangkan ke dalam dokumen perencanaan 

pembangunan daerah, baik perencanaan jangka pendek, jangka menengah, maupun 

jangka panjang. Pemerintah daerah wajib menyusun berbagai dokumen perencanaan 

pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) untuk jangka satu tahun.  

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 adalah 

dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD memuat visi, misi, 

dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. 

Menyangkut RPJPD, alasan utama penyusunannya adalah untuk memberikan 

arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, 

masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan 

daerah. Secara substansial, RPJPD merupakan dokumen yang lebih bersifat visioner 

dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan dan 

fleksibilitas yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. 

Dari segi muatan, RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk 20 

tahun ke depan, yaitu tahun 2025–2045.  

Penting ditegaskan bahwa proses penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat 

Tahun 2025–2045 memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi 

Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 

2014–2034 yang saat ini sedang dalam revisi, sehingga dapat dilakukan penyesuaian 

karena disusun dalam rentang waktu yang sama. RTRW merupakan arahan spasial 

dalam perumusan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk 

20 tahun ke depan. Pada saat yang sama, RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 

2025–2045 juga mengakomodasi Kajian Hidup Lingkungan Strategis (KLHS) untuk 

menjamin dan memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan benar-

benar menjadi dasar dan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan 

pembangunan jangka panjang daerah 20 tahun. 
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Proses penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 

berpedoman pada amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Tahun 2025–2045 yang mengatur penyusunan RPJPD, tahapan Penyusunan RPJPD, 

Sistematika Penulisan RPJPD dan Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah 

(APIP). Sehingga secara keseluruhan proses penyusunan RPJPD Sulawesi Barat 

Tahun 2025–2045 berpedoman kepada Inmendagri tersebut. Penyusunan ini  

dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari persiapan penyusunan, 

penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum Konsultasi Publik, konsultasi vertikal 

ke pemerintah Pusat, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), perumusan rancangan akhir, 

hingga penetapan Peraturan Daerah RPJPD.  

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat 

Tahun 2025–2045 adalah pendekatan berorientasi proses dan pendekatan 

berorientasi substansi. Dari sisi proses, penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat 

menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan 

partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-

atas (bottom-up). Sedangkan dari sisi substansi, penyusunan RPJPD Provinsi 

Sulawesi Barat menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan holistik-tematik, 

pendekatan integratif, dan pendekatan spasial. 

Sebagai sebuah dokumen yang mempunyai jangka waktu panjang dan lahir dari 

sebuah proses penyusunan dokumen yang komprehensif dan partisipatif, RPJPD ini 

harus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan 

pembangunan daerah, khususnya mengenai kesepakatan terhadap Visi, Misi, dan 

Sasaran Pokok yang ingin dicapai dalam 20 tahun ke depan. Visi Provinsi Sulawesi 

Barat dapat tercapai melalui agenda pembangunan yang dilaksanakan untuk 

tercapainya Sulawesi Barat Malaqbi, Maju, Berkelanjutan dalam Ekosistem Ekonomi 

Hijau dan Biru yang Inklusif. Misi pembangunan terdiri dari 3 (tiga) transformasi 

Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi dan 3 (tiga) kerangka implementasi 

transformasi. 3 transformasi indonesia yakni transformasi sosial, ekonomi dan tata 

kelola. 2 landasan transformasi yakni menciptakan keamanan daerah tangguh, 

demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro serta menguatkan ketahanan 
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sosial budaya dan ekologi. Dan yang terakhir 3 kerangka implementasi transformasi 

terdiri dari konektivitas antar wilayah, aspek sosial, ekonomi untuk menunjang IKN, 

mengutamakan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta 

menjaga kesinambungan pembangunan. 

Secara teknis, proses penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–

2045 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta 

Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Darah Tahun 2025–2045. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan 

RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 disusun dengan maksud 

untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah 

(Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan 

pembangunan daerah. RPJPD menjadi peta jalan bagi arah pembangunan daerah 

yang akan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu 20 tahun ke depan.  

Sedangkan tujuan penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–

2045 adalah: 

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah 

daerah (RPJMD), dokumen perencanaan jangka pendek daerah (RKPD), dan 

berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. 

2. Sebagai acuan bagi para Calon Kepala Daerah dalam menyusun Visi, Misi, dan 

Program yang akan ditawarkan pada proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 

setiap lima tahun sekali. 
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1.3. Dasar Hukum 

Penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 menggunakan 

berbagi peraturan perundangan sebagai dasar hukum, sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022). 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022). 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6405); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 194); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941). 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan   Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik 

Indonesia Tahun  2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323). 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633). 

11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112). 

12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 180). 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102). 

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang 

Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, mengingat ketentuan pasal 3 pada 

Perpres tersebut mengatur bahwa dalam rangka mendukung percepatan Reforma 

Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126). 

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034 (Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68). 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan 

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 459). 

18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 

Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran 

Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 149). 

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045. 

 

1.4. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 

Provinsi Sulawesi Barat sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI), maka RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 disusun 

dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 

2025–2045 untuk memastikan adanya sinkronisasi dengan arahan kebijakan yang 

bersifat top-down dari pemerintah pusat. Visi, Misi, Sasaran Utama, Arah 

Pembangunan, dan Indikator Utama Pembangunan yang merupakan muatan RPJPN 

2025–2045 menjadi acuan di dalam menyusun dokumen RPJPD Provinsi Sulawesi 

Barat Tahun 2025–2045. 

RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 juga mempertimbangkan 

dimensi spasial (keruangan). Oleh karena itu, RPJPD Provinsi Sulawesi Barat juga 

berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat 

sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat 

Tahun 2014–2034. RTRW berposisi memberi arahan spasial kepada sasaran pokok 

dan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk 20 tahun ke 

depan.  

Untuk memastikan bahwa desain perencanaan pembangunan daerah Provinsi 

Sulawesi Barat benar-benar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development), maka penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat juga 

memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menggunakan 
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analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sejumlah substansi yang 

terdapat di dalam dokumen KLHS-RPJPD, seperti daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup (DDDTLH), isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah, 

serta rekomendasi, dipastikan terakomodir di dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Barat 

Tahun 2025–2045. 

Mengingat RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang 

berdimensi waktu jangka panjang, maka dokumen ini harus dijabarkan secara 

bertahap ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah (lima tahunan) dan 

jangka pendek (tahunan). Dengan demikian, RPJPD ini selanjutnya merupakan dasar 

utama bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Provinsi Sulawesi Barat untuk periode lima tahun sesuai dengan masa jabatan 

Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya RPJMD tersebut 

menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun. 

Bagi Perangkat Daerah, RPJMD merupakan pedoman dalam menyusun 

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) untuk periode lima tahun. Renstra-

PD selanjutnya menjadi bahan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) setiap tahun.      
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Gambar 1.1 Keterkaitan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat dengan Dokumen 

Perencanaan Lainnya 

 

 

1.5. Kerangka Logik RPJPD 

RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 disusun dengan mengikuti 

kerangka logik (logical framework) yang disajikan secara skematik seperti pada 

Gambar 1.2.  

Penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 diawali dengan 

pengumpulan data dan informasi yang dapat menggambarkan mengenai kondisi 

faktual dan capaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam satu-

dua dekade terakhir. Data dan informasi tersebut selanjutnya dianalisis untuk 

menemukan permasalahan pembangunan daerah yang membutuhkan penyelesaian 

di masa depan. Pada saat yang sama, juga diidentifikasi berbagai isu strategis yang 

berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, baik isu global dan 

nasional, maupun isu regional Pulau Sulawesi. 

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang harus 

diselesaikan serta isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan 

pembangunan daerah di masa depan, maka dirumuskan Visi pembangunan jangka 

panjang daerah 20 tahun ke depan. Perumusan Visi pembangunan jangka panjang 
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daerah juga harus memperhatikan arahan kebijakan Nasional yang termuat di dalam 

dokumen RPJP Nasional Tahun 2025–2045. Di dalam peraturan perundangan 

disebutkan bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan 

pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. 

 

Gambar 1.2 Kerangka Logik RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 

 

Untuk mencapai Visi pembangunan jangka panjang daerah 20 tahun ke depan, 

maka ditetapkan Misi pembangunan jangka panjang daerah. Di dalam peraturan 

perundangan disebutkan bahwa Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.  

Selanjutnya, Visi dan Misi pembangunan daerah dijabarkan ke dalam sejumlah 

Sasaran Pokok yang bersifat makro daerah, berdimensi jangka panjang, dan 

dinyatakan secara kuantitatif. Suatu Sasaran Pokok pembangunan jangka panjang 

pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua 

puluh). Sasaran Pokok tersebut disertai dengan indikator kinerja terukur dan target 

kinerja kuantitatif dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20.  

Untuk mencapai Sasaran Pokok maka dirumuskan berbagai Arah Kebijakan 

pembangunan jangka panjang daerah yang merupakan pedoman untuk menentukan 
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tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna 

mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada 

dasarnya merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan 

pencapaian indikator kinerja Sasaran Pokok. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 terdiri atas 6 

(enam) bab dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, merupakan uraian mengenai latar belakang penyusunan dan 

penetapan RPJPD ini, dasar hukum yang dijadikan dasar penyusunan, maksud dan 

tujuan penyusunan, hubungan antara RPJPD Provinsi Sulawesi Barat dengan 

dokumen perencanaan pembangunan lainnya, kerangka logik RPJPD dan sistematika 

penyusunan. 

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, berisi deskripsi mengenai kondisi 

faktual Provinsi Sulawesi Barat dalam 4 (empat) aspek diantaranya aspek geografi 

dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah dan 

aspek pelayanan umum. Selain menyajikan data dan hasil analisis terkait 4 aspek 

tersebut, juga disajikan Evaluasi hasil RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–

2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik serta 

pengembangan pusat pertumbuhan.  

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis, berisi deskripsi mengenai berbagai 

permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi dan isu-isu strategis yang 

berpengaruh bagi pelaksanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat. 

Bab IV Visi dan Misi Daerah, yang menguraikan Visi Daerah dan Misi Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat untuk 20 tahun ke depan. 

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah, yang menguraikan arah 

kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam 

20 tahun ke depan. Bab ini juga memuat pentahapan pembangunan Daerah lima 

tahunan selama periode 2025–2045.  

Bab VI Penutup, menguraikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJPD 

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045. 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

 

2.1. Aspek Geografi dan Demografi  

2.1.1. Aspek Geografis 

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi 

Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi di Pulau Sulawesi yang 

merupakan daerah pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi ini dibentuk 

pada tanggal 5 Oktober 2004 berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004 dengan Ibu kota 

adalah Kabupaten Mamuju. Secara geografis, Provinsi Sulawesi Barat berada di 

sebelah barat Pulau Sulawesi, terletak pada posisi geografis 0°12’ - 03°38’ Lintang 

Selatan (LS) dan 118°43’ 15’’ - 119° 54’ 3’’ Bujur Timur (BT) menurut data BPS Provinsi 

Sulawesi Barat tahun 2022. Posisi ini menempatkan Provinsi Sulawesi Barat sebagai 

daerah strategis yang dikenal dengan “silang segitiga emas” antara Provinsi Sulawesi 

Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah. Wilayah Provinsi Sulawesi Barat 

yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar yang menjadi modal geografis 

pembangunan daerah kedepannya karena posisinya dekat dengan jalur lalu lintas 

pelayaran nasional dan internasional. Sebelah Utara Provinsi Sulawesi Barat 

berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Sebelah Timur berbatasan dengan 

Provinsi Sulawesi Selatan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi 

Selatan, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.  

Tahun 2016, BPS Provinsi Sulawesi Barat merilis data luas wilayah administrasi 

Provinsi Sulawesi Barat mencapai 37.129,18 km2, yang terdiri dari 54,79 persen 

wilayah laut (20.342 km2) dan 45,21 persen (16.787,18 km2) daratan. Namun, angka 

tersebut berubah di tahun 2022 berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 

Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi 

Pemerintahan dan Pulau, luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat berkurang menjadi 

16.594,74 km2. Karena didominasi oleh laut, panjang garis pantai Provinsi Sulawesi 

Barat mencapai 677 km dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 40 pulau, 

menunjukkan bahwa potensi besar Provinsi Sulawesi Barat pada dasarnya berada di 

wilayah laut, sehingga penting bagi pemerintah daerah mempertimbangkan wilayah 

laut dalam rancangan pembangunan jangka panjang.  
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Wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat terbagi-bagi menjadi enam 

kabupaten, 69 kecamatan, 74 kelurahan, dan 576 desa. Setelah didirikan, Provinsi 

Sulawesi Barat telah mengalami perkembangan pemerintahan yang signifikan. Pada 

awalnya provinsi ini hanya terdiri dari 5 (lima) kabupaten, tetapi di tahun 2013 terjadi 

pemekaran Kabupaten Mamuju Tengah dari Induk Kabupaten Mamuju, sehingga 

jumlah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat saat ini menjadi enam kabupaten. Letak 

dan posisi geografis kabupaten-kabupaten tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Kabupaten Majene dengan Ibu Kota Majene. Terletak pada posisi 20 38’ 45” LS - 

30 38’ 15” LS dan 1180 45’ 00” BT - 1190 4’ 45” LS, dengan jarak ke ibu kota provinsi 

143 Km. 

2. Kabupaten Polewali Mandar dengan Ibu Kota Polewali. Terletak pada posisi 30 4’ 

10” LS - 30 32’ 00” LS dan 1180 40’ 27” BT - 1190 29’ 41” BT, dengan jarak ke ibu 

kota provinsi 199 Km. 

3. Kabupaten Mamasa dengan Ibu Kota Mamasa. Terletak pada posisi 20 39’ 216” LS 

- 30 19’ 288” LS dan 1190 0’ 216” BT - 1190 38’ 144” BT, dengan jarak ke ibu kota 

provinsi 292 km.  

4. Kabupaten Mamuju dengan Ibu Kota Mamuju terletak pada posisi 20 8’ 7” LS - 20 

57’ 50” LS dan 1170 3’ 57” BT - 1190 51’ 17” BT.  

5. Kabupaten Pasangkayu dengan Ibu Kota Pasangkayu. Terletak pada posisi 00 40’ 

10” LS - 10 50’ 12” LS dan 1190 25’ 26” BT - 1190 50’ 20” BT, dengan jarak ke ibu 

kota provinsi 276 km 

6. Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) dengan Ibu Kota 

Tobadak. Terletak pada posisi 10 43’ 33” LS - 20 18’ 54” LS dan 1190 7’ 35” BT - 

1190 52’ 18” BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi sebesar 115 km. 

Sebagai ibu kota provinsi, Kabupaten Mamuju memiliki wilayah paling luas 

dengan proporsi 29,78 persen atau setara dengan 4.942,25 km2, kemudian Kabupaten 

Mamasa dengan proporsi 18,17 persen atau 3.015,95 km2, dan Kabupaten 

Pasangkayu dan Mamuju Tengah masing-masing 17,49 persen dan 16,62 persen. 

Kabupaten Majene dan Polewali Mandar menjadi daerah dengan luas wilayah yang 

relatif paling kecil, yaitu hanya 900,92 km2 atau 5,43 persen dan 2.074,12 km2 atau 

12,50 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat.  
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Tabel 2.1 Luas dan Proporsi Wilayah Administrasi Kabupaten di Provinsi 
Sulawesi Barat Tahun 2023 

Kabupaten Luas Wilayah (Km2) Proporsi (%) 

Majene 900,92 5,43 

Polewali Mandar 2.074,12 12,50 

Mamasa 3.015,95 18,17 

Mamuju 4.942,25 29,78 

Pasangkayu 2.903,18 17,49 

Mamuju Tengah 2.758,34 16,62 

Total 16.594,76 100,00 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

15 
 

Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034
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Gambar 2.2 Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat (Kepulauan) 
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Provinsi Sulawesi Barat, yang terletak di bagian barat Pulau Sulawesi, Indonesia, 

memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk gugusan kepulauan yang 

mempesona. Wilayah ini dihiasi oleh pulau-pulau kecil yang tersebar di sekitar Laut 

Sulawesi, masing-masing menawarkan keindahan alam yang menakjubkan dan 

keanekaragaman hayati yang luar biasa. 

Salah satu kepulauan yang terkenal di Sulawesi Barat adalah Kepulauan 

Balabalakang. Terletak di lepas pantai barat provinsi ini, kepulauan ini terdiri dari 

beberapa pulau kecil yang indah dengan pantai berpasir putih dan air laut yang jernih. 

Balabalakang adalah surga bagi para penyelam dan pecinta snorkeling karena 

terumbu karangnya yang masih alami dan kaya akan kehidupan laut. 

Selain Kepulauan Balabalakang, terdapat pula Kepulauan Totoli yang memiliki 

pesona alam yang tak kalah menawan. Pulau-pulau di gugusan ini dikelilingi oleh laut 

biru yang tenang dan sering kali menjadi tujuan para wisatawan yang mencari 

ketenangan dan keindahan alam. Kehidupan bawah laut di sekitar Kepulauan Totoli 

juga sangat beragam, dengan berbagai jenis ikan, karang, dan biota laut lainnya. 

Kepulauan ini tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga menjadi 

rumah bagi berbagai komunitas lokal yang hidup berdampingan dengan alam. 

Kehidupan masyarakat di pulau-pulau ini biasanya bergantung pada laut sebagai 

sumber mata pencaharian utama, seperti nelayan tradisional yang menangkap ikan 

dan hasil laut lainnya. Mereka juga sering kali terlibat dalam kegiatan konservasi untuk 

menjaga kelestarian ekosistem laut di sekitar mereka. 

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah memprioritaskan Kepulauan 

Bala-balakang menjadi teras depan atau wajah Sulawesi Barat khususnya dalam 

menopang Ibukota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Hal tersebut telah 

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–

2045. Disamping sebagai teras terdepan kepulauan Bala-balakang juga diharapkan 

dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dalam 

rangka Sulawesi Barat sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara. 

Semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat memiliki area laut, kecuali 

Kabupaten Mamasa, namun daerah dengan wilayah laut terluas berada di Kabupaten 

Majene, Mamuju, dan Polewali Mandar. Peta administrasi Provinsi Sulawesi Barat dan 

data BPS Provinsi Sulawesi Barat yang mencatat jumlah desa tepi laut paling banyak 
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berada di ketiga daerah ini, memberikan gambaran bahwa sebagian besar wilayah 

laut Provinsi Sulawesi Barat berada di tiga kabupaten ini. Ketiganya berhadapan 

langsung dengan Selat Makassar yang merupakan jalur ALKI II. ALKI II memiliki punya 

banyak potensi karena merupakan jalur lalu-lintas barang ke luar negeri. Jalur ALKI II 

merupakan jalur transportasi laut nasional melalui Selat Makassar yang 

menghubungkan arus angkutan barang (tengker, peti kemas) dan pelayaran 

internasional sehingga memberikan nilai tambah untuk pengembangan sosial ekonomi 

di daerah tersebut. Persoalannya kemudian, daerah-daerah yang termasuk dalam 

ALKI II belum sepenuhnya memiliki kapasitas produksi untuk terlibat dalam 

perdagangan internasional, termasuk Provinsi Sulawesi Barat.  

2.1.1.2. Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung 

Esensi dasar dari identifikasi daya dukung dan daya tampung adalah bahwa 

kemampuan ekosistem menyediakan jasa lingkungan hidup (supply side) adalah 

terbatas, sementara kebutuhan jasa lingkungan hidup (demand side) bisa tidak 

terbatas. Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari 

lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Penentuan daya dukung 

lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah 

dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. 

Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung 

lingkungan menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan, sehingga 

kerusakan lingkungan dapat diminimalkan. 

Agar tidak mengganggu struktur, proses maupun fungsi ekosistem, maka 

pemanfaatan lingkungan hidup seharusnya tidak melebihi kemampuan tersebut. Jika 

aspek ketersediaan (supply) diperbandingkan dengan aspek kebutuhan (demand) 

akan dihasilkan apa yang disebut status daya dukung. Status daya dukung dikatakan 

terlampaui apabila supply lebih kecil dari demand, demikian pula sebaliknya. Banyak 

metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu 

wilayah pada laporan ini daya dukung disusun berdasarkan jasa lingkungan. Dalam 

Kajian Daya Dukung Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Barat, terdapat beberapa 

penilaian yang diuraikan diantaranya kondisi status daya dukung penyediaan air dan 

status pangan Adapun kajiannya daya dukung air Provinsi Sulawesi Barat diuraikan 

sebagai berikut. 
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a. Daya Dukung Air 

Daya dukung penyediaan air (water supply capacity) adalah kemampuan 

sistem atau infrastruktur air untuk memasok air bersih yang cukup dan berkualitas 

kepada populasi yang membutuhkannya. Kemampuan ini penting untuk 

memastikan ketersediaan air yang memadai untuk rumah tangga, komersial, 

industri, pertanian, dan lainnya dalam suatu wilayah. Perhitungan status daya 

dukung penyediaan air dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan 

ketersediaan air dan kebutuhan air di Provinsi Sulawesi Barat. Perhitungan 

ketersediaan air dilakukan dengan mengidentifikasi potensi air yang didasarkan 

pada data potensi wilayah Sungai. Nilai Potensi Tersebut kemudian digabung 

dengan sistem grid dan indeks jasa lingkungan penyediaan air untuk 

mendistribusikan potensi air pada setiap grid. 

Pendekatan Grid ini merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi sejauh 

mana wilayah tersebut dapat memenuhi kebutuhan air bagi penduduk dan 

keperluan lahan. Selanjutnya, data distribusi penduduk di Provinsi Sulawesi Barat 

digunakan sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan air penduduk. Dalam 

perhitungan ini, digunakan standar nilai kebutuhan air sebesar 800 

m3/tahun/kapita, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 

17 Tahun 2009. Hasil dari perhitungan ini akan menciptakan peta kebutuhan air di 

Provinsi Sulawesi Barat, yang memberikan informasi tentang seberapa besar 

kebutuhan air penduduk di berbagai wilayah. 

Selain itu, perhitungan juga mencakup kebutuhan air untuk lahan. Dengan 

demikian, informasi yang diperoleh bukan hanya mengenai kebutuhan air 

manusia, tetapi juga kebutuhan air untuk keperluan pertanian, industri, dan sektor 

lainnya. Ini membantu pemerintah dan pengambil kebijakan untuk merencanakan 

alokasi air yang efisien dan berkelanjutan. 

Analisis ini, juga dilakukan perhitungan terkait status daya dukung daya 

tampung wilayah. Ini berguna untuk mengetahui batas maksimal populasi 

penduduk yang dapat didukung oleh sumber daya air alamiah yang ada di wilayah 

Provinsi Sulawesi Barat. Informasi ini menjadi dasar untuk merencanakan 

pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan memastikan bahwa ketersediaan 

air terjaga sesuai dengan karakteristik geografis dan lingkungan .
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Tabel 2.2 Jumlah Kebutuhan Air Provinsi Sulawesi Barat 

Kabupaten / 
Kota 

Penduduk Tahun (Jiwa) 
Ketersediaan 

m3/tahun/kapita 
Kebutuhan m3/tahun/kapita 

Ketersediaan-Kebutuhan 

m3/tahun/kapita 

Ambang Batas m3/tahun/kapita 
 

2022 2045  2022 2045 2022 2045 
Ambang 

batas 
2022 2045 

Majene 177,387.00 254,386.00 779,824,583.19 387,775,644.56 449,374,844.56 392,048,938.63 330,449,738.63 667,424.00 490,037.00 413,038.00 

Mamasa 166,444.00 238,828.00 2,175,502,705.63 987,279,125.95 1,045,186,325.95 1,188,223,579.67 1,130,316,379.67 1,651,509.00 1,485,065.00 1,412,681.00 

Mamuju 285,496.00 409,720.00 3,954,322,266.34 1,091,319,614.15 1,190,698,814.15 2,863,002,652.19 2,763,623,452.19 3,863,830.00 2,148,196.00 3,454,110.00 

Mamuju Tengah 139,950.00 200,761.00 2,558,738,009.70 840,362,427.40 889,011,227.40 1,718,375,582.31 1,669,726,782.31 2,288,146.00 1,860,458.00 2,087,385.00 

Pasangkayu 198,574.00 284,586.00 2,730,431,080.44 1,242,385,842.87 1,311,195,442.87 1,488,045,237.57 1,419,235,637.57 2,059,032.00 766,166.00 1,774,446.00 

Polman 490,400.00 703,309.00 2,011,118,652.15 1,398,016,915.90 1,568,344,115.90 613,101,736.26 442,774,536.26 1,256,566.00 10,328,256.00 553,257.00 

SULAWESI BARAT 1,458,251.00 2,091,590.00 14,209,937,297.45 5,947,139,570.83 6,453,810,770.83 8,262,797,726.62 7,756,126,526.62 11,786,507.00 10,328,256.00 9,694,917.00 

Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045 
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Hasil perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan air di Provinsi Sulawesi 

Barat sebagaimana yang disajikan pada Tabel, kemudian digunakan untuk 

menghitung status daya dukung penyediaan air terlampaui atau tidak terlampaui. 

Adapun perhitungan status daya dukung daya tampung penyediaan air di Provinsi 

Sulawesi Barat pada tahun 2022 dan tahun Proyeksi 2045 dapat dilihat pada Gambar 

3.10. 

 

Grafik 2.1 Kebutuhan Air Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dan 2045 

 

Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045 

 

Grafik diatas memberikan pandangan yang cukup menarik tentang tren 

kebutuhan air di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2045. Analisis data ini 

mengungkap bahwa secara keseluruhan, kebutuhan air di seluruh kabupaten di 

Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan. Namun, ada dua kabupaten yang 

menonjol dengan proyeksi peningkatan kebutuhan air yang signifikan pada tahun 

2045, yaitu Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar. 

Proyeksi peningkatan kebutuhan air di kedua kabupaten ini menjadi perhatian 

khusus dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air di wilayah Provinsi 

Sulawesi Barat. Hal ini bisa disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, perkembangan 

ekonomi, atau perubahan dalam kebutuhan air di sektor-sektor tertentu. 
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Gambar 2.3 Peta Kebutuhan Air Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 
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Gambar 2.4 Peta Kebutuhan Air Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2045 
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Gambar 2.5 Peta Status Air Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 
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Gambar 2.6 Peta Status Air Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2045 
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b. Daya Dukung Pangan 

Daya dukung penyediaan pangan merujuk pada kapasitas suatu wilayah 

untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara berkelanjutan. Ini 

melibatkan berbagai aspek seperti produksi pertanian, keberlanjutan ekologi, 

ketersediaan lahan pertanian, dan kebijakan pangan. Daya dukung ini sangat 

penting untuk menjaga ketahanan pangan dan mengatasi masalah kelaparan. 

Daya dukung penyediaan pangan dapat diukur dengan melihat sejauh mana 

produksi pangan dalam wilayah tersebut memadai untuk memenuhi kebutuhan 

penduduk setempat. Ini mencakup jenis pangan yang dihasilkan, tingkat 

produktivitas pertanian, dan kualitas pangan yang tersedia. Selain itu, aspek 

konservasi lingkungan juga menjadi pertimbangan penting dalam daya dukung 

penyediaan pangan. Pertanian yang berkelanjutan dan pelestarian sumber daya 

alam sangat diperlukan agar wilayah tersebut dapat terus memproduksi pangan 

yang cukup untuk masa depan. Analisis tentang Daya dukung penyediaan pangan 

suatu wilayah sangat penting diketahui untuk melihat kemampuan wilayah 

tersebut untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan penduduknya 

secara berkelanjutan. 

Analisis ini dilakukan dengan menghitung kebutuhan penduduk pada setiap 

grid yang digunakan dalam menghitung status daya dukung lingkungan hidup. 

Jumlah penduduk yang terdapat pada setiap kecamatan didistribusikan secara 

spasial ke grid yang digunakan sehingga diketahui sebaran jumlah populasi per 

setiap grid. Distribusi penduduk di Provinsi Sulawesi Barat pada setiap grid 

digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan pangan individu dengan 

memperhatikan standar angka kecukupan energi (AKE) sebesar 2.150 kalori per 

hari per kapita. Selanjutnya, hasil perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan 

pangan di Provinsi Sulawesi Barat digunakan untuk mengevaluasi apakah 

terdapat kelebihan atau kekurangan pasokan pangan dalam wilayah tersebut. 

Selain itu, perhitungan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi batas maksimal 

populasi penduduk yang dapat diberdayakan oleh sumber daya alam wilayah 

Provinsi Sulawesi Barat. Dengan memperhitungkan karakteristik wilayah dan 

ketersediaan pangan, penjelasan secara rinci berdasarkan Kabupaten dapat 

dilihat pada Tabel berikut.
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Tabel 2.3 Jumlah Kebutuhan Pangan Provinsi Sulawesi Barat 

KABUPATEN 

Penduduk Tahun 
KETERSEDIAAN 

(hari/kapita) 

Kebutuhan (hari/kapita) 
Ketersediaan-Kebutuhan 

(hari/kapita) 
Ambang Batas (hari/kapita) 

2022 2045 2022 2045 2022 2045 
AMBANG 

BATAS 
2022 2045 

Majene 177,387 254,386 60,664,484,813.14 135,967,135,500.00 194,986,869,000.00 -75,302,650,686.89 -134,322,384,186.90 79,267.00 -98,120.00 -175,119.00 

Mamasa 166,444 238,828 190,376,652,439.49 127,579,326,000.00 183,061,662,000.00 62,797,326,439.48 7,314,990,439.50 248,371.00 81,927.00 9,543.00 

Mamuju 285,496 409,720 299,947,759,156.62 218,832,684,000.00 314,050,380,000.00 81,115,075,156.59 -14,102,620,843.48 392,094.00 106,598.00 -17,626.00 

Mamuju Tengah 139,950 200,761 182,427,940,764.31 107,271,675,000.00 153,883,306,500.00 75,156,265,764.30 28,544,634,264.29 237,988.00 98,038.00 37,227.00 

Pasangkayu 198,574 284,586 192,713,041,167.73 152,206,971,000.00 218,135,169,000.00 40,506,070,167.70 -25,422,127,832.30 251,540.00 52,966.00 -33,046.00 

Polewali Mandar 490,400 703,309 162,567,745,502.36 375,891,600,000.00 539,086,348,500.00 -213,323,854,497.67 -376,518,602,997.77 212,358.00 -278,042.00 -490,951.00 

SULAWESI 

BARAT 
1,458,251 2,091,590 1,088,697,623,843.64 1,117,749,391,500.00 1,603,203,735,000.00 -29,051,767,656.49 -514,506,111,156.66 1,421,618.00 -36,633.00 -669,972.00 

Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045
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Mamasa dan Mamuju Tengah yang masih belum Terlampaui. Analisis terkait 

perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan pada setiap kecamatan 

sangat diperlukan untuk mengukur berapa ambang batas penyediaan, mengingat 

pertumbuhan penduduk semakin meningkat sehingga akan meningkatkan kebutuhan, 

yang mana masa yang akan datang dapat menyebabkan terlampauinya daya dukung 

wilayah. 

 

Grafik 2.2 Kebutuhan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dan Tahun 2045 

    

Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045 

 

Proyeksi peningkatan kebutuhan pangan di Kabupaten Mamuju dan Polewali 

Mandar pada tahun 2045 menandakan potensi tantangan yang perlu diatasi dalam 

konteks ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Barat. Data ini memberikan 

wawasan penting bagi perencanaan strategis guna memastikan ketersediaan 

pangan yang memadai di masa depan. 

Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar mungkin menghadapi peningkatan 

kebutuhan pangan yang signifikan karena beberapa faktor. Pertumbuhan 

penduduk, perubahan pola konsumsi, dan dinamika ekonomi lokal dapat menjadi 

pendorong utama di balik tren ini. Peningkatan kebutuhan pangan juga dapat 

mencerminkan potensi pengembangan sektor pertanian dan agribisnis di kedua 

kabupaten tersebut. 

 



 

 
 

29 
 

Gambar 2.7 Peta Kebutuhan Pangan Tahun 2022 
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Gambar 2.8 Peta Kebutuhan Pangan Tahun 2045 
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Gambar 2.9 Peta Status Pangan Tahun 2022 
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Gambar 2.10 Peta Status Pangan Tahun 2045 
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2.1.1.3. Topografi 

Provinsi Sulawesi Barat memiliki topografi yang beragam, dari datar, berbukit 

sampai bergunung. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Polewali Mandar dan 

Pasangkayu memiliki topografi datar, sedangkan Kabupaten Mamuju, Majene, dan 

Mamasa memiliki topografi berbukit sampai bergunung. Provinsi Sulawesi Barat juga 

memiliki banyak aliran sungai yang cukup besar yang dapat dikembangkan karena 

banyaknya gunung. Aliran sungai memiliki peran penting dalam pembangunan 

ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Provinsi Sulawesi Barat bisa 

memanfaatkan potensi aliran sungai misalnya digunakan untuk irigasi, sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas pertanian, sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA), 

jalur transportasi, terutama di daerah yang sulit diakses oleh jalan raya. 

 

Tabel 2.4 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten dan Topografi  

Kabupaten Lembah Lereng Dataran 

Majene  - 57 25 

Polewali Mandar  3 86 78 

Mamasa  - 180 1 

Mamuju  - 77 24 

Pasangkayu  1 21 41 

Mamuju Tengah  - 23 33 

Sulawesi Barat 4 444 202 

Sumber: Sulawesi Barat dalam Angka 2024 

 

Berdasarkan data BPS, ada empat desa di Provinsi Sulawesi Barat yang secara 

topografi berada di daerah Lembah tahun 2021, satu desa berada di Kabupaten 

Pasangkayu dan tiga desa ada di Kabupaten Polewali Mandar. Jumlah ini sebenarnya 

berubah dibandingkan 10 tahun lalu. Tahun 2014, BPS mencatat total desa/kelurahan 

di Provinsi Sulawesi Barat yang berada di daerah Lembah mencapai 93 

desa/kelurahan, terbanyak ada di Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar. Empat 

tahun kemudian, jumlahnya berkurang menjadi 40 desa/kelurahan, Kabupaten 

Mamasa dan Polewali Mandar tetap yang terbanyak. Tahun 2021, Kabupaten Mamasa 

tercatat tak lagi memiliki desa yang berada di Lembah, sementara Kabupaten Polewali 

Mandar tersisa tiga desa.  
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Gambar 2.11 Peta Topografi Provinsi Sulawesi Barat  
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Berbeda dengan desa/kelurahan lembah, jumlah desa/kelurahan yang berada di 

lereng justru bertambah. Sebagian besar desa/kelurahan di Provinsi Sulawesi Barat 

tahun 2021 berada di wilayah lereng, dengan total sebanyak 444 desa/kelurahan. Dari 

seluruh desa/kelurahan tersebut, 180 desa/kelurahan berada di Kabupaten Mamasa 

yang memang dominan daerah pegunungan, 86 desa/kelurahan ada di Polewali 

Mandar, 77 desa/kelurahan di Kabupaten Mamuju, dan sisanya ada di Mamuju, 

Pasangkayu, dan Mamuju Tengah. Desa yang berada di lereng, memiliki beberapa 

hambatan, terutama bagi Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani. 

Kemiringan lereng yang curam dapat menyulitkan petani melakukan kegiatan 

pertanian, seperti pengolahan tanah, penanaman, dan pemanenan. Selain itu, erosi 

akibat tingginya curah hujan sangat berpotensi terjadi di daerah lereng.  

Provinsi Sulawesi Barat juga memiliki cukup banyak desa/kelurahan yang berada 

di kontur daratan. Tahun 2021, terdapat 202 desa/kelurahan di Provinsi Sulawesi Barat 

yang berada di daratan, dimana Sebagian besar ada di Kabupaten Polewali Mandar 

yaitu 78 desa/kelurahan, kemudian di Kabupaten Pasangkayu 41 desa/kelurahan, 

Mamuju Tengah 33 desa/kelurahan, sementara sisanya berada di Kabupaten Majene, 

Mamuju, dan Mamasa.  

Sebagai daerah yang dominan lereng, Provinsi Sulawesi Barat memiliki 

beberapa gunung yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan sosial ekonomi 

Masyarakat. Dalam beberapa hal, gunung memiliki banyak fungsi seperti pengendali 

sumber air, habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, menyerap karbon dioksida dari 

atmosfer, sehingga dapat mengurangi pemanasan global, dan beberapa fungsi vital 

lainnya. Berdasarkan data, sekitar 193 gunung masuk dalam wilayah administrasi 

Provinsi Sulawesi Barat, dimana Gunung Ganda Dewata merupakan gunung tertinggi 

dengan elevasi 3.037 meter di atas permukaan laut yang berada di Kabupaten 

Mamuju. Satuan pegunungan menempati wilayah paling luas, yang mencakup sekitar 

70% dari total luas. Itu biasanya terletak di bagian tengah ke timur dan memanjang 

dari utara ke selatan, membentuk lembah yang curam. 
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Tabel 2.5 Jumlah Gunung dan Nama Gunung Tertinggi Menurut Kabupaten di 
Provinsi Sulawesi Barat 

No. Kabupaten 
Jumlah 
Gunung 

Nama Gunung Tertinggi 
Ketinggian 

(meter) 

1. Majene 11 Seteng 1.001 

2. Polewali Mandar 28 Tetuho 1.448 

3. Mamasa 31 Mambulilling 2.873 

4. Mamuju 109 Ganda Dewata 3.037 

5. Pasangkayu 14 Pandabatu 284 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 

 

Tak hanya menyimpan sumber daya alam, wilayah laut dan gunung Provinsi 

Sulawesi Barat juga berpotensi menjadi sumber bencana alam, terutama jika aktivitas 

eksploitasi besar-besaran tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan. Itu sebabnya, wajar jika Provinsi Sulawesi Barat ditempatkan sebagai 

provinsi kedua di Indonesia yang masuk dalam wilayah daftar rawan bencana. 

Menurut indeks risiko bencana yang dirilis oleh BNPB, Provinsi Sulawesi Barat 

termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana. Dari seluruh provinsi di Indonesia, 

Provinsi Sulawesi Barat berada di urutan kedua paling rentan terhadap bencana, dan 

dari 528 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, Majene berada di urutan kedua 

terburuk di Indonesia. Itu sebabnya, dalam desain rencana pembangunan jangka 

panjang, kerawanan bencana mestinya perlu menjadi salah satu pertimbangan. 

2.1.1.4. Geologi 

Geologi di Provinsi Sulawesi Barat disusun dari beberapa jenis batuan, yaitu 

batuan sedimen, malihan, gunung api dan terobosan. Umurnya berkisar antara 

Mesozoikum sampai Kuarter. Urutan stratigrafi batuan tersebut dimulai dari yang 

tertua ke yang muda adalah batuan Malihan Kompleks Wana (TRw) yang terdiri sekis, 

genes, filit dan batu sabak. Satuan ini dijumpai pada lembar Mamuju dan Lembar 

Pasangkayu yang diduga berumur lebih tua dari Kapur dan tertindih tak selaras oleh 

Formasi Latimojong (Kls) di bagian timur memanjang utara-selatan wilayah Provinsi 

Sulawesi barat. Formasi ini terdiri dari filit, kuarsit, batu lempung malih, dan pualam. 

Satuan batuan ini berumur Kapur. Formasi Latimojong ditindih tak selaras Formasi 

Toraja pada bagian timur wilayah mamuju dan mamasa yang terdiri dari batu pasir 

kuarsa, konglomerat kuarsa, kuarsit, serpih dan batu lempung yang umumnya 

berwarna merah atau ungu, setempat dijumpai batubara. Formasi ini mempunyai 
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Anggota Rantepao (Tetr) yang terdiri dari batu gamping numulit berumur Eosen 

Tengah – Eosen Akhir. Sedangkan pada wilayah pasangkayu formasi Latimojong di 

tindih tidah selaras batuan gunung api Formasi Lamasi (Toml) dan Formasi Talaya. 

Formasi Lamasi bersusunan andesit-dasit berumur Oligosen-Miosen Awal. Formasi 

Talaya bersusunan andesit-basal berumur Miosen Awal-Miosen Akhir. Formasi 

Lamasi menindih tidah selaras Formasi Toraja yang berumur Oligosen Akhir. 

Miosen Awal, yang merupakan batuan gunung api beranggotakan batu gamping 

(Tomc), tertindih selaras oleh Formasi Riu (Tmr) yang terdiri dari batu gamping napal. 

Formasi Riu berumur Miosen Awal – Miosen Tengah dan tertindih tak selaras oleh 

Formasi Sekala (Tmps) dan Batuan Gunung api Talaya (Tmtv). Formasi Sekala terdiri 

dari grewake, batu pasir hijau, napal dan batu gamping, bersisipan tufa dan lava yang 

tersusun oleh andesit – basal. Formasi ini berumur Miosen Tengah – Pliosen dan 

berhubungan menjemari dengan Batuan Gunungapi Talaya. Batuan Gunungapi 

Talaya terdiri dari breksi, lava dan tufa yang tersusun oleh andesit – basal. Batuan ini 

mempunyai anggota Tuf Beropa (Tmb) dan menjemari dengan Batuan Gunung api 

Adang (Tma), terutama yang disusun oleh leusit - basal. 

Sedangkan pada bagian barat wilayah Kabupaten Pasangkayu didominasi oleh 

batuan sedimen Formasi Lariang (Tmpl) dan Formasi Pasangkayu (TQp). Formasi ini 

merupakan endapan molase terdiri dari konglomerat, batupasir dan batu lempung. 

Batuan berumur Miosen Tengah – Miosen Akhir dan mempunyai hubungan 

ketidakselarasan dengan batuan yang lebih tua di bawahnya dan juga batuan yang 

lebih muda di atasnya termasuk Formasi Pasangkayu. Formasi Pasangkayu terdiri dari 

batu pasir dan batu lempung, setempat ditemukan batu gamping dan konglomerat. 

Umur formasi ini adalah Pliosene dan ditindih secara tidak selaras oleh satuan aluvial 

(Qa) yang berumur holosen dan mendominasi bagian barat. 

Batuan Gunungapi Adang berhubungan menjemari dengan Formasi Mamuju 

(Tmm) yang berumur Miosen Akhir. Formasi Mamuju terdiri atas napal, batu pasir 

gampingan, napal tufaan dan batu gamping pasiran bersisipan tufa. Formasi ini 

mempunyai Anggota Tapalang (Tmmt) yang terdiri dari batu gamping koral, 

batugamping bioklastik dan napal yang banyak mengandung moluska. Formasi 

Lariang terdiri dari batupasir gampingan dan mikaan, batulempung, bersisipan 

kalkarenit, konglomerat dan tufa. Formasi ini berumur Miosen Akhir – Pliosen Awal. 
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Pada bagian timur wilayah Provinsi Sulawesi barat disusun oleh batuan 

terobosan batolit granit (Tmpi) dengan penyebaran yang cukup luas menerobos 

semua satuan yang lebih tua (mendominasi bagian utara timur laut atau daerah 

Mamasa). Batuan ini terdiri dari granitik, diorit, riolit dan setempat gabro. Batuan 

terobosan berbentuk batolit ini diduga berumur Pliosen. Ke Arah tenggara wilayah 

Mamasa, batuannya didominasi oleh batuan epiklastik gunung api Formasi Loka (Tml). 

Formasi ini terdiri atas batupasir andesitan, konglomerat, breksi dan batu lanau. 

Batuan ini mempunyai umur Miosen Tengah – Miosen Akhir. Pada bagian tengah 

ditempati oleh batuan gunung api Walimbong (Tmpv) yang terdiri atas lava dan breksi. 

Penyebaran batuan ini cukup luas dan menyebar hingga ke arah tenggara. Batuan ini 

diduga berumur Mio-Pliosen. Di Wilayah Mamuju jumpai batuan Tufa Barupu (Qbt) 

yang terdiri dari tufa dan lava, yang diduga berumur Pliosen. 

Sedangkan di bagian barat wilayah Provinsi Sulawesi barat pada umumnya 

disusun oleh endapan sedimenter dimana di wilayah mamuju tersingkap Formasi 

Budong Budong (Qb) yang terdiri dari konglomerat, batupasir, batu lempung dan batu 

gamping koral (Ql). Endapan termuda di Lembar ini adalah endapan kipas aluvium 

(Qt) dan aluvium (Qa) terdiri dari endapan- endapan sungai, pantai dan antar gunung. 

Sedangkan wilayah Kabupaten Majene dan Polewali Mandar tersusun dari batuan 

sedimen dari Formasi Mandar. Batuan tersebut terdiri atas batupasir, batu lanau dan 

serpih serta lensis batubara. Hasil penanggalan menunjukkan bahwa umur formasi ini 

Miosen Akhir. Selain Formasi Mandar (Mamuju), pada bagian barat juga ditemukan 

batuan sedimen klastik lainnya (Formasi Mapi/Tmpm) yang tersusun oleh batu pasir, 

batu lempung, batu gamping pasiran dan konglomerat. Umur dari satuan ini adalah 

Miosen Tengah – Pliosen. 

Proses tektonik yang pernah terjadi wilayah Provinsi Sulawesi Barat 

menyebabkan pemalihan pada kelompok batuan Kompleks Wana (TRw) dan Formasi 

Latimojong. Perlipatan dan pensesaran pada batuan berumur Eosen Formasi Toraja 

dan batuan Berumur Miosen Formasi Lariang (Tmpl), pembentukan batuan sedimen 

molase Formasi Pasangkayu (TQp). Dalam fase tektonik yang berbeda juga 

menyebabkan perlipatan dan pensesaran pada kelompok batuan vulkanik seperti 

Formasi Lamasi (Toml), Formasi Talaya (Tmtv), Formasi Sekala (Tmps). 
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Gambar 2.12 Peta Geologi Provinsi Sulawesi Barat 

                                        Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034 

 

Secara stratigrafi, kelompok batuan tertua pada Mandala di Provinsi Sulawesi 

Barat bagian tengah berupa kompleks batuan Metamorf dan endapan plysch Formasi 

Latimojong (Kls). Secara umum Formasi ini mengalami pemulihan lemah-sedang; 

terdiri atas serpih, filit, rijang, marmer dan kuarsit dengan ketebalan tidak kurang dari 



 

 
 

40 
 

1000 m serta diintrusi oleh batuan granitic hingga basaltic baik berbentuk stock 

ataupun retas . Umur Formasi ini diperkirakan Kapur Akhir dn diendapkan pada 

lingkungan laut dalam. Bergman, dkk (1996) membagi Sulawesi Bagian Barat menjadi 

tiga kelompok tektonik yaitu: 

1. Foldbelt aktif dimana batuan vulkanik yang berumur Pliosen-Miosen menyebar 

hingga ke Selat Makassar. 

2. Central belt yang terdiri dari Formasi Latimojong sebagai basemen, paparan 

karbonat dan batuan sedimen klasti yang berumur oligo-eosen, sub marin vulkanik 

yang berumur Miosen. 

3. Akresi ophiolit kompleks Lamasi berumur Kapur-Paleogen. 

Proses tektonik yang pernah terjadi di wilayah ini menyebabkan pemalihan pada 

kelompok batuan Kompleks Wana (TRw) dan Formasi Latimojong. Perlipatan dan 

pensesaran pada batuan vulkanik seperti Formasi Lamasi (Toml), Formasi Talaya 

(Tmtv), Formasi Sekala (Tmps). 

Kelompok Toraja terdiri atas Formasi Bonehau yang terendapkan pada 

lingkungan laut terbuka. Formasi Kalumpang yang terdiri dari batu lempung, batubara, 

batu pasir kaya kuarsa dan sedikit batuan vulkanik menindih tak selaras   Formasi 

Bonehau. Formasi Kalumpang terendapkan pada lingkungan transisi hingga fluvial. Di 

atas Formasi tersebut terendapkan Formasi Rantepao yang didominasi oleh batu 

gamping berumur Eosen. Pada bagian atas dari kelompok Toraja ini adalah Formasi 

Batio yang berumur Oligosen dan tersusun oleh napal. Kelompok batuan ini dominan 

terendapkan pada lingkungan laut dan pada saat bagian barat Sulawesi memisah 

(rifting) dari Kalimantan. 

Kelompok Lariang terletak tidak selaras dengan kelompok Toraja di bawahnya. 

Kelompok Lariang ini terdiri atas Formasi Tabiora yang juga didominasi oleh napal. Di 

atas Formasi ini terendapkan secara selaras Formasi Lisu yang berumur Miosen Atas. 

Pada Formasi ini terlihat adanya peningkatan kandungan klastik kasar ke arah selatan. 

Kelompok batuan ini umumnya tersusun oleh endapan-endapan laut dimana 

materialnya sebagian berasal dari batuan yang lebih tua. Kelompok batuan tersebut 

mengalami deformasi sebelum terbentuknya kelompok Pasangkayu. Batuan 

Kelompok Formasi Pasangkayu berumur Plio-Pleistesen dan didominasi oleh 
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konglomerat yang kaya akan kuarsa. Batuan ini terendapkan pada daerah cekungan 

foreland pada saat orogenesa ke arah timur. 

2.1.1.5. Hidrologi 

Kondisi hidrologis Provinsi Sulawesi Barat memberikan gambaran tentang aliran 

sungai, Hujan dan Pola Hujan, dan aspek lainnya yang pada dasarnya menunjukkan 

potensi dan tantangan dalam pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Barat. 

Provinsi Sulawesi Barat dialiri oleh beberapa sungai-sungai besar, dengan 5 (lima) 

aliran terbanyak berada di Kabupaten Polewali Mandar. Sungai terpanjang adalah 

Sungai Saddang, yang melewati Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, Pinrang, dan 

Polewali Mandar kemudian Sungai Karama, yang mengalir ke Mamuju, dengan 

panjang masing-masing sekitar 150 km. Selain dua sungai tersebut, ada beberapa 

aliran sungai lain seperti Sungai Matakali, Mambi, Mandar, Manyamba, Malunda, dan 

Kaluku dengan panjang di bawah 100 km. 

 

Tabel 2.6 Sungai Utama Menurut Panjang dan Aliran Sungai di Provinsi 
Sulawesi Barat 

No Nama Sungai Panjang (km) Lokasi 

1. Saddang 150 
Tanah Toraja, Enrekang, Pinrang, 
Polewali Mandar 

2. Matakali 28 Polewali Mandar 

3. Mambi 95 Polewali Mandar 

4. Mandar 90 Polewali Mandar 

5. Manyamba 28 Majene 

6. Malunda 38 Majene 

7. Kaluku 32 Mamuju, Polewali Mandar 

8. Karama 150 Mamuju 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 

 

Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Barat adalah ekosistem yang sangat 

penting dan penting. Ini terjadi karena bagian besar Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 

daerah bergunung-gunung dengan curah hujan tinggi yang dikelilingi oleh banyak 

sungai besar. Di sisi lain, daerah datar yang merupakan pusat perekonomian 

masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat adalah daerah yang terkena dampak banjir dan 

sedimentasi sungai besar. Akibatnya, ekosistem dan daya dukung daerah datar 

ditentukan oleh kualitas ekosistem DAS-DAS besar yang mempengaruhinya, 

sehingga, jelas bahwa arahan untuk pengembangan ekologi DAS harus dirancang 

dengan baik. 
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Daerah Aliran Sungai (DAS) harus dilihat sebagai ekosistem yang perlu dijaga 

kualitas dan keberlanjutan fungsinya (misalnya untuk menjaga daya dukung 

sumberdaya DAS dan kehidupan manusia), sekaligus sebagai kawasan 

pengembangan ekonomi. Aspek ini juga dibahas pada Rencana Pengembangan 

Kawasan Lindung dan Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan SDA. 

Pengembangan ekologi DAS harus terintegrasi dengan pengembangan fungsi 

ekonominya, seperti PLTA, air irigasi dan fungsi-fungsi lain, tidak bisa jalan sendiri-

sendiri. 
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Gambar 2.13 Peta Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Barat 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034
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Tabel 2.7 Kebijakan Pengelolaan DAS-DAS Utama di Provinsi Sulawesi Barat 

Nama DAS atau 
Kelompok DAS 

Luas DAS 
(ha) 

Areal kritis 
(ha) 

Ekstensi 
kekritisan 
(% areal) 

Frekuensi 
banjir di hilir 

Fungsi dan peran DAS Arahan kebijakan 

PLTA 
(MW) 

Irigasi Air baku 
Pertumbuhan dan 

Perkembangan 
Wallacea 

Ecoregion 
Ecotourism 

Keragaman 
ekosistem 

Stabilitas 
ekosistem 

Konserv
asi 

Preserva
si 

Urutan 
Prioritas 

Budong-Budong 

/Topoyo 
326.579 65.756 20.1 

Tinggi, 

pengaruhi 

jalan negara 

124 ü Beşar Beşar 
Sangat 

penting 
potensial tinggi penting ü ü I 

Karama 344.899 84.659 24.5 Tinggi 115++ ü Beşar Beşar penting potensial 
Sangat 

tinggi 

Sangat 

penting 
ü ü I 

Karossa 

/BenggauIu 
151.395 10.024 6.6 Sedang ü ü Beşar Beşar penting 

Sangat 

potensial 

Sangat 

tinggi 
penting ü ü II 

Lariang 

/Pasangkayu 

1.671.58

7 
11.688 7.0 Sedang ü ü Beşar Beşar 

Sangat 

penting 
Potensial 

Sangat 

tinggi 
penting ü ü II 

Malunda 67.767 1.549 2.3 Sedang x x Kecil Sedang Penting Potensial Sedang Penting  ü III 

Mamasa 89.106 13.872 15.6 
Wii.huıu 

DAS 
ü x Beşar Sedang Penting 

Sangat 

potensial 
Tinggi penting ü  II 

Mamuju 149.487 67.067 44.9 Sedang x x Beşar Sedang penting 
Sangat 

potensial 
Tinggi penting ü ü I 

Mandar 93.462 36.656 39.2 Sedang x x Kecil Kecil Penting Potensial Sedang Penting ü  III 

Mapilli 229.644 77.983 34.0 Tinggi 174 ü Beşar Beşar 
Sangat 

penting 

Sangat 

potensial 
Tinggi penting ü ü I 

Saddang (hulu) 71.856 19.448 27.1 
Wii.huıu 

DAS 
x ü Kecil Kecil Penting Potensial Tinggi penting ü  III 

Total 
1.691.78

0 
388.702 23.0             

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034 
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Kondisi kekritisan DAS utama di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa 

DAS yang memiliki persentase wilayah kritis terbanyak adalah Mamuju dengan 

besaran 44,9 persen dari total wilayah DAS, menyusul DAS Mandar sebesar 39,2 

persen, DAS Mapilli 34 persen dan DAS Saddang 27,1 persen. DAS Karama yang 

merupakan wilayah DAS terluas dengan luas 344.899 ha juga merupakan DAS 

dengan persentase lahan kritis yang besar yaitu 24,54 persen dari total wilayah DAS 

Karama. Adapun data kekritisan Daerah-daerah Aliran Sungai di wilayah Provinsi 

Sulawesi Barat, dapat diamati pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 2.8 Kondisi Kekritisan DAS-DAS di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 

DAS 
Tidak 

Kritis (ha) 
% 

DAS 
Kritis 
(ha) 

% 
DAS 

Total DAS 
(ha) 

Persen 
(%) 

DAS Budong-
Budong 

260.823 80 65.756 20 326.579 19,3 

DAS Karama 260.240 75 84.659 25 344.899 20,4 

DAS Karossa 141.362 93 10.024 7 151.386 8,9 

DAS Lariang 155.897 93 11.688 7 167.585 9,9 

DAS Malunda 66.218 98 1.549 2 67.767 4,0 

DAS Mamasa 75.234 84 13.872 16 89.106 5,3 

DAS Mamuju 82.415 55 67.066 45 149.481 8,8 

DAS Mandar 56.772 61 36.656 39 93.428 5,5 

DAS Mapilli 151.659 66 77.983 34 229.643 13,6 

DAS Saddang 52.401 73 19.448 27 71.850 4,2 

Total 1.303.022 77 388.701 23 1.691.723 100,0 

Sumber: RTRW Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 

 

Pengembangan DAS yang akan datang harus diprioritaskan untuk 

mengendalikan lahan kritis dengan kegiatan seperti reboisasi, penghijauan, 

pembinaan pertanian berbasis konservasi, dan mendorong partisipasi masyarakat 

dalam perhutanan desa. Ini juga harus melindungi hutan dari pengrusakan melalui 

pengawasan ketat terhadap penebangan liar dan pengetatan pemberian izin bagi 

masyarakat atau lembaga yang akan mengelola hutan. DAS yang sangat penting 

adalah Karama, Mamuju, Budong-Budong, Karossa, dan Mapilli. 
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2.1.1.6. Klimatologi 

Provinsi Sulawesi Barat masih mengandalkan pertanian sebagai sektor 

pendorong perekonomian daerah dan mayoritas masyarakat masih menggantungkan 

penghidupan mereka pada sektor primer. Ketergantungan perekonomian daerah 

Terhadap sektor pertanian secara langsung membuat ekonomi Provinsi Sulawesi 

Barat bergantung pada kondisi iklim. Jika kondisi iklimnya baik, maka produktivitas 

sektor pertanian akan meningkat, begitupun sebaliknya. Persoalannya kemudian, 

iklim, termasuk variabel yang sampai saat ini belum mampu dikendalikan, itu yang 

membuat ekonomi Provinsi Sulawesi Barat masuk dalam kategori rawan. 

Karena dilalui oleh garis khatulistiwa dan memiliki kelembaban udara yang relatif 

tinggi, Provinsi Sulawesi Barat umumnya memiliki iklim tropis. Suhu udara di Provinsi 

Sulawesi Barat bergantung pada musim angin laut karena berada di pinggiran pantai 

dan berhadapan langsung dengan Selat Makassar. Dalam tiga tahun terakhir, suhu 

paling rendah di Provinsi Sulawesi Barat 20,60oC dan paling tinggi 35oC. Suhu 

minimum tersebut menunjukkan bahwa pada posisi suhu paling rendah, suhu Provinsi 

Sulawesi Barat masih relatif hangat (tidak terlalu rendah maupun tidak terlalu tinggi). 

Namun untuk suhu maksimumnya menunjukkan suhu yang cukup tinggi. Menurut 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), suhu 35oC keatas sudah 

masuk dalam kategori cukup panas. Dibandingkan angka tahun 2015, terjadi 

perubahan suhu. Suhu paling rendah tahun 2015 berada pada rentan 20oC hingga 

24oC (hanya satu bulan yang suhunya 20oC), sementara di tahun 2022 angkanya 

cenderung lebih rendah yaitu 20,60oC. Untuk suhu maksimum, terjadi kenaikan 

dibandingkan tahun 2015 yang rerata hanya 33,42oC naik menjadi 35oC. Perubahan 

suhu ini merupakan salah satu penanda bahwa Provinsi Sulawesi Barat tidak lepas 

dari perubahan iklim.  

Perubahan suhu sejalan dengan perubahan kelembaban udara. Dalam tiga 

tahun terakhir, angka minimum dan rerata kelembaban udara di Provinsi Sulawesi 

Barat cenderung naik. Tahun 2020, kelembaban di Provinsi Sulawesi Barat masih 

diangka 46 persen, kemudian naik jadi 48 persen tahun 2021, dan mencapai 50 persen 

tahun 2022. Secara rata-rata, angka kelembaban juga mengalami kenaikan, dari 79 

persen ke 81,50 persen, dan kemudian 84,50 persen. Kelembaban maksimum 

Provinsi Sulawesi Barat bahkan mencapai angka 100 persen. Jika kelembaban 
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mencapai 100%, itu berarti udara dalam kondisi tersebut telah mencapai titik jenuh 

kelembaban yang berarti bahwa udara mengandung sebanyak mungkin uap air yang 

dapat diabsorpsi pada suhu dan tekanan tertentu. 

Pada unsur kecepatan angin, angka paling rendah yang terjadi di Provinsi 

Sulawesi Barat dalam tiga tahun terakhir adalah calm atau tidak ada angin atau nilai 

kecepatan anginnya 0, sementara angka maksimumnya mencapai 26 m/det. Jika 

diambil reratanya, ada penurunan angka kecepatan angin tahun 2022 dari sebelumnya 

3,30 m/det menjadi 2,30 m/det. Angka 2,30 m/det menunjukkan bahwa angin bergerak 

dengan kecepatan 2,30 meter setiap detik. Ini adalah ukuran kecepatan linier, yang 

berarti sejauh mana angin bergerak secara fisik dalam interval waktu yang sangat 

singkat (1 detik). Kecepatan angin 2,30 m/det tidak terlalu cepat. Ini dapat dianggap 

sebagai angin ringan hingga sejuk, tergantung pada konteksnya. Kecepatan angin ini 

bisa terjadi dalam berbagai situasi cuaca. 

Perubahan suhu dan cuaca berpengaruh pada perubahan tekanan udara. 

Selama tahun 2020 hingga 2022, angka tekanan udara di Provinsi Sulawesi Barat 

secara rata-rata meningkat dari 1.006,50 mbar menjadi 1.006,30 mbar, dan 1.005,90 

mbar. Tekanan udara adalah salah satu faktor kunci yang digunakan oleh 

meteorologis untuk membuat prakiraan cuaca. Perubahan dalam tekanan atmosfer 

dapat mengindikasikan perubahan cuaca yang akan datang. Tekanan rendah sering 

kali terkait dengan cuaca hujan dan badai, sementara tekanan tinggi dapat 

mengindikasikan cuaca cerah dan stabil. Selain itu, tekanan udara dapat 

mempengaruhi suhu dan kecepatan angin di wilayah tertentu. Variasi tekanan udara 

memainkan peran dalam pembentukan pola cuaca lokal seperti angin kencang, 

gelombang panas, atau musim hujan. 

 

Tabel 2.9 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Sulawesi Barat, 2020-2023 

Unsur Iklim 
Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Suhu (oC)   

Minimum/Minimum 20,60 20,40 20,60 21,00 

Rata-rata/Average 28,10 27,70 27,40 28,12 

Maksimum/Maximum 35,00 34,10 35,00 35,20 

Kelembaban (%)  

Minimum/Minimum 46,00 48,00 50,00 39,00 
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Unsur Iklim 
Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Rata-rata/Average 79,00 81,50 84,50 81,29 

Maksimum/Maximum 100,00 100,00 100,00 100,00 

Kecepatan Angin (m/det)  

Minimum/Minimum* calm calm calm Calm 

Rata-rata/Average 1,95 3,30 2,30 4,10 

Maksimum/Maximum 20,56 26,00 na 24,00 

Tekanan Udara (mbar)  

Minimum/Minimum 1.000,90 1.000,30 999,60 988,60 

Rata-rata/Average 1.006,50 1.006,30 1.005,90 1.006,95 

Maksimum/Maximum 1.011,60 1.011,40 1.011,30 1.012,70 

Jumlah Curah Hujan (mm/tahun) 1.413,20 2.270,80 2.395,80 1.242.90 

Jumlah Hari Hujan (hari) 201 217 168 152 

Penyinaran Matahari** 75,00 5,90 6,00 6,90 

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

Keterangan:  
● *Calm = tidak ada angin atau nilai kecepatan anginnya 0 
● **Tahun 2020 satuan persen, tahun 2021-2022 satuan jam 

 

Unsur iklim yang lainnya juga mengalami perubahan dalam tiga tahun terakhir. 

Jumlah curah hujan Provinsi Sulawesi Barat cenderung naik, jumlah hari hujannya 

mengalami penurunan, sementara penyinaran matahari mengalami kenaikan. Angka 

curah hujan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 mencapai 1.242,90 mm/tahun, 

menunjukkan bahwa jumlah air hujan yang jatuh selama satu tahun, mencapai 

1.242,90 milimeter. Angka tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya yang 

2.395,80 mm/tahun. Perubahan curah hujan mempengaruhi jumlah hari hujan. Hari 

hujan merujuk pada hari-hari ketika curah hujan tercatat dalam sebagian besar wilayah 

tersebut. Ini bisa berarti hujan deras, gerimis, atau hujan ringan. Tahun 2023, jumlah 

hari hujan Provinsi Sulawesi Barat turun dari 168 hari ke 152 hari, menunjukkan bahwa 

dalam periode tertentu, wilayah tersebut mengalami hujan pada 152 hari yang berbeda 

atau menggambarkan bahwa Provinsi Sulawesi Barat semakin jarang hujan. Variabel 

ini pula yang mempengaruhi angka penyinaran matahari yang mencapai 6 jam per 

hari. Jumlah jam penyinaran matahari Provinsi Sulawesi Barat dapat bervariasi 

sepanjang tahun dan tergantung pada musim. Musim panas seringkali memiliki lebih 

banyak jam penyinaran matahari daripada musim dingin.  
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2.1.1.7. Penggunaan Lahan 

Provinsi Sulawesi Barat mengalami banyak perubahan dalam luasan Kawasan 

hutan seiring dengan perkembangan pembangunan daerah, sehingga perlu dilakukan 

pemutakhiran data spasial dengan mengakomodir proses-proses pengukuhan 

kawasan hutan seperti tata batas, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan 

secara parsial. Luas kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2015 

sebesar 1.092.431 ha. Delapan tahun kemudian, luas kawasan hutan Provinsi 

Sulawesi Barat berkurang seluas 22.442 ha menjadi 1.069.989 ha. Perubahan 

tersebut merujuk pada Kepmen Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(SK.6625/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021).  

Komposisi kawasan hutan Provinsi Sulawesi Barat juga ikut berubah salah 

satunya karena pengajuan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi 

sendiri. Perubahan luasan kawasan hutan salah satunya disebabkan karena 

permintaan pemerintah provinsi yang mengajukan perubahan status kawasan dari 

hutan lindung menjadi hutan produksi di Kabupaten Mamuju dan hutan produksi 

terbatas menjadi hutan produksi di Kabupaten Polewali Mandar. Itu sebabnya luasan 

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Mamuju turun dari 132.765 ha tahun 2015 

menjadi 128.691 ha di tahun 2023 atau berkurang 4.074 ha. Tak hanya Kabupaten 

Mamuju, beberapa Kabupaten lain juga mengalami penurunan luasan Kawasan hutan 

lindung seperti Majene yang mengalami pengurangan luasan sebesar 39 ha dan 

Kabupaten Pasangkayu seluas 93.096 ha. Permintaan untuk melakukan konversi 

luasan hutan lindung menjadi Kawasan yang dapat dikelola untuk mendorong 

pemanfaatan sumber daya. Namun penting menjadi perhatian pemerintah daerah 

bahwa mengalih fungsikan Kawasan hutan lindung menjadi APL secara berlebihan 

bisa memicu munculnya persoalan lingkungan di masa depan sebab berdasarkan 

definisi, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, 

mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Jika 

hutan lindung terus-menerus dikonversi menjadi APL, maka bencana seperti yang 

disebutkan tersebut di masa akan lebih sering dialami oleh masyarakat Provinsi 

Sulawesi Barat. 

 



 

 
 

50 
 

Tabel 2.10 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten 
di Provinsi Sulawesi Barat (ha), 2023 

Kabupaten 

Luas Kawasan Hutan dan Perairan (Ha) 

Hutan 
Lindung 

Suaka Alam 
dan 

Pelestarian 
Alam 

Hutan 
Produksi 
Terbatas 

Hutan 
Produksi 

Tetap 

Hutan 
Produksi 

Dapat 
dikonversi 

Total 

Majene  44.405,18 - 7.590,28 6,33 - 52.001,79 

Polewali 
Mandar  

70.217,27 778,98 23.030,94 - - 94.027,19 

Mamasa  86.308,93 68.047,54 49.359,56 - 417,12 204.133,15 

Mamuju  140.509,00 74.646,67 101.749,70 44.282,62 10.801,76 371.989,75 

Pasangkayu  98.283,37 195,43 55.463,11 2.335,02 8.795,10 165.072,03 

Mamuju Tengah  16.583,79 44.449,35 94.432,83 24.319,73 1.224,38 181.010,08 

Sulawesi Barat 456.307,54 188.117,97 331.626,42 70.943,70 21.238,36 1.069.233,99 

Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK.6625/MENLHK-
PKTL/KUH/PLA.2/10/2021) 

 

Luas Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 450.639,13 ha 

jika merujuk pada RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034 (Perda No. 1 Tahun 

2014), namun angka tersebut mengalami perubahan menjadi 366.456 ha tahun 2021. 

Kawasan hutan lindung tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. 

Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Wilayah Provinsi meliputi Kawasan 

Lindung yang ditetapkan dalam RTRWN yang terkait dengan wilayah provinsi dan 

Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Provinsi yang merupakan kewenangan 

provinsi. Kawasan Lindung yang ditetapkan dalam RTRWN disebut Kawasan Lindung 

Nasional merupakan kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi 

pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan 

hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 

Dalam RTRW Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah provinsi rencana akan 

memanfaatkan Kawasan hutan lindung menjadi:  

1. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam; 

2. Ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan 

hutan dan tutupan vegetasi;  

3. Apabila ada jalan raya yang terpaksa memasuki kawasan hutan lindung, maka 

dilakukan pelepasan secara parsial dan tidak diperkenankan membangun atau 
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memanfaatkan lahan di sepanjang jalan yang mengganggu fungsi kawasan 

lindungnya;  

4. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi 

penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan 

di bawah pengawasan ketat. 

 

Gambar 2.14 Peta Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat 

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034 
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Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya 

berupa kawasan resapan air, meliputi; Hutan Lindung Mamuju, Hutan Lindung Mamuju 

Tengah, Hutan Lindung Pasangkayu, Hutan Lindung Majene, Hutan Lindung Polewali 

Mandar, Hutang Lindung Mamasa. Kawasan Perlindungan setempat dengan arah 

pemanfaatan ruang meliputi sempadan pantai sepanjang kurang lebih 781 km di 

beberapa kabupaten, kawasan pantai berhutan bakau primer, sempadan sungai 

dengan lebar sempadan 100 meter serta kawasan sekitar DAM. 

Rencana Kawasan Suaka Alam berdasarkan arah pemanfaatan ruang di RTRW 

Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas taman nasional Ganda Dewata, Kawasan Cagar 

Alam, Suaka Margasatwa (SM), Taman wisata alam (TWA), Taman wisata alam laut 

Balabalakang, Taman wisata Goa alam. 

Pemerintah daerah juga menetapkan daerah rawan bencana dalam dokumen 

RTRW. Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Barat meliputi: 

1. Rawan Gempa di Kabupaten Mamuju; Kabupaten Mamuju Tengah; Kabupaten 

Polewali Mandar); Kabupaten Pasangkayu; Kabupaten Mamuju Tengah, 

Kabupaten Majene dan Polewali Mandar; 

2. Tsunami di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah; Mamuju, Majene dan 

Polewali Mandar; 

3. Rawan Longsor di Kabupaten Mamuju, Majene, Mamasa dan Polewali Mandar; 

4. Rawan Banjir di Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju; Mamuju Tengah, 

Majene dan Polewali Mandar;  

5. Rawan Abrasi di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah; Mamuju, Majene dan 

Polewali Mandar; 

6. Kawasan rawan tenggelamnya pantai dan pulau-pulau kecil akibat penurunan 

permukaan tanah aluvial pantai dan kenaikan permukaan air laut di seluruh 

pantai Provinsi Sulawesi Barat. 

Kawasan Budidaya Provinsi merupakan kawasan yang mempunyai nilai strategis 

provinsi yang dapat dikembangkan. Dimana kawasan budidaya Provinsi meliputi: 

Kawasan hutan produksi (Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan 

Produksi Konversi); Kawasan Hutan Rakyat; Kawasan pertanian; Kawasan perikanan; 

Kawasan peternakan; Kawasan pertambangan; Kawasan Industri; Kawasan 
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Perdagangan; Kawasan Pariwisata; Kawasan Permukiman, dan; Kawasan 

peruntukan lainnya. 

2.1.1.8. Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW 

Tata ruang wilayah merupakan wujud susunan dari suatu tempat kedudukan 

dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut berdasarkan sumber 

daya alam dan buatan yang tersedia serta aspek administratif dan aspek fungsional 

untuk mewujudkan pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan, maka 

diperlukan upaya penataan ruang. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek 

kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan 

tersebut.  

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang, Penyelenggaraan penataan ruang adalah 

kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

penataan ruang. Adapun pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian 

tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan 

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.  

Proses analisis kesesuaian penggunaan tanah dengan RTRW sebelumnya 

merupakan salah satu bagian dari poin pengendalian untuk menilai kesesuaian 

pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Permasalahan mendasar 

sesungguhnya adalah perubahan pemanfaatan atau penyimpangan/deviasi 

peruntukan lahan ini sering tidak sesuai rencana tata ruang wilayah yang telah 

ditetapkan dan menimbulkan dampak negatif secara fisik, sehingga perlunya 

mengetahui simpangan antara rencana tata ruang wilayah dengan tutupan lahan saat 

ini.  

Untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang yang termuat dalam Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014-2034, dilakukan 

pertampalan antara rencana pola ruang dengan penutup lahan yang diinterpretasi 

berdasarkan citra terbaru yang menghasilkan luas seperti pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 2.11 Perbandingan Pola Ruang dengan Penutup Lahan 2021 

Rencana Pola Ruang Luas (Ha) Penutup Lahan 2021 Luas (Ha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hutan Lindung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

459.462,62 

Bangunan Bukan Permukiman 107,43 

Bangunan Permukiman/Campuran 856,88 

Danau/Telaga Alami 1,89 

Hamparan Batuan/Pasir Alami 22,42 

Hamparan Pasir Pantai 101,68 

Hutan Lahan Kering 354.105,19 

Hutan Mangrove 845,25 

Lahan Terbuka Alami Lain 485,76 

Perairan Laut 15,71 

Perkebunan 9.788,96 

Rawa Pedalaman 86,97 

Sabana 2.239,07 

Semak dan Belukar 59.539,70 

Sungai 1.075,27 

Tambak 5.823,35 

Tanaman Semusim Lahan Basah 731,38 

Tanaman Semusim Lahan Kering 18.463,65 

Waduk dan Danau Buatan 3,05 

(blank) 5.169,02 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hutan Produksi 

 
 
 
 
 
 
 
 

77.013,90 

Bangunan Permukiman/Campuran 115,31 

Hamparan Batuan/Pasir Alami 2,06 

Hutan Lahan Kering 50.688,39 

Lahan Terbuka Alami Lain 99,93 

Perkebunan 3.469,50 

Rawa Pedalaman 20,50 

Sabana 1.053,57 

Semak dan Belukar 17.099,57 

Sungai 221,92 

Tanaman Semusim Lahan Basah 268,38 

Tanaman Semusim Lahan Kering 2.906,56 

(blank) 1.068,21 

Hutan Produksi 
Konversi 

27.481,94 

Bangunan Permukiman/Campuran 204,76 

Danau/Telaga Alami 6,02 

Hamparan Batuan/Pasir Alami 5,70 

Hutan Lahan Kering 10.067,43 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui pada setiap rencana pola ruang terdapat 

beberapa penutup lahan, seperti pada rencana Kawasan Hutan Rakyat yang terdiri 

dari sepuluh jenis penutup lahan yaitu permukiman dan campuran, hamparan pasir, 

hutan lahan kering, hutan mangrove, hutan rawa, lahan terbuka, perkebunan, semak 
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dan belukar, sungai, dan tambak. Beberapa jenis penutup lahan tersebut sudah sesuai 

dengan rencana pola ruang dan beberapa lainnya tidak termasuk dalam klasifikasi 

pola ruang RTRW. 

Perbedaan delineasi kawasan terjadi pada data RTRW tahun 2014 dengan data 

penggunaan lahan tahun 2021. Perbedaan tersebut didasarkan karena berubahnya 

batas administrasi beberapa kabupaten baik yang bersifat definitif maupun indikatif. 

Hal ini menyebabkan beberapa wilayah yang direncanakan pada tahun 2014 tidak lagi 

menjadi bagian dari wilayah yang ditetapkan dengan administrasi baru. Begitupula 

sebaliknya dimana pada beberapa titik terdapat bagian wilayah yang tidak termuat 

dalam pola ruang namun terakomodir pada tahun 2021. 

Untuk mengetahui kesesuaian rencana pola ruang dengan penggunaan lahan, 

dilakukan perhitungan persentase kesesuaian yang ditunjukkan dalam tabel berikut 

ini: 

 

Tabel 2.12 Kesesuaian Rencana Pola Ruang 

No. Rencana Pola Ruang Kesesuaian (%) 

1 Kawasan Perikanan 60,97 

2 Kawasan Perkebunan 35,11 

3 Kawasan Permukiman 43,76 

4 Kawasan Pertanian 28,82 

5 Kawasan Tambak 76,55 

6 Perairan 32,70 

Sumber: Hasil Analisis, 2021 

 

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari tabel di atas, diketahui tingkat 

kesesuaian tertinggi berada pada rencana kawasan tambak dengan persentase 

kesesuaian sebesar 76,55 persen. Berdasarkan penggunaan lahan 2021, kawasan 

tambak eksisting seluas 3.959,46 hektar dan luas total perencanaan 5.171,79 hektar. 

Kawasan perikanan menjadi wilayah rencana dengan kesesuaian tertinggi kedua 

dengan persentase 60,97 persen. Pada kawasan perencanaan permukiman terdapat 

sebesar 6.344,66 hektar permukiman eksisting dari total 14.497,44 hektar 

perencanaan permukiman. Di kawasan tersebut masih banyak tersedia lahan untuk 

pengembangan permukiman. Adapun kawasan perkebunan memiliki persentase 

kesesuaian sebesar 35,11 persen, perairan sebesar 32,70 persen, dan kawasan 
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pertanian memiliki persentase paling rendah yaitu sebesar 28,82 persen. Berdasarkan 

data tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak terjadi simpangan antara rencana 

pola ruang dengan keadaan eksisting di lapangan. Tingkat kesesuaian tersebut masih 

dapat bertambah seiring berjalannya waktu. 

 

2.1.1.9. Persentase Alih Fungsi Lahan 

Penggunaan lahan adalah refleksi dari interaksi kompleks antara manusia dan 

lingkungannya. Konsep ini mencakup berbagai aktivitas manusia yang memanfaatkan 

atau mengubah wujud lahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya. 

Dari pedesaan hingga perkotaan, penggunaan lahan mencerminkan pola kehidupan 

dan intervensi manusia di permukaan bumi. 

Penting untuk memahami kompleksitas penggunaan lahan di berbagai konteks, 

baik di pedesaan maupun perkotaan. Perbedaan dalam kompleksitas tersebut 

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi alam, budaya, ekosistem, dan sistem 

produksi. Pengetahuan mendalam tentang penutupan lahan dan penggunaan lahan 

merupakan dasar untuk perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait dengan 

permukaan bumi. 

Klasifikasi yang tepat dalam pemetaan penutupan lahan dan penggunaan lahan 

sangat krusial. Skema klasifikasi yang dipilih harus dirancang dengan cermat sesuai 

dengan tujuan tertentu. Ini menjadi faktor kunci dalam kesuksesan pemetaan, karena 

penggunaan lahan memiliki dampak langsung pada berbagai aspek kehidupan 

manusia. Keberlanjutan dalam penggunaan lahan menjadi kunci penting. Pendekatan 

yang mencakup pemenuhan kebutuhan saat ini sekaligus konservasi sumber daya 

alam untuk generasi mendatang sangat diperlukan. Upaya produksi dan konservasi 

harus seimbang untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat merugikan masa 

depan dan generasi mendatang. 

Contoh penerapan konsep ini dapat ditemukan dalam tata guna lahan DAS. 

Keberlanjutan penggunaan lahan di daerah hilir sangat tergantung pada cara lahan 

dikelola di daerah hulu. Penataan ruang menjadi kunci dalam pengelolaan sumber 

daya air, di mana fungsi konservasi dan budidaya lahan harus diatur secara seimbang. 

Pemantauan perubahan lahan setiap tahunnya juga penting untuk memahami dampak 

intervensi manusia di Provinsi Sulawesi Barat. 
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Selama periode 1990 hingga 2022, terlihat perubahan signifikan dalam 

penutupan lahan di Provinsi Sulawesi Barat. Pada dekade pertama, dari 1990 hingga 

2000, terjadi penurunan yang drastis pada hutan lahan kering primer, mengalami 

penurunan sebesar 34.39% pada tahun 2000. Sementara itu, penutupan lahan kering 

sekunder mengalami peningkatan sebesar 24.44% selama periode yang sama. Pada 

tingkat spasial, terjadi perubahan dinamis dalam pertanian lahan kering campur 

semak, meskipun luasannya tidak mengalami penurunan signifikan dari tahun 1990 

hingga 2022. 

Perubahan ini membawa dampak signifikan terhadap kelestarian ekosistem 

alami. Konversi lahan dari hutan ke fungsi lainnya menyebabkan degradasi lahan, 

yang pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas lahan di masa depan. Hal ini 

dapat memicu erosi tanah dan banjir di daerah tangkapan air yang kritis. Pertumbuhan 

pesat pembangunan, khususnya peningkatan areal perkerasan, juga berkontribusi 

pada percepatan kenaikan suhu permukaan bumi. Kenaikan suhu global hingga 1oC 

dapat menyebabkan kepunahan 30% spesies, serta meningkatkan suhu permukaan 

air laut hingga 270C yang berisiko memicu badai tropis. 

Salah satu kontributor signifikan terhadap perubahan iklim adalah emisi gas 

rumah kaca, yang sebagian besar dihasilkan oleh deforestasi. Pada tahun 1990, emisi 

gas rumah kaca akibat deforestasi mencapai 17%, memberikan kontribusi besar 

terhadap perubahan iklim secara global. Dengan demikian, pemahaman dan 

penanganan perubahan penutupan lahan menjadi krusial dalam menjaga 

keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
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Tabel 2.13 Luas Tipe Penutupan Lahan Tahun 1990, 2000, 2010, 2019 dan 2022 
 

Tipe Penutupan Lahan 
Tahun (ha) 

1990 2000 2010 2019 2022 

Hutan Lahan Kering Primer 934,540.17 352,832.39 350,281.80 343,685.72 322,009.70 

Hutan Lahan Kering Sekunder 44,765.80 553,990.15 480,137.84 458,246.93 486,745.35 

Hutan Mangrove Primer 3,016.11 37.67 37.67 - - 

Hutan Mangrove Sekunder 11,886.78 7,075.67 5,766.66 3,997.58 4,139.80 

Hutan Rawa Primer 3,171.93 - - - - 

Hutan Rawa Sekunder 9,945.61 2,226.62 591.71 - - 

Padang Rumput 5,086.79 4,044.17 32,958.50 22,371.75 23,515.34 

Perkebunan 26,694.06 50,243.39 61,676.32 200,276.30 207,693.37 

Permukiman 4,192.65 4,379.36 4,491.92 21,662.02 21,297.33 

Pertanian Lahan Kering 31,891.48 37,844.49 58,553.73 53,287.84 88,448.78 

Pertanian Lahan Kering Campur 
Semak 

382,634.49 404,433.57 405,609.11 345,044.92 298,278.93 

Sawah 31,227.06 39,287.06 63,136.42 37,508.12 46,377.45 

Semak Belukar 130,712.95 142,657.97 161,553.96 141,992.81 137,969.33 

Semak Belukar Rawa 2,126.36 3,917.17 2,455.08 474.79 288.40 

Tambak 9,740.14 11,806.39 16,798.70 19,654.22 19,903.59 

Tanah Terbuka 26,231.03 42,843.34 13,379.28 9,432.72 606.82 

Transmigrasi 3,383.12 3,611.17 3,743.85 3,621.90 3,046.64 

Tubuh Air 8,195.89 8,211.83 8,269.88 8,165.77 9,115.82 

Pertambangan - - - 19.04 5.79 

PROVINSI SULAWESI BARAT 
(ha) 

1,669,442.43 1,669,442.43 1,669,442.43 1,669,442.43 1,669,442.43 
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Gambar 2.15 Peta Penutupan Lahan 2022 
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2.1.1.10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

Selama periode RPJPD pertama (20 tahun terakhir), Provinsi Sulawesi Barat 

mencatat beberapa kemajuan, terutama pada aspek Pembangunan ekonomi. 

Setidaknya ada tiga sektor yang mendominasi struktur ekonomi Provinsi Sulawesi 

Barat yaitu pertanian dengan kontribusi di atas 40 persen, industri pengolahan di atas 

10 persen dan perdagangan juga rerata 10 persen. Pembangunan ekonomi Provinsi 

Sulawesi Barat adalah capaian positif, namun bukan berarti tanpa konsekuensi. Dalam 

berbagai literatur, pembangunan ekonomi seringkali berseberangan dengan 

pembangunan lingkungan karena sumber daya alam yang disediakan lingkungan 

menjadi bahan baku bagi aktivitas ekonomi. Semakin progresif pertumbuhan ekonomi 

sebuah daerah, maka potensi kerusakan lingkungannya juga akan semakin besar, 

begitupun sebaliknya. Itu sebabnya dalam beberapa dekade terakhir, isu 

keberlanjutan didorong sebagai isu global yang saat ini kita kenal dengan istilah tujuan 

Pembangunan berkelanjutan atau SDGS agar Pembangunan ekonomi tak 

menyebabkan bencana lingkungan di masa depan. 

Sama halnya dengan banyak daerah, Provinsi Sulawesi Barat juga mengalami 

persoalan lingkungan akibat semakin majunya Pembangunan daerah. Namun dilihat 

dari parameter kualitas lingkungan, Provinsi Sulawesi Barat masih relatif lebih baik 

dibandingkan banyak provinsi di Indonesia. Dalam 13 tahun terakhir, indeks kualitas 

lingkungan hidup (IKLH) Provinsi Sulawesi Barat cenderung naik, namun cukup 

fluktuatif di beberapa tahun. Sepanjang tahun 2011 sampai 2014, IKLH Provinsi 

Sulawesi Barat mengalami kenaikan. Sempat turun dari 67,62 tahun 2009 ke 62,89, 

tahun 2011 naik ke 67,85. Kenaikan tersebut berlanjut di tahun 2012 hingga mencapai 

angka 71,51, sebelum sedikit menurun di tahun 2013 ke 70,21 dan naik kembali di 

angka 72,29. Pada tahun 2013 dan 2014, IKLH Sulawesi Barat sudah berada di atas 

IKLH Nasional yang saat itu berada pada level 63,13 dan 63,42. Provinsi Tahun 2015 

dan 2016 menjadi periode penurunan IKLH Provinsi Sulawesi Barat, dimana angkanya 

anjlok masing-masing menjadi 68,78 dan 64,54, sementara di level Nasional polanya 

juga sama, IKLH Nasional turun di tahun 2016 dari 68,23 ke 65,73.  

Penurunan IKLH Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016 lebih tajam dibandingkan 

Nasional, sehingga menyebabkan IKLH Sulawesi Barat berada di bawah Nasional 

pada tahun tersebut. Provinsi Sulawesi Barat kembali mengalami pertumbuhan IKLH 
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di tahun 2017 dan 2018 masing-masing mencapai 74,47 dan 79,89. Angka tahun 2018 

sekaligus menjadi angka tertinggi yang pernah dicapai Provinsi Sulawesi Barat dalam 

13 tahun terakhir, karena setelah itu IKLH terkoreksi lebih rendah masing-masing 

72,03 tahun 2019, 73,61 tahun 2020, 75,41 tahun 2021, 76,77 pada tahun 2022 dan 

78,05 pada tahun 2023. Meski begitu, IKLH Provinsi Sulawesi Barat masih lebih tinggi 

Nasional yang juga menunjukkan kenaikan di empat tahun terakhir, hingga angkanya 

sampai di 72,42 tahun 2022. Pencapaian IKLH Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 

menempatkan kualitas lingkungan hidup pada kategori “baik”. 

 

Grafik 2.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dan 
Nasional Tahun 2009-2023 

 

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
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Sulawesi Barat terus menurun, dari 60,84, kemudian 58,63, ke 56, dan akhirnya anjlok 

ke angka paling rendah dalam 11 tahun terakhir yaitu 45,13. Angka tersebut termasuk 

dalam kategori “kurang”, hanya satu level di atas kategori “sangat kurang”. Sempat 

mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2017 dan 2018, hingga 

mencatatkan angka 62,82 dan 82,43, tapi memasuki tahun 2019, anjlok lagi ke 56,15. 
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masih termasuk dalam kategori “sedang” dan nampaknya butuh upaya serius 

pemerintah daerah untuk mendorong naik hingga bisa mencapai kategori “baik”.  

Rendahnya indeks kualitas air menunjukkan tingginya tingkat pencemaran air 

sungai di Provinsi Sulawesi Barat. Pencemaran air sungai disebabkan oleh dua hal 

yang dikemukakan dalam dokumen RPPLH Provinsi Sulawesi Barat yaitu Masuknya 

sampah plastik ke wilayah perairan dan pencemaran bahan organik (terutama dari 

pengolahan kelapa sawit) ke perairan. Pencemaran air akibat limbah kelapa sawit 

dibuktikan melalui studi Syamriati (2021) yang diuraikan dalam tesisnya berjudul 

Kajian Dampak Industri Limbah Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Perairan Sungai 

Budong-Budong Provinsi Sulawesi Barat. Ia menemukan bahwa status kualitas air 

Sungai Budong-Budong pada Outlet dan IPAL melebihi baku mutu air limbah industri 

kelapa sawit, sementara pada perairan sebelum dan sesudah perusahaan dan badan 

sungai dikategorikan tercemar ringan. Jenis sedimen perairan umumnya bertekstur 

Liat, sementara nilai Indeks Keanekaragaman cenderung tercemar berat menurut 

kriteria kualitas air berdasarkan keanekaragaman, sedangkan Keseragaman, 

Dominansi makrozoobenthos menunjukkan kondisi perairan tidak stabil, tertekan dan 

dominasi tinggi. Limbah cair industri minyak kelapa sawit mengandung bahan 

pencemar yang sangat tinggi yang mengakibatkan tingginya tingkat pencemaran yang 

ada di dalam air dimana Total Suspended Solid (TSS) terkecil pada pencampuran 

limbah effluent dengan air hulu yaitu 5473 mg/L. (Putra dan putra 2014). 

 
Grafik 2.4 Indeks Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas 

Udara Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2023 
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Tantangan lain untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Provinsi 

Sulawesi Barat adalah kualitas tutupan lahan. Data Indeks Tutupan Lahan (ITL) 

Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan setidaknya dalam kurun waktu 2010 

hingga 2023. Provinsi Sulawesi Barat sempat mengalami tren positif pada ITL pada 

kurun waktu 2010 hingga 2013. Selama periode itu ITL terus meningkat mulai dari 

85,69, naik ke 87,48, kemudian mencapai 89,71, dan akhirnya mencatat angka 

tertinggi selama lebih dari satu dekade terakhir sebesar 99,20. Dengan angka 

tersebut, ITL Provinsi Sulawesi Barat sudah masuk kategori paling tinggi yaitu “sangat 

baik”. Persoalannya kemudian, capaian tersebut tak bisa dipertahankan dalam jangka 

panjang, karena memasuki tahun 2014, angkanya terpuruk cukup signifikan ke level 

75,44. Sejak penurunan tersebut, ITL Provinsi Sulawesi Barat tak pernah lagi 

mencapai angka di atas 90, bahkan di tahun 2023 angkanya hanya 71,88 atau 

termasuk kategori “baik”. 

Salah satu penyebabnya adalah deforestasi kawasan hutan. Data Dinas 

Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat bahwa luas lahan kritis di Provinsi Sulawesi Barat 

sebesar 332.761,72 Ha dengan kerusakan hutan. Kerusakan ekosistem hutan 

memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kerusakan sumber-sumber air. 

Penyebabnya adalah tekanan penduduk maupun bencana alam dan pemanfaatan 

sumber daya alam secara berlebihan yang melampaui daya dukung lingkungan itu 

sendiri. Pembalakan hutan secara liar dan perambahan hutan untuk konversi menjadi 

lahan pertanian tidak saja mengakibatkan rusaknya habitat ekosistem namun juga 

mengakibatkan menurunnya biodiversitas yang berdampak pada menurunnya kualitas 

lingkungan, banjir dan kekeringan, dan perubahan iklim (Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi Sulawesi Barat). 

Satu-satunya komponen IKLH Provinsi Sulawesi Barat yang cukup stabil adalah 

Indeks Kualitas Udara (IKU). Dalam 11 tahun terakhir, IKU Provinsi Sulawesi Barat 

pernah mencapai angka tertinggi yaitu 92,23 tahun 2014. Walau setelah itu mengalami 

penurunan dua tahun berturut-turut ke angka 89,21 tahun 2015 dan 86,40 tahun 2016, 

tapi di tahun 2017 naik kembali ke 91,45. Lima tahun selanjutnya, IKU Provinsi 

Sulawesi Barat tetap mengalami perubahan (naik-turun) tapi angkanya relatif stabil, 

hingga di tahun 2023 mencatatkan angka 93,33. Angka itu menempatkan kualitas 

udara Provinsi Sulawesi Barat masuk dalam kategori “sangat baik”.  
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Kualitas udara Provinsi Sulawesi Barat yang masuk kategori sangat baik disebabkan 

karena berbagai faktor, salah satunya masih rendahnya kendaraan bermotor dan 

masih terbatasnya jumlah industri yang limbahnya mencemari udara. Di Satu sisi, 

meski mengalami degradasi, tapi Provinsi Sulawesi Barat masih memiliki tutupan 

lahan di kawasan hutan yang memadai untuk menyerap polusi udara, baik itu dari 

transportasi maupun aktivitas industri. 

2.1.1.11. Indeks Risiko Bencana 

Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah dengan kondisi alam yang kompleks 

sehingga menjadikan Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah yang berpotensi tinggi 

terhadap ancaman bencana, khususnya bencana alam. Jenis bencana dengan jumlah 

kejadian terbanyak dan dengan dampak terbesar adalah banjir, baik dampaknya 

terhadap keselamatan jiwa manusia, kerusakan bangunan permukiman dan 

kerusakan lahan. Gempa bumi juga menjadi ancaman serius di wilayah ini, seperti 

yang terjadi pada Tahun 2021 di mana gempa mengakibatkan tidak hanya kerusakan 

signifikan pada bangunan, namun juga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. 

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2023, Provinsi Sulawesi Barat 

memiliki indeks risiko 160.08 (tinggi) dan merupakan skor IRBI tertinggi secara 

Nasional. 

 

Grafik 2.5 Nilai indeks risiko Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2015-2023 
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Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) adalah alat yang digunakan untuk 

mengukur tingkat risiko bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Sulawesi Barat 

merupakan salah satu provinsi yang memiliki skor IRBI yang cukup tinggi. Pada Tahun 

2018 sampai Tahun 2020, skor IRBI Sulawesi Barat adalah 166,49 Poin, mengalami 

penurunan menjadi 164,85 Poin pada Tahun 2021. Pada 2023 skor IRBI Sulawesi 

Barat mengalami penurunan signifikan sebesar 5,15 poin menjadi 160,08 Poin. 

Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan dalam upaya mitigasi bencana di 

provinsi tersebut. IRBI mengukur risiko berdasarkan tiga komponen utama: Bahaya 

(Hazard), Kerentanan (Vulnerability), dan Kapasitas (Capacity). Penurunan skor ini 

bisa jadi hasil dari peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dan pengurangan 

kerentanan masyarakat terhadap bencana. 

Secara keseluruhan 6 Kabupaten di Sulawesi Barat memiliki skor IRBI yang 

tinggi, mencerminkan kerentanannya terhadap berbagai jenis bencana alam. Upaya 

mitigasi dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana sangat penting untuk 

mengurangi risiko dan dampak bencana di wilayah Sulawesi Barat. 

 

Grafik 2.6 Nilai indeks risiko Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Buku IRBI Tahun 2023 

 

Berdasarkan Grafik diatas bahwa Kabupaten Majene memiliki skor IRBI 

tertinggi, yaitu 186,83 poin dan masuk dalam kategori risiko tinggi. Majene rentan 

terhadap gempa bumi dan tsunami. Kabupaten Pasangkayu memiliki skor IRBI 

sebesar 176,80 poin juga dalam kategori risiko tinggi. Pasangkayu rentan terhadap 

186.83
176.8

161.71 159.33
139.87 135.93

Majene Pasangkayu Mamuju Mamuju Tengah Mamasa Polewali Mandar

IRBI 2023



 

 
 
 

66  

banjir dan gempa bumi.  Kabupaten Mamuju memiliki skor IRBI sebesar 161,71 poin 

masuk dalam kategori risiko tinggi. Mamuju sering mengalami gempa bumi. 

Kabupaten Mamuju Tengah memiliki skor IRBI sebesar 159,33 poin juga dalam 

kategori risiko tinggi. Wilayah ini rentan terhadap banjir dan gempa bumi. Kabupaten 

Mamasa memiliki skor IRBI sebesar 139,87 poin masuk dalam kategori risiko sedang. 

Tanah longsor menjadi perhatian utama di wilayah ini. Kabupaten Polewali 

Mandar memiliki skor IRBI sebesar 135,93, juga dalam kategori risiko sedang. Banjir 

dan tanah longsor mempengaruhi skor IRBI di Polewali Mandar.  

 

Tabel 2.14 Nilai indeks risiko Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2023 

Kabupaten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Kelas 
Risiko 
2023 

Majene 221.20 221.20 221.20 216.08 216.08 216.08 217.62 208.30 186.83 Tinggi 

Pasangkayu 176.80 176.80 176.80 176.80 176.80 176.80 176.80 176.80 176.80 Tinggi 

Mamuju Tengah       161.71 161.71 159.33 Tinggi 

Mamuju 200.40 137.03 136.13 145.13 145.13 145.13 145.13 161.71 161.71 Tinggi 

Mamasa 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 147.02 147.02 139.87 Sedang 

Polewali Mandar  202.00 148.20 141.48 140.81 140.81 140.81 140.81 135.81 135.93 Sedang 

Sumber: Buku IRBI Tahun 2023
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Tabel 2.15 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 

Kabupaten 
Gempa 
Bumi 

Tsunam
i 

Gempa Bumi dan 
Tsunami 

Letusan 
Gunung Api 

Tanah 
Longsor 

Banji
r 

Kekeringa
n 

Kebakaran Hutan 
dan Lahan 

Cuaca 
Ekstrem 

Gelombang 
Pasang 

Majene – – – – – 1 – – 2 – 

Polewali Mandar – – – – 1 4 – – 12 – 

Mamasa – – – – 16 1 – – 1 – 

Mamuju – – – – - 2 – – - – 

Pasangkayu – – – – - 1 – – 3 – 

Mamuju Tengah – – – – - 5 1 – 2 – 

Sulawesi Barat – – – – 17 14 1 – 20 – 

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024 

 

Tabel 2.16 Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kabupaten dan Kejadian Bencana Alam di Provinsi Sulawesi 
Barat Tahun 2023 (Jiwa) 

Kabupaten 

Gempa Bumi Tanah Longsor Banjir Cuaca Ekstrem 

Meningg
al dan 
Hilang 

Luka-
Luka 

Menderita 
dan 

Mengung
si 

Meningg
al dan 
Hilang 

Luka-
Luka 

Menderita 
dan 

Mengung
si 

Meningga
l dan 

Hilang 

Luka-
Luka 

Menderita 
dan 

Mengung
si 

Meningga
l dan 

Hilang 

Luka-
Luka 

Menderita 
dan 

Mengung
si 

Majene  - - - - - - - - - - - - 

Polewali 
Mandar  

- - - - - - 3 - - - - 
4 

Mamasa  - - - 2 1 239 - - - - - - 

Mamuju  - - - - 3 - - - - - - - 

Pasangkayu  - - - - - - - - - - - - 

Mamuju Tengah  - - - - - 5 - - - - - - 

Sulawesi Barat - - - 2 4 244 3 - - - - 4 

Sumber: Badan Penanganan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat
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Berdasarkan pengalaman kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Barat, 

pemerintah provinsi memetakan wilayah rawan bencana dalam RTRW, yaitu; 

1. Rawan Gempa di Kabupaten Mamuju (Kecamatan Tapalang, Kecamatan 

Mamuju, Kecamatan Kalukku, kecamatan Singkep, Kecamatan Bonehau, 

Kecamatan Belang-Belang, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Sampaga);di 

Kabupaten Mamuju Tengah (Kecamatan Pangale, dan Budong-Budong); 

Kabupaten Polewali Mandar (Kecamatan-Kecamatan Tutallu, Wonomulyo); 

Kabupaten Pasangkayu (Bambalamotu, Bambaira, Pasangkayu, Baras, 

Sarudu), Kabupaten Mamuju (Mamuju, Simboro Kepulauan, Tapalang Barat, 

Sampaga, dan Papalang); Kabupaten Mamuju Tengah (Budong-Budong, 

Topoyo dan Karossa), Majene (Malunda, Sendana, Pamboang, Banggae) dan 

Polewali Mandar(Tinambung, Campalagian, Limboro,Balanipa, Luyo, Mapilli, 

Wonomulyo, Anreapi dan Polewali). 

2. Tsunami di Kabupaten Pasangkayu (Bambaira, Bambaloka, Pasangkayu, 

Sarudu, Lariang, Tikke), Mamuju Tengah (Karossa, Topoyo, Budong-Budong); 

Mamuju (Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Bala Balakang, Simkep, 

Tapalang Barat dan Tapalang), Majene (Malunda, Sendana, Banggae, 

Pamboang) dan Polewali Mandar (Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, 

Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang). 

3. Rawan Longsor di Kabupaten Mamuju (Kalumpang, Bonehau, Kalukku, Simkep, 

Tapalang Barat), Majene (Ulumanda, Malunda, Tubo, Tammerodo, Pamboang, 

Banggae), Mamasa (seluruh kecamatan) dan Polewali Mandar (Tutar, 

Matangnga, Limboro, Allu, Luyo, Anreapi dan Bulo). 

4. Rawan Banjir di Kabupaten Pasangkayu (Sarjo, Bambalamotu, Pasangkayu, 

Lariang, Tikke dan Sarudu), Kabupaten Mamuju (Mamuju, Kalukku, Sampaga, 

Papalang); Mamuju Tengah (Topoyo dan Budong- Budong, dan Karossa), 

Majene (Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana dan Malunda) dan 

Polewali Mandar (Allu, Limboro, Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, 

Wonomulyo, Matakali, Binuang dan Polewali).  

5. Rawan Abrasi di Kabupaten Pasangkayu (Bambaira, Bambaloka, Pasangkayu, 

Sarudu, Lariang, Tikke), Mamuju Tengah (Karossa, Topoyo, Budong-Budong); 

Mamuju (Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Bala-Balakang, Simkep, 



 

 
 

69 
 

Tapalang Barat dan Tapalang), Majene (Malunda, Sendana, Banggae, 

Pamboang) dan Polewali Mandar (Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, 

Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang). 

6. Kawasan rawan tenggelamnya pantai dan pulau-pulau kecil akibat penurunan 

permukaan tanah aluvial pantai dan kenaikan permukaan air laut di seluruh 

pantai Provinsi Sulawesi Barat, di kepulauan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju 

dan pulau Lere-Lerekang di Kabupaten Majene 

Mitigasi bencana jangka panjang terdiri dari kegiatan perencanaan untuk jangka 

sepuluh Tahun (Tahun 2014–2024) atau dua puluh Tahun mendatang (Tahun 2014–

2034). Untuk mitigasi bencana jangka panjang, alternatif kegiatan yang dominan 

(misalnya) berupa: 

1. Pengembangan program konservasi dan pengendalian banjir;  

2. Pengembangan program penataan kawasan (sistem lahan dan sistem alur);  

3. Pengembangan program operasi dan pemeliharaan jaringan drainase makro dan 

mikro termasuk instrumentasi early warning sistem, serta pemberdayaan 

sumberdaya manusia.  

Kawasan yang diidentifikasi berpotensi rawan bencana di Provinsi Sulawesi 

Barat berupa gerakan tanah terutama pada Daerah Tobadak, Budong-

Budong,Tommo, Kalumpang, Bonehau, Mamasa, Sumarorong dan Polewali,  berupa  

Longsor bahan rombakan terutama pada Daerah Malunda, dan Batu Takuk, potensi 

tsunami terutama pada Daerah Campalagian, Sabang Subbik, Topoyo, Karossa dan 

Sarudu, potensi pusat gempa terutama pada Daerah Tutallu, Sumarorong, Mambi dan 

Wonomulyo, potensi pusat longsor bongkah terutama pada daerah Tutallu, Malunda 

dan Mambi, dan potensi wilayah kegempaan terutama pada daerah Mamasa, Mambi, 

Tappalang, Mamuju, Kalukku, Singkep, Bonehau, Belang-Belang, Papalang, 

Sampaga, Pangale dan Budong-Budong. Potensi frekuensi banjir tinggi terutama pada 

DAS Budong-Budong (Daerah Topoyo sampai mempengaruhi jalan arteri primer), 

DAS Karama, wilayah hulu DAS Mamasa, DAS Mapilli dan wilayah hulu DAS 

Saddang.  

Curah hujan yang tinggi di Provinsi Sulawesi Barat, topografi bergunung cukup 

dominan, tanah yang cukup labil dan besarnya harapan penduduk pada pemanfaatan 

sumberdaya lahan yang ada, kawasan tertentu di Provinsi Sulawesi Barat tergolong 
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rentan terhadap longsor. potensi kekritisan, erosi dan longsor di Provinsi Sulawesi 

Barat dirinci berdasarkan DAS. Hampir di semua DAS ditemukan kawasan rawan 

longsor yang luas. Karena itu, sangat penting untuk membangun sistem peringatan 

dini, prasarana pengamanan dan evakuasi, serta prosedur pengamanan di daerah-

daerah yang dikategorikan rawan bencana longsor. 

Langkah pencegahan yang paling mendasar adalah mempertahankan semua 

kawasan yang dikategorikan sebagai rawan longsor untuk tidak dijadikan lahan 

budidaya, permukiman dan budidaya pertanian, untuk menghindari meluasnya 

kawasan rawan lebih lanjut. Untuk itu, perlu merujuk pada peta potensi rawan 

bencana. Kawasan yang terutama penting untuk mendapatkan perhatian adalah yang 

tergolong potensi longsornya tinggi, yaitu sebagian besar wilayah di Kabupaten 

Mamasa, sebagian wilayah Kecamatan Mamuju dan Kalukku, serta di sejumlah lokasi 

di Kecamatan Kalumpang dan Bonehau dalam wilayah DAS Karama. Kabupaten 

Polewali Mandar dan Majene juga memiliki wilayah yang tingkat kerawanan 

longsornya cukup tinggi dengan sebaran yang luas. 
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Gambar 2.16 Peta Rawan Bencana di Provinsi Sulawesi Barat 

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034 
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2.1.1.12. Indeks Ketahanan Daerah 

Kebijakan BNPB untuk metodologi penilaian kapasitas penanggulangan 

bencana sejak Tahun 2016 adalah pelaksanaan survei penilaian Indeks Ketahanan 

Daerah (IKD). IKD terdiri dari 7 fokus prioritas dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 

71 indikator pencapaian. Fokus prioritas dalam IKD merupakan analisis terhadap 

kapasitas penanggulangan bencana daerah yang; terdiri dari: 1) Perkuatan kebijakan 

dan kelembagaan, 2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, 3) Pengembangan 

sistem informasi, diklat dan logistik, 4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana, 

5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, 6) Perkuatan 

kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan 7) Pengembangan sistem 

pemulihan bencana. Dari pencapaian 71 indikator tersebut, dengan menggunakan alat 

bantu analisis yang telah disediakan, diperoleh nilai indeks dan tingkat ketahanan 

daerah. 

 

Tabel 2.17 Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 

No Prioritas 
Indeks 

Prioritas 
Indeks Ketahanan 

Daerah 
Tingkat Kapasitas 

Daerah 

1 
Perkuatan Kebijakan dan 
Kelembagaan 

0,2 

0,2 Rendah 

2 
Pengkajian Risiko dan 
Perencanaan Terpadu 

0,2 

3 
Pengembangan Sistem 
Informasi, Diklat dan Logistik 

0,2 

4 
Penanganan Tematik Kawasan 
Rawan Bencana 

0,2 

5 
Peningkatan Efektivitas 
Pencegahan dan Mitigasi 
Bencana 

0,2 

6 
Perkuatan Kesiapsiagaan dan 
Penanganan Darurat Bencana 

0,2 

7 
Pengembangan Sistem 
Pemulihan Bencana 

0,2 

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sulawesi Barat 2022 - 2026 

 

Tabel di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan ketahanan daerah 

Provinsi Sulawesi Barat dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks 

ketahanan daerah 0,20 dan nilai ini menunjukkan tingkat kapasitas daerah Rendah. 

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih perlu 

meningkatkan komitmen, kebijakan pengurangan risiko bencana, serta kuantitas dan 



 

 
 

73 
 

kualitas kegiatan penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak negatif dari 

bencana.  

2.1.1.13. Indeks Ketahanan Pangan 

Berdasarkan Hasil perhitungan indeks ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi 

Barat 5 tahun terakhir, didapatkan rata rata pencapaian nilai Wilayah yang masuk ke 

dalam kelompok tahan dan sangat tahan dimana pada pada tahun 2019 sebagai awal 

perhitungan, memperoleh nilai sebesar 60,37 dengan kualifikasi kelompok 4 (>57,11-

65,96) dan masuk dalam wilayah yang memiliki ketahanan pangan agak tahan, 

sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan poin 76,36 dengan 

pencapaian paling tinggi selama lima tahun terakhir, dan masuk dalam kualifikasi 

kelompok 6 (>74,40) yang merupakan provinsi dengan memiliki ketahanan pangan 

paling baik atau sangat tahan. Hasil perhitungan dari tahun 2021 hingga 2023 

menunjukkan penurunan nilai setiap tahunnya, namun tetap berada dalam kategori 6 

(Sangat Tahan) dan kategori 5 (Tahan). Pada tahun 2021, nilai tercatat sebesar 75,49; 

pada tahun 2022 sebesar 74,04; dan pada tahun 2023 sebesar 73,03. Meskipun terjadi 

penurunan, provinsi ini tetap termasuk dalam kategori 5 (Tahan) dan menunjukkan 

ketahanan pangan yang baik. 

 

Grafik 2.7 Nilai indeks Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 
2019-2023 

Sumber: Badan Pangan Nasional 
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2.1.1.14. Indeks Bauran Energi 

Indeks Bauran Energi adalah indikator yang menggambarkan proporsi penggunaan 

berbagai sumber energi dalam total konsumsi energi suatu negara atau wilayah. 

Bauran energi mengacu pada kombinasi dari berbagai jenis energi yang digunakan, 

termasuk energi fosil (seperti minyak, batu bara, dan gas), energi terbarukan (seperti 

tenaga surya, angin, air, dan biomassa), dan energi nuklir. Tujuan dari Indeks Bauran 

Energi adalah untuk menilai seberapa beragam dan berkelanjutan sumber energi yang 

digunakan dalam suatu wilayah, serta untuk membantu mendorong transisi menuju 

penggunaan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Bauran energi yang ideal 

adalah bauran yang berkelanjutan, dengan mengurangi ketergantungan pada sumber 

energi fosil yang tidak terbarukan dan memiliki dampak lingkungan yang tinggi. 

 

Grafik 2.8 Bauran Energi di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2019-2023 

 

 

Berdasarkan perhitungan terhadap bauran energi Provinsi Sulawesi Barat total 

konsumsi energi di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 sebesar 3041856.34 

BOE,turun 6,22 persen dari tahun sebelumnya, dimana Bahan Bakar Minyak menjadi 

konsumsi terbesar yaitu 45.93 persen atau 1397020.11BOE, selanjutnya terbesar 

kedua adalah batubara untuk Provinsi Sulawesi Barat konsumsi Batu Bara sebanyak 

956461.92 BOE atau 31.44 persen, batubara ini digunakan sebagai energi Perimer 

PLTU Mamuju dengan kapasitas 2x25 MW, sedangkan untuk Energi Baru Terbarukan 

(EBT) capaian porsi EBT pada bauran energi Sulawesi Barat adalah 22.63 persen 

dengan energi total 688374.31 BOE meningkat 0.95 persen dibanding capaian tahun 

633638.01 635496.81 624241.71 703262.48 688374.32

1391574.39
1253784.27 1268579.19

1685263.75

1397020.11

0 0 0 0 0

1000640.51
1172113.36

785585.77 855198.05 956461.92

2019 2020 2021 2022 2023

Bauran Energi Sulawesi Barat

EBT Minyak Bumi Gas Bumi Batubara



 

 
 

75 
 

2022 sebesar 21.68 persen meskipun demikian masih ada harapan meningkatkan 

porsi bauran dengan selesainya beberapa pembangunan PLTS terpusat dan 

Pembangunan PLTMH sandapan kabupaten Mamuju sedang dalam proses 

pembangunan, walaupun sulit mencapai target 45.89 persen pada tahun 2025 

dikarenakan beberapa proyek dalam perencanaan pembangunan pembangkit PLN 

yang rencana COD antara tahun 2023-2025 tidak lagi tertuang dalam RUPTL PLN 

terbaru. 

 

2.1.1.15. Indeks Ketahanan Air 

Daya dukung penyediaan air (water supply capacity) adalah kemampuan 

sistem atau infrastruktur air untuk memasok air bersih yang cukup dan berkualitas 

kepada populasi yang membutuhkannya. Kemampuan ini sangat penting untuk 

memastikan ketersediaan air yang memadai untuk keperluan rumah tangga, 

komersial, industri, pertanian, dan lainnya dalam suatu wilayah. 

Perhitungan status daya dukung penyediaan air dilakukan dengan 

membandingkan hasil perhitungan ketersediaan air dan kebutuhan air di Provinsi 

Sulawesi Barat. Perhitungan ketersediaan air dilakukan dengan mengidentifikasi 

potensi air yang didasarkan pada data potensi wilayah Sungai. Nilai potensi tersebut 

kemudian digabung dengan sistem grid dan indeks jasa lingkungan penyediaan air 

untuk air setiap grid. Pendekatan Grid ini merupakan langkah awal untuk 

mengidentifikasi sejauh mana wilayah tersebut dapat memenuhi kebutuhan air bagi 

penduduk dan keperluan lahan. Selanjutnya, data distribusi penduduk di Provinsi 

Sulawesi Barat digunakan sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan air penduduk. 

Dalam perhitungan ini, digunakan standar nilai kebutuhan air sebesar 800 

m3/tahun/kapita, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 

Tahun 2009. Hasil dari perhitungan ini akan menciptakan peta kebutuhan air di 

Provinsi Sulawesi Barat, yang memberikan informasi tentang seberapa besar 

kebutuhan air penduduk di berbagai wilayah. 

Selain itu, perhitungan juga mencakup kebutuhan air untuk lahan. Dengan 

demikian, informasi yang diperoleh bukan hanya mengenai kebutuhan air manusia, 

tetapi juga kebutuhan air untuk keperluan pertanian, industri, dan sektor lainnya. Ini 
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membantu pemerintah dan pengambil kebijakan untuk merencanakan alokasi air yang 

efisien dan berkelanjutan. 

Analisis ini, juga dilakukan perhitungan terkait status daya dukung daya 

tampung wilayah. Ini berguna untuk mengetahui batas maksimal populasi penduduk 

yang dapat didukung oleh sumber daya air alamiah yang ada di wilayah Provinsi 

Sulawesi Barat. Informasi ini menjadi dasar untuk merencanakan pengembangan 

wilayah yang berkelanjutan dan memastikan bahwa ketersediaan air terjaga sesuai 

dengan karakteristik geografis dan lingkungan Provinsi Sulawesi Barat.
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Tabel 2.18 Jumlah Kebutuhan Air Provinsi Sulawesi Barat 
 

KABUPATEN 

Penduduk Tahun (Jiwa)  
KETERSEDIAAN 
m3/tahun/kapita 

Kebutuhan m3/tahun/kapita 
Kebutuhan-Ketersediaan 

m3/tahun/kapita 
Ambang Batas m3/tahun/kapita 

2022 2045 2022 2045 2022 2045 
AMBANG 

BATAS 
2022 2045 

Majene 
177,387.00 254,386.00 779,824,583.19 387,775,644.56 449,374,844.56 392,048,938.63 330,449,738.63 667,424.00 490,037.00 413,038.00 

Mamasa 
166,444.00 238,828.00 2,175,502,705.63 987,279,125.95 1,045,186,325.95 1,188,223,579.67 1,130,316,379.67 1,651,509.00 1,485,065.00 1,412,681.00 

Mamuju 
285,496.00 409,720.00 3,954,322,266.34 1,091,319,614.15 1,190,698,814.15 2,863,002,652.19 2,763,623,452.19 3,863,830.00 3,578,334.00 3,454,110.00 

Mamuju 
Tengah 

139,950.00 200,761.00 2,558,738,009.70 840,362,427.40 889,011,227.40 1,718,375,582.31 1,669,726,782.31 2,288,146.00 2,148,196.00 2,087,385.00 

Pasangkayu 
198,574.00 284,586.00 2,730,431,080.44 1,242,385,842.87 1,311,195,442.87 1,488,045,237.57 1,419,235,637.57 2,059,032.00 1,860,458.00 1,774,446.00 

Polewali 
Mandar 

490,400.00 703,309.00 2,011,118,652.15 1,398,016,915.90 1,568,344,115.90 613,101,736.26 442,774,536.26 1,256,566.00 766,166.00 553,257.00 

SULAWESI 
BARAT 

1,458,251.00 2,091,590.00 14,209,937,297.45 5,947,139,570.83 6,453,810,770.83 8,262,797,726.62 7,756,126,526.62 11,786,507.00 10,328,256.00 9,694,917.00 
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2.1.2. Aspek Demografi  

2.1.2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk 

Provinsi Sulawesi Barat termasuk salah satu daerah yang memasuki fase bonus 

demografi, sebuah peluang besar untuk mendorong pembangunan daerah karena 

sumber daya manusia didominasi oleh penduduk usia produktif. Bonus demografi 

Provinsi Sulawesi Barat terjadi karena keberhasilan pemerintah dan pemerintah 

daerah mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang. Selama 

periode RPJPD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005-2025, pertumbuhan penduduk 

stabil pada rentang 1-2 persen berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Barat 

(catatan: data penduduk BPS adalah hasil estimasi). Fluktuasi yang cukup tajam 

hanya terjadi di tahun 2005 hingga 2010, saat itu pertumbuhan penduduk diproyeksi 

turun 0,42 persen dan 2,42 persen, setelah itu naik signifikan menjadi 6,56 persen 

pada tahun 2008 dan mencapai 10,87 persen pada tahun 2010. Angka tahun 2010 

merupakan angka hasil sensus penduduk, dimana BPS mencatat jumlah penduduk 

Provinsi Sulawesi Barat saat itu mencapai 1.161.650 jiwa. Setelah sensus penduduk 

2010, BPS kembali memproyeksi jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang terus 

bertambah, tapi dengan tren pertumbuhan relatif konstan di atas 1 persen. Saat 

sensus penduduk dilakukan lagi tahun 2020, BPS mencatat populasi Provinsi 

Sulawesi Barat mencapai 1.419.230 jiwa, bertambah 22,17 persen dibandingkan 

dengan populasi saat sensus penduduk tahun 2010. 

 

Grafik 2.9 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Tahun 
2005-2023 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 
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Setelah sensus penduduk 2020, BPS melakukan sensus long form. Pendataan 

Long Form SP2020 dilakukan untuk mendapatkan parameter demografi yang akurat 

dimana pendataannya dilaksanakan dengan mengumpulkan data-data yang lebih 

lengkap tidak hanya terkait parameter demografi, tetapi juga terkait pendidikan, 

disabilitas, maupun perumahan. Hasil sensus long form tersebut mengidentifikasi 

jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 1.458.610 jiwa, lebih tinggi 39.380  

jiwa dibandingkan hasil sensus penduduk 2020.  

Pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Barat tak lepas dari dinamika 

penduduk kabupaten. Perubahan penduduk kabupaten terlihat jika membandingkan 

antara hasil sensus penduduk tahun 2010 dan sensus 2020. Perbandingan tersebut 

menunjukkan hampir semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat mengalami 

pertumbuhan penduduk positif, satu-satunya daerah yang mengalami penurunan 

penduduk adalah Kabupaten Mamuju. Kabupaten Mamuju berkurang jumlah 

penduduknya dari 336.973 jiwa pada sensus penduduk tahun 2010 menjadi 285.616 

jiwa di sensus penduduk tahun 2020. Kabupaten Pasangkayu menjadi daerah dengan 

pertumbuhan penduduk paling tinggi yaitu 47,81 persen, kemudian Kabupaten 

Polewali Mandar 23,82 persen. Kabupaten Mamasa dan Majene masing-masing 

tumbuh 18,84 persen dan 17,39 persen, sementara Mamuju Tengah saat sensus 

penduduk tahun 2010 dilakukan masih bergabung dengan Kabupaten Mamuju. 

Perubahan jumlah penduduk kabupaten membuat Penduduk Provinsi Sulawesi Barat 

naik 25,89 persen, dari sensus 2010 sebanyak 1.158.651 jiwa menjadi 1.458.606 jiwa 

saat sensus penduduk tahun 2020. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Polewali 

Mandar relatif tinggi dibandingkan kabupaten lain, sekaligus menempatkannya 

sebagai daerah dengan penduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Barat, disusul 

dengan Kabupaten Mamuju, Pasangkayu, Majene, Mamasa, dan Mamuju Tengah. 
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Grafik 2.10 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten di Sulawesi 
Barat Antara Sensus Penduduk 2010 dan Sensus Penduduk 2020 Tahun 
2023 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 

 

2.1.2.2. Komposisi Penduduk 

Komposisi penduduk Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan jenis kelamin lebih 

didominasi oleh penduduk laki-laki. Data BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat pada 

tahun 2022 proporsi penduduk laki-laki mencapai 50,71 persen atau setara dengan 

739.649 jiwa, sementara penduduk perempuan mencapai 49,29 persen atau 718.957 

jiwa. Angka tersebut membuat rasio jenis kelamin mencapai 102,88, menunjukkan 

terdapat 102 jiwa penduduk laki-laki per 100 penduduk Perempuan. Struktur penduduk 

semacam ini sejalan dengan struktur penduduk Indonesia yang menurut BPS rasionya 

mengalami kenaikan setiap tahun. Menurut BPS jumlah penduduk berjenis kelamin 

laki-laki adalah sebesar 136,66 juta jiwa atau 50,58 persen dan penduduk perempuan 

sebesar 133,54 juta jiwa atau 49,42 persen. Jika dibandingkan dengan sensus-sensus 

penduduk sebelumnya, rasio jenis kelamin penduduk Indonesia cenderung meningkat 

dari waktu ke waktu. Bagi Nasional, rasio penduduk di atas 100 merupakan fenomena 

pergeseran demografi karena pada sensus tahun 2010, angka rasio penduduk di 

bawah 100, menunjukkan penduduk Perempuan lebih dominan. Tapi bagi Provinsi 

Sulawesi Barat, angka tersebut sama kondisinya dengan sensus 2010, dimana saat 

itu rasio jenis kelamin mencapai 100,76 karena proporsi penduduk laki-laki 50,19 

persen, sedangkan perempuan 49,81 persen. 
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Grafik 2.11 Proporsi Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Jenis Kelamin 
Tahun 2023 (%) 

  

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat  

 

Meski tak banyak berubah komposisi penduduk perempuan dan laki-laki, namun 

yang menarik dicermati oleh pemerintah daerah adalah penduduk berdasarkan usia 

karena dari komposisi inilah Provinsi Sulawesi Barat diklaim memasuki fase bonus 

demografi. Bonus demografi adalah situasi demografis yang menunjukkan proporsi 

penduduk usia produktif lebih dominan dibandingkan usia yang belum dan tidak 

produktif. Usia produktif adalah penduduk berusia 15-64 tahun, usia belum produktif 

0-14 tahun, dan usia tidak produktif 65 tahun ke atas. Besaran proporsi penduduk usia 

produktif dapat dilihat pada Gambar piramida penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang 

angkanya lebih besar di bagian tengah Gambar, sementara di bagian paling bawah 

dan paling puncak piramida jumlahnya relatif rendah. Semua akademisi dan peneliti 

sepakat bahwa negara/daerah yang memasuki fase bonus demografi berpotensi 

mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat karena mereka memiliki surplus faktor 

produksi tenaga kerja. 

Tahun 2023, jumlah penduduk berusia belum produktif mencapai 409.475 jiwa, 

yang terdiri dari 210.138 jiwa penduduk laki-laki dan 203.982 jiwa penduduk 

Perempuan. Berdasarkan kelompok umur, jumlah populasi berusia 0-4 tahun lebih 

banyak yaitu 143.947 jiwa, penduduk berusia 5-9 tahun mencapai 135.249 jiwa, dan 

penduduk 10-14 tahun sebanyak 134.924 jiwa. Jika diproporsikan dengan total 

penduduk Provinsi Sulawesi Barat, maka penduduk usia belum produktif 27,96 persen 

dari total populasi.  

Jumlah penduduk usia tidak produktif lebih rendah dari penduduk berusia belum 

produktif. Total penduduk usia tidak produktif Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 
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76.490 jiwa, 32.416 jiwa berusia 65-69 tahun, 21.984 jiwa berada pada rentan usia 70-

74 tahun, dan 22.090 jiwa termasuk dalam kategori usia 75 tahun ke atas. Jika di 

kelompok usia belum produktif, proporsi penduduk laki-laki lebih banyak, di kelompok 

usia tidak produktif didominasi oleh penduduk perempuan, angkanya 5,16 persen dari 

total penduduk tidak produktif. 

 

Grafik 2.12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur 
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (Jiwa) 

 
 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 

 

Penduduk usia produktif Provinsi Sulawesi Barat mencapai 857.631 jiwa atau 

setara dengan 57,90 persen dari total populasi Provinsi Sulawesi Barat. Penduduk 

usia produksi Provinsi Sulawesi Barat didominasi oleh penduduk berusia 15-19 tahun 

dan 20-24 tahun, semakin bertambah usianya, semakin kecil jumlah populasinya. 

Komponen penduduk usia produktif yang lebih banyak pada usia sangat muda 

menunjukkan bahwa bonus demografi Provinsi Sulawesi Barat masih akan 

berlangsung dalam jangka waktu cukup lama. Jumlah penduduk usia produktif yang 

lebih dominan dibandingkan usia belum dan tidak produktif berpeluang mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah salah satunya disebabkan karena angka beban 

tanggungan yang relatif rendah.   

Upaya memaksimalkan pemanfaatan Bonus Demografi juga sangat terkait 

dengan konsep Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) yang dapat dicapai ketika Total 

Fertility Rate (TFR) mencapai 2,1 dan Net Reproduction Rate (NRR) sebesar 1. Dalam 

hal ini diharapkan Provinsi Sulawesi Barat dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk 
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yang ideal agar kuantitas penduduk terkendali sejalan dengan daya dukung dan daya 

tampung lingkungan. Penduduk Tumbuh Seimbang merupakan salah satu prasyarat 

untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia secara umum. 

Keseimbangan antara kuantitas (jumlah penduduk) dan peningkatan kualitasnya 

merupakan faktor pendukung utama dalam mendorong keberhasilan Pembangunan. 

Angka beban tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara 

penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan usia 

produktif (antara 15 sampai 64 tahun). Angka ini menjadi parameter penting untuk 

mengukur seberapa besar beban penduduk usia produktif dalam menanggung 

kehidupan penduduk usia belum dan tidak produktif. Tahun 2018, Provinsi Sulawesi 

Barat mencatat angka beban tanggungan yang cukup tinggi mencapai 54,41 persen, 

menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 54 

orang penduduk usia belum dan tidak produktif. Seiring dengan peningkatan jumlah 

penduduk usia produktif, angka beban tanggungan turun ke 54,14 persen tahun 2019, 

kemudian jadi 50,78 persen tahun 2020. Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023, beban 

tanggungan penduduk usia produktif turun ke 50,12 persen, 49,50 persen dan 49,53 

persen. 

 

Grafik 2.13 Angka Beban Tanggungan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2023 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 
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Rasio ketergantungan yang rendah diinginkan oleh semua negara/daerah karena 

itu menunjukkan bahwa ada proporsional lebih banyak orang dewasa usia kerja yang 

dapat mendukung penduduk yang belum atau tak lagi bekerja (pensiun). Hal ini pada 

gilirannya menguntungkan sistem perawatan kesehatan dan program pensiun negara-

negara dengan beban ketergantungan rendah. Selain itu, beban tanggungan juga 

berbanding terbalik dengan produktivitas penduduk usia kerja, semakin rendah beban 

tanggungan maka semakin tinggi produktivitas.   

Pemerintah daerah harus memanfaatkan dengan baik bonus demografi sebelum 

periodenya selesai. Pemerintah memprediksi bonus demografi akan berakhir di tahun 

2030-2040. Keberhasilan memanfaatkan bonus demografi ibarat tabungan bagi 

Provinsi Sulawesi Barat untuk menghadapi fase demografis selanjutnya yaitu fase 

populasi tua (aging population). Jika Provinsi Sulawesi Barat berhasil memanfaatkan 

bonus demografi dan secara individu penduduk usia produktif juga dapat 

memanfaatkan periode usia produktifnya untuk bekerja dan memiliki investasi, maka 

Provinsi Sulawesi Barat dapat meminimalisir dampak negatif dari populasi yang 

menua. Tapi, jika bonus demografi berlalu tanpa berhasil mengambil manfaat, maka 

Provinsi Sulawesi Barat akan berhadapan dengan konsekuensi yang jauh lebih berat 

dimasa depan. 

 

2.1.2.3. Rasio Penduduk 

Rasio jenis kelamin penduduk di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan fluktuasi 

yang menarik dalam kurun waktu 2017 hingga 2023. Rasio jenis kelamin ini 

menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 

dalam setiap wilayah di Sulawesi Barat. Secara keseluruhan, provinsi ini mengalami 

sedikit fluktuasi dengan kecenderungan yang relatif stabil di sekitar angka 100. Pada 

tahun 2017, rasio jenis kelamin Provinsi Sulawesi Barat tercatat sebesar 100,7, yang 

berarti jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Angka 

ini terus mengalami kenaikan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2020, dengan 

rasio jenis kelamin sebesar 103.0, menunjukkan kecenderungan jumlah penduduk 

laki-laki yang lebih dominan. 
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Grafik 2.14 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-
2023 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 

 

Setelah itu, rasio jenis kelamin Sulawesi Barat sedikit menurun, dengan angka 

102,9 pada tahun 2022, dan sedikit lagi menjadi 102,8 pada tahun 2023. Meskipun 

demikian, proporsi penduduk laki-laki masih tetap sedikit lebih tinggi daripada 

penduduk perempuan dalam periode tersebut. 

 

Tabel 2.19 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Menurut 
Kabupaten Tahun 2017-2023 

Kabupaten 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Majene 95.6 96.1 95.8 99.6 99.5 99.4 99.9 

Polewali Mandar 96.3 96.3 96.7 99.2 99.1 99 99.3 

Mamasa 102.3 102.7 102.3 105.6 105.5 105.5 106.2 

Mamuju 103.5 103.2 103.2 105.5 105.4 105.3 104.7 

Pasangkayu 107.8 107.5 107.2 107.8 107.7 107.6 106.7 

Mamuju Tengah 106.6 106.3 106.1 106.9 106.9 106.8 106.1 

    Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 
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Di sisi lain, Kabupaten Polewali Mandar juga menunjukkan tren yang serupa, 

dengan sedikit fluktuasi dan angka yang cenderung mendekati keseimbangan, yakni 

96,3 pada 2017 dan 99,3 pada 2023. Ini menunjukkan adanya pergeseran jumlah 

penduduk laki-laki yang lebih tinggi di awal periode, namun semakin mendekati 

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. 

Berbeda dengan Majene dan Polewali Mandar, beberapa kabupaten seperti 

Mamasa dan Pasangkayu mencatatkan angka rasio jenis kelamin yang lebih tinggi 

dari 100, yang menunjukkan dominasi jumlah penduduk laki-laki yang lebih besar. 

Pada tahun 2023, Kabupaten Mamasa tercatat dengan rasio jenis kelamin 106,2, 

sementara Kabupaten Pasangkayu menunjukkan angka 106,7, meskipun ada sedikit 

penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kabupaten Mamuju dan Mamuju 

Tengah juga mencatatkan angka rasio jenis kelamin yang lebih tinggi dari 100, 

meskipun tren fluktuatif sedikit lebih stabil. Mamuju, misalnya, memiliki rasio jenis 

kelamin 104,7 pada 2023, sedikit menurun dari tahun-tahun sebelumnya yang 

mencatatkan rasio lebih tinggi, seperti 105,5 pada tahun 2020. Di Mamuju Tengah, 

rasio jenis kelamin sedikit menurun menjadi 106,1 pada 2023, setelah sebelumnya 

berada di angka 106,6 pada 2017. 

 

2.1.2.4. Kepadatan Penduduk 

Kepadatan penduduk per kilometer persegi (km²) di Provinsi Sulawesi Barat 

mengalami perkembangan yang bervariasi antar kabupaten dalam kurun waktu 2017 

hingga 2023. Kepadatan penduduk ini memberikan gambaran tentang seberapa 

padatnya sebuah wilayah dalam jumlah penduduk yang dihuni, serta dapat dijadikan 

indikator untuk memahami tingkat urbanisasi, distribusi penduduk, dan kebutuhan 

infrastruktur. Secara keseluruhan, Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan 

kepadatan penduduk dari 79 orang per km² pada tahun 2017 menjadi 89 orang per 

km² pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan jumlah penduduk 

yang stabil, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan 

wilayah yang lebih merata. 
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Grafik 2.15 Kepadatan Penduduk per km persegi (km2) Provinsi Sulawesi Barat 
Tahun 2017-2023 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 

 

Jika melihat data per kabupaten, terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat 

kepadatan penduduk antara satu daerah dengan daerah lainnya, yang dipengaruhi 

oleh faktor-faktor geografis, ekonomi, dan sosial.  

Kepadatan penduduk di Kabupaten Majene menunjukkan tren yang terus 

meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017, Majene memiliki kepadatan 178 orang 

per km², dan pada tahun 2023, kepadatannya meningkat menjadi 201 orang per km². 

Kenaikan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Majene mengalami pertumbuhan 

penduduk yang cukup signifikan, dengan urbanisasi yang semakin terasa. Faktor-

faktor seperti perkembangan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan adanya 

pusat-pusat kegiatan ekonomi menjadi pendorong utama tingginya kepadatan 

penduduk di wilayah ini. Kabupaten Polewali Mandar memiliki salah satu tingkat 

kepadatan penduduk tertinggi di Sulawesi Barat. Pada tahun 2017, kepadatannya 

tercatat sebesar 214 orang per km², dan pada tahun 2023 sedikit menurun menjadi 

239 orang per km². Meskipun ada fluktuasi, tren jangka panjang menunjukkan bahwa 

kepadatan penduduk di Polewali Mandar masih relatif tinggi, seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi dan adanya pusat-pusat pemerintahan serta perdagangan 

yang berkembang di wilayah ini. Pada 2021, tercatat lonjakan signifikan menjadi 273 

orang per km², yang kemudian sedikit menurun pada tahun berikutnya. 

Kepadatan penduduk di Kabupaten Mamasa cenderung stabil dan lebih rendah 

dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Pada tahun 2017, kepadatannya adalah 54 
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orang per km² dan tidak mengalami perubahan besar, tetap berada di kisaran 54 

hingga 56 orang per km² hingga 2023. Meskipun ada sedikit kenaikan dalam 

kepadatan penduduk, Mamasa tetap menjadi salah satu daerah dengan kepadatan 

rendah di Provinsi Sulawesi Barat, yang menunjukkan bahwa wilayah ini mungkin lebih 

banyak dihuni oleh kawasan perdesaan dengan potensi agraris yang kuat. Mamuju, 

sebagai ibu kota provinsi, mengalami peningkatan kepadatan penduduk yang cukup 

signifikan. Pada tahun 2017, kepadatannya tercatat sebesar 56 orang per km², dan 

pada 2023, meningkat menjadi 59 orang per km². Meskipun angkanya relatif moderat, 

Mamuju mengalami perkembangan infrastruktur dan urbanisasi yang menyebabkan 

peningkatan jumlah penduduk. Dengan adanya pusat pemerintahan, ekonomi, dan 

pendidikan, Mamuju menjadi magnet bagi penduduk dari daerah lain di Sulawesi 

Barat. 

Kepadatan penduduk di Kabupaten Pasangkayu juga menunjukkan 

peningkatan yang stabil, dari 54 orang per km² pada 2017 menjadi 69 orang per km² 

pada 2023. Wilayah ini juga mengalami urbanisasi, seiring dengan meningkatnya 

sektor pertanian, perdagangan, dan infrastruktur yang semakin berkembang. 

Kenaikan yang cukup signifikan dalam kepadatan penduduk menunjukkan adanya 

pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi pola migrasi penduduk ke wilayah ini.  

Mamuju Tengah adalah salah satu kabupaten dengan kepadatan penduduk 

terendah, meskipun ada peningkatan yang konsisten selama periode 2017 hingga 

2023. Pada 2017, kepadatannya adalah 42 orang per km², dan pada 2023, tercatat 

menjadi 52 orang per km². Kenaikan ini mencerminkan adanya perkembangan di 

sektor-sektor tertentu, meskipun wilayah ini lebih banyak dihuni oleh kawasan 

pedesaan. 

 

Tabel 2.20 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Menurut 
Kabupaten Tahun 2017-2023 

Kabupaten 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Majene 178 181 183 184 185 197 201 

Polewali Mandar 214 246 249 237 273 236 239 

Mamasa 54 53 54 56 55 55 56 

Mamuju 56 57 59 56 56 58 59 

Pasangkayu 54 56 57 62 63 68 69 

Mamuju Tengah 42 43 44 45 46 51 52 

    Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 
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2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi  

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Sejak terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2004, pertumbuhan 

ekonomi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, namun masih berfluktuasi 

setiap tahunnya hingga pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05 persen. 

Sejak tahun 2011 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat 

berfluktuasi dengan kecenderungan tren yang menurun. Walaupun begitu, 

pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat masih berada di atas rata-rata 

Nasional hingga tahun 2019. Di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi 

Barat juga mengalami kontraksi sebesar -2,40 persen lebih besar dari kontraksi yang 

dialami Indonesia sebesar -2,10 persen. Perlahan namun pasti pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Sulawesi Barat mulai mengalami peningkatan hingga tahun 2023 namun 

masih perlu mengejar ketertinggalan dimana saat ini posisi pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Sulawesi Barat di bawah rata-rata Nasional sebesar 5,25 persen.  

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat masih berfluktuasi namun 

masih tumbuh dengan positif. Di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi kabupaten–

kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif 

kecuali Kabupaten Mamasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,72 persen. 

Kabupaten Pasangkayu memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi diantara kabupaten 

lainnya yakni sebesar 6,78 persen disusul Kabupaten Mamuju, Majene, Mamuju 

Tengah, dan Mamasa. 

 
Grafik 2.16 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional tahun 

2011–2023 

 

   Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 
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Grafik 2.17 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tahun 2023 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 

 

Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi sektoral berfluktuasi dari 
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dimana pada tahun 2012 sebesar 11,77 persen menjadi 3,03 persen di tahun 2023. 

Lain halnya untuk sektor transportasi dan pergudangan yang mengalami peningkatan 

dimana pada tahun 2012 sebesar 5,39 persen menjadi 10,47 persen di tahun 2023. 
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Provinsi Sulawesi Barat.
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Tabel 2.21 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Barat 2012 – 2023 

LAPANGAN USAHA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 7,32 5,71 5,93 5,74 4,08 6,9 6,11 4,62 0,54 1,16 3,35 4.24 

Pertambangan dan Penggalian 11,77 10,6 8,04 8,06 10,89 7,35 8,25 5,28 -4,9 9,08 0,58 3.03 

Industri Pengolahan 6,79 7,09 35,92 11,15 -2,46 8,15 7,51 5,13 -3,51 5,89 -0,64 14.46 

Pengadaan Listrik, Gas 17,28 13,15 10,55 8,29 19,66 9,59 7,19 8,29 6,85 2,17 7,16 10.08 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang 12,4 12,77 6,46 9,23 6,24 10,05 8,81 9,61 1,63 -0,31 -0,25 4.95 

Konstruksi 7,74 10,09 8,11 8,84 10,85 6,82 4,99 6,65 -13,31 11,63 -1,6 3.75 

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil 
dan Sepeda Motor 

7,71 8,15 7,1 5,22 5,02 5,61 6,16 5,13 -2,66 3,57 1,68 5.50 

Transportasi dan Pergudangan 5,39 6,37 7,39 7,2 5,78 5,87 5,66 4,69 -7 1,68 8,37 10.30 

Penyedia Akomodasi dan Makan Minum 7,48 7,61 6,53 4,69 9,33 1,55 7,92 9,69 -7,19 4,43 11,91 10.47 

Informasi dan Komunikasi 9,89 11,11 7,2 10,87 9,26 9,97 7,86 12,54 5,73 -0,39 2,37 9.48 

Jasa Keuangan 1,53 5,4 3,77 6,36 14,9 8,61 4,6 3,36 6,76 6,01 -1,26 -4.13 

Real Estate 2,79 4,38 4,14 5,01 5,94 4,59 6,31 7,28 1,9 -1,27 5,24 5.00 

Jasa Perusahaan 6,86 7,16 3,01 7,63 4,62 5,33 3,06 7,49 -5,42 1,47 4,11 7.81 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 
Sosial Wajib 

20,37 7,15 6,16 11,05 13,04 3,08 6,79 3,53 -7,68 0,13 1,68 1.57 

Jasa Pendidikan 16,77 6,94 4,02 6,29 10,9 6,2 4,22 8,17 -6,65 -1,8 3,65 2.69 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 16,59 5,63 6,05 6,01 11,83 6,17 7,43 4,23 2,36 -0,28 8,26 0.31 

Jasa Lainnya 9,27 6,72 8,92 7,14 8,9 8,36 5,75 10,53 -5,08 3,58 5,04 4.80 

PERTUMBUHAN PDRB 9,25 6,93 8,86 7,31 6,01 6,62 6,26 5,56 -2,34 2,57 2,3 5.25 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat
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2.2.1.2. Indeks Gini 

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar kelompok penduduk di suatu 

daerah maka digunakan indeks gini atau rasio gini. Indeks gini Provinsi Sulawesi Barat 

pada tahun 2007 sebesar 0,325 persen kemudian meningkat menjadi 0,351 persen 

pada tahun 2023. Meskipun kenaikannya relatif kecil, namun setiap terjadi kenaikan 

indeks gini selalu menunjukkan kian melebarnya ketimpangan pendapatan antar 

kelompok masyarakat. Namun catatan positifnya bahwa angka indeks gini Provinsi 

Sulawesi Barat masih berada di bawah rata-rata Nasional yang sebesar 0,38 persen. 

Fakta ini menegaskan bahwa meskipun terjadi kenaikan indeks gini selama periode 

2007-2023, namun pemerataan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat masih relatif 

lebih baik ketimbang rata-rata Nasional. Pola perkembangan indeks gini Provinsi 

Sulawesi Barat tampak berjalan paralel dengan pola perkembangan indeks gini 

Nasional. 

 

Grafik 2.18 Indeks Gini Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2007-2023 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 
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kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai pemerataan 

pendapatan. 

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per 

kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Pendekatan yang digunakan 

dalam menentukan garis kemiskinan adalah berdasarkan konsep kemampuan 

memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yang dalam hal ini adalah 

ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan yang setara dengan 2100 kilo 

kalori serta kebutuhan bukan makanan, yakni kebutuhan minimum perumahan, 

sandang, pendidikan, dan kesehatan (BPS). Tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan 

proporsi jumlah penduduk yang pengeluaran perkapitanya di bawah garis kemiskinan 

terhadap total populasi di suatu wilayah. 

Presentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2006 sampai 

dengan 2023 terus menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun yaitu 20,74 persen 

pada tahun 2006 menjadi 11,49 persen pada tahun 2023. Pencapaian tersebut 

merupakan hal yang menggembirakan namun masih berada di bawah persentase 

Nasional yakni sebesar 9,54 persen di tahun 2023. Rata-rata penurunan angka 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 0.54 point persentase per tahun 

sedangkan Nasional sebesar 0,33 point persentase per tahun.  

 

Grafik 2.19 Presentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional 
Periode Tahun 2006-2023 (Persen) 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 
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Grafik 2.20 Persentase Kemiskinan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi 
Barat Tahun 2023 (Persen) 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 

 

Di tahun 2023 Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi berada di 

Kabupaten Polewali Mandar sebesar 16,08 persen dan terendah berada di Kabupaten 

Pasangkayu sebesar 4,79. Persentase penduduk miskin Kabupaten Pasangkayu 

berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonominya dimana di tahun 2023 

Kabupaten Pasangkayu mengalami kontraksi. Hal yang sama juga terlihat pada 

Kabupaten Polewali Mandar dimana persentase kemiskinan juga berbanding terbalik 

dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum mampu 

menekan persentase kemiskinan. 

 

Grafik 2.21 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006 – 2023 
(Ribu Rupiah) 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 
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Grafik 2.22 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi 
Barat Tahun 2006 - 2023 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 

 

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat didominasi oleh penduduk 

miskin perdesaan sebesar 121,83 ribu jiwa atau sekitar 82,93 persen penduduk miskin 

berada di pedesaan dan penduduk miskin perkotaan sebesar 25,07 ribu jiwa atau 

sekitar 17,06 persen, sehingga lokus upaya pengentasan kemiskinan diharapkan 

berada di Pedesaan, tanpa juga mengabaikan miskin perkotaan yang juga mengalami 

kenaikan. 

Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan dari tahun ke 

tahun. Pada tahun 2006 garis kemiskinan sebesar Rp 153.232 per kapita per bulan, 

naik pada tahun 2023 sebesar Rp 433.131 per kapita per bulan. Angka ini menjadi 

suatu capaian positif terlebih lagi pada saat yang bersamaan jumlah penduduk 

mengalami penurunan dari tahun 2006 sebesar 205.200 jiwa menjadi 164.14 jiwa pada 

tahun 2023. Kenaikan garis kemiskinan dan dibarengi dengan penurunan jumlah 

penduduk miskin mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat mulai 

meningkat.  
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Grafik 2.23 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Provinsi Sulawesi 
Barat Tahun 2006 - 2023 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 

 

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi 

Sulawesi Barat mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Indeks Kedalaman 

Kemiskinan (P1) Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,8 di tahun 2023 atau menurun 

1,84 poin dibandingkan tahun 2006, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 

Provinsi Sulawesi Barat sebesar 0,42 di tahun 2023 atau menurun 0,51 poin 

dibandingkan tahun 2006. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada September 2016 

rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan 

ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri semakin menyempit. 

Persentase penduduk miskin Ekstrem di Provinsi Sulawesi Barat pertama kali 

muncul di Tahun 2021 dengan Persentase 2,45 Persen yang masih berada di atas 

Persentase Nasional. Pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,94 Persen 

dengan jumlah Peningkatan 0,49 Persen, tetapi pada Tahun 2023 mengalami 

penurunan yang cukup signifikan dengan persentase 0,75 Persen dengan jumlah 

penurunan 2,19 Persen lebih rendah dibandingkan dengan persentase Nasional. 
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Grafik 2.24 Kemiskinan Ekstrem di Sulawesi Barat Tahun 2021-2023 

 

Sumber: * Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik 
          ** Estimasi dihitung oleh Satgas P3KE 

 

Jumlah penduduk miskin Ekstrem di Provinsi Sulawesi Barat di Tahun 2021 

dengan Jumlah 34.07 Ribu Jiwa, yang mengalami Peningkatan pada Tahun 2022 

sebesar 41.41 Ribu Jiwa. Namun Pada Tahun 2023 mengalami penurunan yang 

cukup signifikan dengan Jumlah 10.68 Ribu Jiwa. 

 

Grafik 2.25 Jumlah Penduduk Ekstrem di Sulawesi Barat Tahun 2021-2023 (Ribu 
Jiwa) 

Sumber: * Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik 
          ** Estimasi dihitung oleh Satgas P3KE 
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Kinerja penurunan kemiskinan Ekstrem di Sulawesi Barat sudah sangat baik, 

berdasarkan data Tahun 2023 menunjukkan hanya ada 1 kabupaten di Provinsi 

Sulawesi Barat yang memiliki persentase penduduk miskin Ekstrem lebih tinggi dari 

persentase penduduk miskin Ekstrem Provinsi Sulawesi Barat dan nasional yaitu 

Kabupaten Polewali Mandar. 

 

Grafik 2.26 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten di Sulawesi Barat 
Periode Tahun 2021–2023 (Persen) 

 

Sumber: * Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik 
          ** Estimasi dihitung oleh Satgas P3KE 

 

Grafik 2.27 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten di Sulawesi Barat 
Periode Tahun 2021–2023 (Ribu Jiwa) 

 

Sumber: * Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik 
          ** Estimasi dihitung oleh Satgas P3KE 
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2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka 

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran 

terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun 

ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan 

pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) 

penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang 

tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) 

kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah 

mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. 

Menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang 

mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai 

indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. 

Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya 

kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan 

lain-lain. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan 

dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok 

tersebut. 

 

Grafik 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional 
tahun 2006 - 2023 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 
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di tahun 2006 sebesar 6,45 persen menurun menjadi 2,27 persen di tahun 2023. 

Walaupun di tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Barat 

mengalami peningkatan menjadi 3,35 persen. Secara Nasional tingkat pengangguran 

terbuka Provinsi Sulawesi Barat lebih baik dibandingkan Nasional. Dengan rendahnya 

angka tingkat pengangguran terbuka menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Barat 

mampu menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja yang ada di 

Provinsi Sulawesi Barat.  Pada tahun 2021 terdapat 23.835 perusahaan industri mikro 

dan kecil di Provinsi Sulawesi Barat dan menyerap 43.031 tenaga kerja. Tingkat 

pengangguran terbuka untuk kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 

menunjukkan Kabupaten Mamuju Tengah memiliki tingkat pengangguran terbuka 

terendah yaitu sebesar 1,83 persen sedangkan Kabupaten Mamuju memiliki tingkat 

pengangguran terbesar yaitu 2,99 persen. 

 

Grafik 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat 
Tahun 2023 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 

 

2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia 

Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan modal dasar untuk 
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demografi dimasa depan. Agar Provinsi Sulawesi Barat bisa memanfaatkan 

momentum bonus demografi, maka satu-satunya cara adalah meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. 

Dalam 13 tahun terakhir, kualitas sumberdaya manusia Provinsi Sulawesi Barat 

belum menunjukkan kinerja kurang baik, terlihat dari pertumbuhan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) yang cenderung melambat. Secara nominal, IPM 

Provinsi Sulawesi Barat memang meningkat. Tahun 2010, IPM Provinsi Sulawesi 

Barat berada diangka 59,74, kemudian naik ke 60,63 tahun pada tahun 2011. Provinsi 

Sulawesi Barat hanya butuh waktu dua tahun untuk menaikkan IPM dari rentan 61 ke 

62 dan 62-63. Bahkan untuk menaikkan IPM dari 63 ke 64, Provinsi Sulawesi Barat 

hanya butuh setahun saja. Tahun 2018 dan 2019, IPM Provinsi Sulawesi Barat sudah 

berada di angka 66 dan dalam periode 2020-2023 berada pada posisi 66. Meskipun 

mengalami kenaikan, tapi kinerja pertumbuhannya melambat. Pertumbuhan IPM 

tertinggi yang pernah dicapai Provinsi Sulawesi Barat adalah 1,49 persen tahun 2011, 

setelah itu anjlok ke 0,63 persen dan 0,85 persen masing-masing di tahun 2012 dan 

2013. Angkanya bisa mencapai di atas 1 persen di tahun 2014 dan bertahan hingga 

tahun 2018. Memasuki tahun 2019 hingga 2023, pertumbuhannya kembali lambat di 

bawah 1 persen, bahkan tahun 2021 merupakan pertumbuhan paling rendah dalam 

13 tahun terakhir hanya 0,38 persen. 

Capaian IPM Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 yaitu 67,55 masih termasuk 

kategori IPM “sedang”, hanya satu tingkat dari IPM “rendah”. Status IPM sedang belum 

cukup mampu membuat Provinsi Sulawesi Barat memanfaatkan momentum bonus 

demografi karena pada level ini masih banyak penduduk usia sekolah yang belum 

bersekolah, derajat kesehatan masyarakat masih relatif rendah, dan tingkat 

kesejahteraan sebagian besar penduduk masih pada taraf rata-rata. Provinsi Sulawesi 

Barat membutuhkan IPM kategori “sangat tinggi” agar bonus demografi dapat 

memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah.  



 

 
 
 

102  

Grafik 2.30 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi 
Barat Tahun 2010-2023 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 

   

Lambatnya pertumbuhan IPM Provinsi Sulawesi Barat tentu tak lepas dari kinerja 

pertumbuhan masing-masing kabupaten. Kinerja pertumbuhan IPM semua kabupaten 

memang melambat, namun beberapa daerah menunjukkan kinerja lebih lambat dari 

daerah lainnya, salah satunya adalah Kabupaten Majene. Dalam 12 tahun terakhir, 

pertumbuhan IPM Kabupaten Majene di atas 1 persen hanya terjadi di dua tahun yaitu 

tahun 2011 dan tahun 2015 masing-masing sebesar 1,44 persen dan 1,04 persen, 

selebihnya tumbuh di bawah 1 persen. Kabupaten-Kabupaten lain menunjukkan pola 

pertumbuhan yang relatif sama yaitu mengalami perlambatan di tahun 2020 hingga 

2023. 

 

Tabel 2.22 Pertumbuhan IPM Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-
2023 (%) 

Kabupaten 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Majene 1,44 0,80 0,41 0,66 1,04 0,62 0,93 0,93 0,88 0,48 0,57 0,82 68,62 

Polewali Mandar 1,43 0,62 1,11 1,38 1,30 1,05 1,37 1,27 0,95 0,16 0,61 0,87 65,59 

Mamasa 0,94 0,81 1,00 0,45 0,51 0,54 0,65 1,16 1,02 1,07 0,92 0,87 67,83 

Mamuju 1,02 1,54 1,47 0,84 0,59 0,86 1,02 1,19 0,91 0,63 0,25 0,82 69,61 

Pasangkayu 1,53 1,24 1,21 0,44 1,01 0,74 0,77 1,42 1,01 0,77 0,35 0,85 69,11 

Mamuju Tengah Na Na Na 0,70 1,20 1,08 1,19 1,24 1,04 0,94 0,72 1,07 67,45 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat  
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Kinerja pertumbuhan IPM yang melambat membuat Provinsi Sulawesi Barat 

tertinggal dari IPM Indonesia, meski pertumbuhan IPM Indonesia sebenarnya lebih 

lambat dari Provinsi Sulawesi Barat (dalam 13 tahun pertumbuhannya selalu di bawah 

1 persen). Dalam 13 tahun terakhir, IPM Provinsi Sulawesi Barat selalu berada di 

bawah IPM Indonesia. Saat IPM Provinsi Sulawesi Barat masih berada diangka 60-

an, IPM Indonesia sudah mencapai angka 70-an, bahkan tahun 2023 sudah di angka 

67,55. Ketertinggalan IPM Provinsi Sulawesi Barat dari Nasional sekaligus 

menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki pertumbuhan IPM 

yang lebih progresif dibandingkan Provinsi Sulawesi Barat.  

Tahun 2010 (saat jumlah provinsi masih 33, belum ada pemekaran Kalimantan 

Utara), IPM Provinsi Sulawesi Barat berada di peringkat 30 dari 33 provinsi. Saat itu, 

IPM Provinsi Sulawesi Barat hanya lebih tinggi dari Provinsi Papua Barat, Nusa 

Tenggara Timur, dan Papua. Setelah 13 tahun berlalu, tahun 2023, IPM Provinsi 

Sulawesi Barat tidak mengalami perubahan, berada diperingkat 31 dari 34 provinsi 

(Wilayah Papua masih terdiri dari dua provinsi yaitu Papua Barat dan Papua). IPM 

Provinsi Sulawesi Barat hanya lebih tinggi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua 

Barat, dan Papua. Dibandingkan dengan progres provinsi lain di Pulau Sulawesi, 

Provinsi Sulawesi Barat termasuk paling lambat. Provinsi Sulawesi Selatan misalnya, 

di tahun 2010, IPM-nya berada diperingkat 15 dari 33 provinsi, kemudian di tahun 2023 

naik ke peringkat 11 dari 34 provinsi. Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2010 berada di 

peringkat 7, naik satu tingkat menjadi peringkat 6 tahun 2023.  

Tantangan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menaikkan IPM salah 

satunya adalah ada di aspek Kesehatan. Selama 13 tahun terakhir, derajat Kesehatan 

penduduk Provinsi Sulawesi Barat memang terus membaik dilihat dari kenaikan Angka 

Harapan Hidup (AHH) yang konsisten setiap tahun. Selain menjadi pilar utama IPM, 

AHH juga merupakan salah satu indikator pembangunan kesehatan. Semakin tinggi 

AHH, maka semakin baik derajat kesehatan masyarakat tersebut. AHH juga 

merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi AHH, maka semakin 

sejahtera masyarakat tersebut. Tahun 2010, AHH Provinsi Sulawesi Barat hanya 

62,50 tahun. Angka tersebut terus meningkat, hingga di tahun 2023 mencapai 66,31 

tahun, menunjukkan bahwa rerata penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang lahir di 

tahun 2023 akan menjalani kehidupan mereka rerata 65 tahun.  
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Grafik 2.31 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat dan Indonesia 
Tahun 2010-2023 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 
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Pendidikan diukur dengan dua indikator yaitu angka harapan lama sekolah (HLS) dan 

rata-rata lama sekolah (RLS). Kedua indikator ini masih perlu mendapat perhatian 

pemerintah daerah jika ingin mendorong IPM lebih cepat. Setelah berhasil mencatat 

angka pertumbuhan tertinggi yaitu 5,95 persen tahun 2011, tahun 2012 angkanya 

anjlok ke 0,62 persen. Setelah itu, perlahan kinerja pertumbuhannya membaik, mulai 

naik ke 1,60 persen tahun 2013, 2,79 persen tahun 2014, dan bisa tumbuh 3,74 persen 

tahun 2015. Namun, semakin dekat dengan angka HLS ideal, nampaknya semakin 

lambat pertumbuhannya. Tahun 2016 hingga 2023, pertumbuhan HLS Provinsi 

Sulawesi Barat cenderung di bawah 1 persen. 

 

Grafik 2.32 Perkembangan Usia Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 
2010-2023 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 

 

Grafik 2.33 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Barat 
Tahun 2010-2023 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 
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Perkembangan angka rata-rata lama sekolah (RLS) Provinsi Sulawesi Barat 

relatif lebih dibandingkan HLS-nya, meski angka pertumbuhannya juga masih lambat. 

Jika dilihat tren pertumbuhan RLS, dalam 12 tahun terakhir cenderung meningkat. 

Hanya beberapa tahun saja angka pertumbuhannya di bawah 1 persen yaitu tahun 

2011 sebesar 0,30 persen, tahun 2014 hanya 0,15 persen, tahun 2015 0,87 persen, 

dan tahun 2021 0,89 persen. Beberapa tahun lainnya mencatat pertumbuhan RLS di 

atas 1 persen, bahkan di tahun 2016 hingga 2019, angkanya di atas 2 persen. Tahun 

2023, RLS Provinsi Sulawesi Barat mencapai 8,13 tahun, menunjukkan bahwa 

penduduk usia 25 tahun ke atas rerata hanya mengenyam pendidikan SMP/Sederajat 

kelas II.  

 

Grafik 2.34 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Barat 
Tahun 2010-2023 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 

 

Grafik 2.35 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan Provinsi 
Sulawesi Barat Tahun 2010-2023 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 
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Tren perkembangan aspek kesejahteraan yang diukur dengan pengeluaran per 

kapita riil disesuaikan juga masih perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, meski 

kecenderungannya menaik dalam 13 tahun terakhir. Kinerja pertumbuhan terbaik 

pengeluaran per kapita riil disesuaikan Provinsi Sulawesi Barat terjadi di tahun 2015 

hingga 2018, karena dalam periode ini Gambar pertumbuhan menanjak naik dengan 

mencatat angka pertumbuhan 3,61 persen. Namun tahun 2019 hingga 2021, menjadi 

periode terburuk karena pengeluaran per kapita riil mencatat pertumbuhan negatif 

akibat dampak pandemi Covid-19. Tahun 2023, pertumbuhannya rerata pengeluaran 

penduduk Provinsi Sulawesi Barat naik 3,73 persen hingga mencapai angka Rp 9,71 

juta. 

Upaya meningkatkan IPM harus dilakukan secara komprehensif yang fokus pada 

ketiga aspek yaitu kesehatan, Pendidikan, dan daya beli Masyarakat. Intervensi 

pemerintah provinsi perlu diarahkan pada variabel-variabel yang mempengaruhi 

ketiga dimensi tersebut. Analisis IPM yang dilakukan oleh BPS mengidentifikasi faktor-

faktor yang berkaitan dengan ketiga dimensi IPM dan menentukan fluktuasi indikator 

Kesehatan, Pendidikan, dan pengeluaran. Variabel-variabel tersebut secara rinci 

dapat dilihat pada tabel indikator yang terkait dengan dimensi pembangunan manusia 

Provinsi Sulawesi Barat. 

Badan Pusat Statistik mengungkapkan indikator yang berpengaruh pada masing-

masing dimensi IPM. Dimensi umur panjang dan hidup sehat dipengaruhi oleh tujuh 

indikator yaitu rumah tangga dengan sumber air minum bersih; rumah tangga yang  

memiliki  akses air minum layak; rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air 

besar; morbiditas; perempuan yang pernah kawin berumur 10 tahun ke atas dengan 

perkawinan pertama ≤ 16 tahun; perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang 

proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan; dan perempuan pernah kawin 

berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan 

terlatih. Dari ketujuh indikator ini, beberapa diantaranya memang belum menunjukkan 

kinerja optimal seperti rumah tangga dengan sumber air minum bersih yang angkanya 

masih 69,32 persen, menunjukkan masih ada beberapa rumah tangga di Provinsi 

Sulawesi Barat yang tidak memiliki sumber air bersih. Selain itu, indikator rumah 

tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar juga masih cukup tinggi, mencapai 

12,45 persen tahun 2022. 
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Pada dimensi pengetahuan, ada sembilan indikator yang berpengaruh yaitu 

angka partisipasi sekolah 7-12 tahun; angka partisipasi sekolah 13-15 tahun; angka 

partisipasi sekolah 16-18 tahun; angka partisipasi sekolah 19-24 tahun; angka tidak 

bersekolah 7-12 tahun; angka tidak bersekolah 13-15 tahun; angka tidak bersekolah 

16-18 tahun; angka melanjutkan/transisi ke SMP/sederajat; dan angka 

melanjutkan/transisi ke SMA/sederajat. Dari semua indikator tersebut, ada empat 

indikator yang perlu mendapat serius pemerintah provinsi yaitu Angka Partisipasi 

Sekolah 19-24 Tahun yang hanya 23,43 persen tahun 2022, Angka Tidak Bersekolah 

7-12 Tahun, Angka Tidak Bersekolah 13-15 Tahun, dan Angka Tidak Bersekolah 16-

18 Tahun yang angka masing-masing cukup tinggi yaitu 2,00 persen, 12,63 persen, 

dan 26,44 persen. 

Dimensi standar hidup layak termasuk membutuhkan intervensi pemerintah 

provinsi, terutama pada beberapa aspek yang pengaruh yaitu PDRB per kapita atas 

dasar harga berlaku; PDRB per Kapita Atas dasar harga konstan 2010; jumlah 

penduduk bekerja; persentase pekerja formal; tingkat pengangguran terbuka; 

penduduk miskin; persentase penduduk miskin; dan gini rasio. Prioritas pemerintah 

provinsi perlu diarahkan pada variabel jumlah Penduduk miskin dan persentase 

kemiskinan yang ditahun 2022 masih relatif tinggi. Selain itu, isu ketimpangan 

pendapatan juga perlu mendapat perhatian untuk memastikan hasil pembangunan 

dinikmati secara merata oleh semua pelaku pembangunan. 

Menaikkan IPM hingga mencapai kategori IPM tinggi tentu membutuhkan 

keseriusan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi tak punya banyak waktu karena 

dalam waktu dekat bonus demografi akan segera berakhir. Oleh karena itu, diperlukan 

inovasi kebijakan yang tepat untuk mengakselerasi pertumbuhan IPM sehingga dapat 

mengejar ketertinggalannya dari provinsi lain.
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Tabel 2.23 Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Provinsi 
Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 

Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 

Dimensi Umur Panjang dan Hidup 
Sehat           

 

Rumah Tangga dengan Sumber Air 
Minum Bersih 

% 63,55 63,70 70,33 69,32  

Rumah Tangga yang Memiliki Akses 
Air Minum Layak 

% 71,50 72,75 78,35 78,98 79,86 

Rumah Tangga yang Tidak Memiliki 
Fasilitas Buang Air Besar  

% 16,39 15,88 12,22 12,45 17,06 

Morbiditas % 15,60 14,67 13,26 14,12  

Perempuan yang Pernah Kawin 
Berumur 10 Tahun ke Atas dengan 
Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun 

% 16,65 18,43 16,65 16,70  

Perempuan Pernah Kawin Berusia 
15-49 Tahun yang Proses Melahirkan 
Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan 

% Na Na 83,24 88,84  

Perempuan Pernah Kawin Berusia 
15-49 Tahun yang Proses Kelahiran 
Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga 
Kesehatan Terlatih 

% Na Na 91,28 93,77  

Dimensi Pengetahuan       

Angka Partisipasi Sekolah 7-12 
Tahun 

% 98,34 98,33 98,19 98,40 98,31 

Angka Partisipasi Sekolah 13-15 
Tahun 

% 89,92 90,07 90,12 89,39 89,47 

Angka Partisipasi Sekolah 16-18 
Tahun 

% 69,31 69,84 71,22 70,85 71,57 

Angka Partisipasi Sekolah 19-24 
Tahun 

% 23,64 23,24 23,80 23,43 23,98 

Angka Tidak Bersekolah 7-12 Tahun % Na Na 1,19 2,00  

Angka Tidak Bersekolah 13-15 Tahun % Na Na 11,78 12,63  

Angka Tidak Bersekolah 16-18 Tahun % Na Na 25,72 26,44  

Angka Melanjutkan/Transisi ke 
SMP/Sederajat 

% Na Na 89,74 92,11  

Angka Melanjutkan/Transisi ke 
SMA/Sederajat 

% Na Na 91,07 89,70  

Dimensi Standar Hidup Layak       

PDRB per Kapita Atas Dasar Harga 
Berlaku 

ribu 
rupiah 

33.587 32.675 35.192 37.070 35.040 

PDRB per Kapita Atas Dasar Harga 
Konstan 2010 

ribu 
rupiah 

Na Na 22.896 23.073 22.880 

Jumlah Penduduk Bekerja1 orang 660.481 672.986 686.544 731.902 743.007 

Persentase Pekerja Formal % 28,09 27,37 27,20 22,75 - 

Persentase Pekerja Informal 1 % 71,91 72,63 72,80 77,25 - 

Rata-Rata Upah 
Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan 1 

rupiah 2.210.165 2.068.690 2.200.963 2.340.502  

Tingkat Pengangguran Terbuka 1 % 2,98 3,32 3,13 2,34 2,27 

Penduduk Miskin2 
ribu 

orang 
151,40 152,02 157 166 164,14 
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Indikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 

Penduduk Miskin3 
ribu 

orang 
151,87 159,05 166 169 - 

Persentase Penduduk Miskin 2 % 11,02 10,87 11,29 11,75 11,49 

Persentase Penduduk Miskin 3 % 10,95 11,50 11,85 11,92 - 

Gini Rasio2 Rasio 0,370 0,364 0,356 0,362 0,351 

Gini Rasio3 Rasio 0,365 0,356 0,366 0,371 - 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 
Catatan:  
Tahun 2019-2020: 

● 1 Kondisi Maret 
● 2 Kondisi September 
● 3 Kondisi Agustus 

Tahun 2021-2022: 
● 1 Kondisi Agustus 
● 2 Kondisi Maret 

● 3 Kondisi September 
 

2.2.1.6. Inflasi 

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum yang 

berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang di 

dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut 

menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian inflasi bisa juga diartikan 

sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum 

(BPS). Inflasi terbagi atas dua jenis yaitu: (1) Inflasi Inti, dimana cenderung 

menetap/persisten (persistent component). Pergerakan inflasinya dipengaruhi oleh: (i) 

interaksi permintaan dan penawaran, (ii) lingkungan eksternal: nilai tukar, harga 

komoditas internasional, dan inflasi mitra dagang, (iii) ekspektasi inflasi dan pedagang 

dan konsumen; (2) Inflasi Non Inti, volatilitasnya tinggi, yang dipengaruhi oleh selain 

faktor fundamental diantaranya: (i) volatile food (dipengaruhi oleh shock karena panen, 

gangguan alam, perkembangan harga komoditas domestik), (ii) administered price 

(dipengaruhi oleh shock kebijakan harga oleh pemerintah BBM bersubsidi, tarif listrik, 

tarif angkutan, dll).  

Perkembangan inflasi di Provinsi Sulawesi Barat cukup fluktuatif dengan 

kecenderungan menurun dari tahun 2008 - 2023. Di tahun 2008, inflasi Provinsi 

Sulawesi Barat cukup tinggi yakni 11,66 persen dan merupakan yang tertinggi selama 

15 tahun terakhir. Inflasi terendah berada pada tahun 2009 dan 2020 yakni sebesar 

1,78 persen. Selama 3 tahun terakhir inflasi di Provinsi Sulawesi Barat mengalami 
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peningkatan sedangkan di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,82 persen. 

Peningkatan inflasi secara positif dapat mendorong peningkatan perekonomian, 

namun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan 

di tahun 2023 mengindikasikan bahwa inflasi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat 

belum mampu meningkatkan perekonomian Provinsi Sulawesi Barat. 

 

Grafik 2.36 Laju Inflasi Tahunan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 - 2023 (%) 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat 2024 
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dengan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang optimal. Untuk mengukur 

capaian keluarga sehat, Kementerian Kesehatan menyusun Indeks Keluarga Sehat 

(IKS). Terdapat 12 indikator yang membentuk IKS, yang terbagi ke dalam beberapa 

aspek, yaitu kesehatan fisik, kesehatan mental, sosial, dan lingkungan. Adapun 12 

indikator keluarga sehat mencakup: 1). keluarga mengikuti program KB, 2). ibu 

melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, 3). bayi mendapat imunisasi dasar yang 

lengkap, 4). bayi mendapat ASI eksklusif, 5). balita mendapat pemantauan 

pertumbuhan, 6). penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar, 7). penderita 

hipertensi rutin menjalani pengobatan, 8). penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan 

mendapat pengobatan, 9). anggota keluarga tidak ada yang merokok, 10). keluarga 
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sarana air bersih, 12). keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih. 

Namun, data Indeks Keluarga Sehat belum tersedia di level kabupaten/kota. 

Pada Tahun 2023, Indeks keluarga sehat Provinsi Sulawesi Barat adalah 0,190 

artinya hanya 19 persen keluarga sehat di Sulawesi Barat berdasarkan 12 indikator 

keluarga sehat atau masuk dalam kategori keluarga tidak sehat. Secara keseluruhan 

baik pada level Provinsi maupun Kabupaten masih berada pada kategori keluarga 

tidak sehat. 

 

Tabel 2.24 Indeks Keluarga Sehat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (Persen) 

NO INDIKATOR 
MAMUJU 
UTARA 

MAMUJU MAMASA 
POLEWALI 
MANDAR 

MAJENE 
MAMUJU 
TENGAH 

CAKUPAN 
SULAWESI 

BARAT 

1 
Keluarga mengikuti 
program KB *) 

37,98 47,14 74,65 28,50 37,89 51,97 43,29 

2 
Persalinan Ibu di 
fasilitas pelayanan 
kesehatan 

90,32 74,64 94,01 79,95 87,16 90,43 83,80 

3 
Bayi mendapatkan 
imunisasi dasar 
lengkap *) 

89,26 83,74 97,37 89,11 89,78 91,42 89,59 

4 
Bayi mendapatkan ASI 
Eksklusif 

81,65 76,69 88,42 86,76 88,34 83,27 84,22 

5 
Pertumbuhan Balita 
dipantau 

88,63 72,91 93,64 87,66 88,89 83,05 85,37 

6 
Penderita TB Paru 
yang berobat sesuai 
standar 

35,73 39,95 44,03 46,33 49,49 38,59 43,46 

7 
Penderita hipertensi 
yang berobat teratur 

21,62 29,43 33,78 23,06 33,11 31,60 27,60 

8 
Penderita gangguan 
jiwa berat, diobati dan 
tidak ditelantarkan 

03,68 12,89 04,22 21,92 20,60 08,47 08,43 

9 
Anggota keluarga tidak 
ada yang merokok *) 

39,82 41,25 51,48 50,28 50,18 43,41 47,01 

10 
Keluarga sudah 
menjadi anggota JKN 

55,98 48,64 61,13 55,77 61,87 46,37 55,17 

11 
Keluarga memiliki 
akses/menggunakan 
sarana air bersih 

80,04 87,75 93,76 90,94 95,54 81,60 89,24 

12 
Keluarga memiliki 
akses/menggunakan 
jamban keluarga 

82,17 74,84 81,01 85,59 86,63 83,17 82,56 

Indeks Keluarga Sehat 
(IKS) 

0,147 0,142 0,263 0,184 0,239 0,169 0,190 

∑ Keluarga dengan IKS > 
0,800 

4436 6724 10355 16866 8476 4586 51443 

∑ Keluarga 30205 47210 39299 91685 35420 27202 271021 

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, 2024 
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2.2.2.2. Indeks Kualitas Keluarga 

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

tingkat kualitas dan kesejahteraan keluarga. Hasil dari IKK digunakan dalam 

perencanaan dan evaluasi program-program pembangunan keluarga di tingkat 

pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan memahami dan memperbaiki 

indikator-indikator ini, kita dapat meningkatkan kualitas kehidupan keluarga secara 

keseluruhan. Indeks Kualitas Keluarga dibentuk untuk mengukur capaian kualitas 

keluarga. Terdapat lima dimensi dan 25 indikator yang membentuk IKK, yaitu: 

1. Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS), terdiri dari dua indikator, yaitu 

memiliki akta kelahiran dan keluarga tinggal Bersama 

2. Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF), terdiri dari enam indikator, yaitu 

makan makanan sehat dan bergizi untuk keluarga, keluhan kesehatan 

keluarga, prevalensi kurang gizi anggota keluarga, ruang tidur terpisah antara 

orang tua dan anak, anak merokok, dan anggota keluarga sakit hingga 

terganggu 

3. Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE) terdiri atas enam indikator, yaitu 

memiliki rumah, tidak miskin, memiliki rekening tabungan, memiliki asuransi 

kesehatan, anak tidak putus sekolah, dan perempuan bekerja 

4. Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP) terdiri atas lima indikator, 

yaitu kekerasan terhadap anak, tidak menjadi korban kejahatan, bepergian, 

dan kegiatan bersama anak dan orangtua (indikator dobel untuk ayah dan ibu) 

5. Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB) terdiri atas enam indikator, 

yaitu perkawinan usia anak, memiliki tempat cuci tangan, melakukan kegiatan 

sosial, pada lansia dalam rumah tangga, melakukan kegiatan keagamaan, dan 

mengakses internet bersama anak dan orang tua 

Pada periode Tahun 2020 hingga 2022, terjadi tren positif dalam Indeks Kualitas 

Keluarga Sulawesi Barat. Dimulai dari nilai Tahun 2020 sebesar 70,47, terjadi 

peningkatan hingga mencapai 73,92 pada Tahun 2021. Tren positif ini berlanjut hingga 

Tahun 2022, di mana indeks mencapai nilai sebesar 77,91. Hal ini menunjukkan 

pertumbuhan dan perbaikan yang konsisten dalam kualitas keluarga di Sulawesi 

Barat. 
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Grafik 2.37 Indeks Keluarga Sehat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022 

 
Sumber: Publikasi Indeks Keluarga Sehat Tahun 2023 
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seringkali anak menjadi korban, baik dari keluarga sendiri maupun dari pihak lain di 

luar keluarganya. Untuk mengukur capaian perlindungan dan pemenuhan hak anak, 

pemerintah menyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA). Terdapat lima klaster indikator 

yang membentuk IPA, yaitu 1). hak sipil dan kebebasan, 2). lingkungan keluarga dan 

pengasuhan alternatif, 3). kesehatan dasar dan kesejahteraan, 4). pendidikan, 

pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan 5). perlindungan sosial. Upaya 

untuk untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan 

kewajiban pemerintah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah 

menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan 

Perempuan dan Anak. Ini merupakan langkah konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Pasangkayu untuk memberikan perlindungan terhadap anak, serta 

mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. 

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak bahwa sebanyak 13 provinsi pada Tahun 2021 memiliki capaian IPA diatas 

nasional, sementara Tahun 2022, terdapat 15 provinsi yang memiliki capaian IPA di 

atas capaian nasional. Tiga provinsi dengan capaian IPA tertinggi Tahun 2022 masih 

sama dengan Tahun 2021, yaitu Provinsi DIY, DKI Jakarta, dan Jawa Timur, hanya 
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berbeda pada urutan. Provinsi D.I. Yogyakarta berada pada urutan teratas dengan 

capaian 71,08, kemudian DKI Jakarta (69,12), dan Jawa Timur (66,10). Sementara itu, 

provinsi dengan capaian IPA terendah selama Tahun 2021-2022 masih didominasi 

oleh ditempati oleh wilayah Indonesia bagian Timur, dengan tiga terendah pada Tahun 

2022, yaitu Papua (43,43), Nusa Tenggara Timur (50,87), dan Sulawesi Barat (52,70). 

 

Grafik 2.38 Indeks Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022 

Sumber: Publikasi Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022 

 

Grafik 2.39 Hasil capaian IPA menurut kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2022 

Sumber: Publikasi Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022 
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2.2.2.4. Indeks Pembangunan Gender/Indeks Pemberdayaan Gender/Indeks 

Ketimpangan Gender 

Salah satu ukuran Tingkat keberhasilan capaian Pembangunan yang sudah 

mengakomodasi persoalan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). Isu 

terkait gender menjadi perhatian Masyarakat terutama yang berkaitan dengan 

diskriminasi gender yang dialami oleh Perempuan. Kesetaraan gender merupakan hak 

yang sudah semestinya didapatkan agar laki-laki dan Perempuan mempunyai hak dan 

kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan. Berdasarkan data dari BPS, 

angka IPG Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2023 sebesar 90,25. Hal ini 

memberikan gambaran bahwa Pembangunan Perempuan di Provinsi Sulawesi Barat 

masih berada dibawah laki-laki meskipun demikian perkembangan IPG di Provinsi 

Sulawesi Barat selama lima Tahun terakhir mengalami tren yang meningkat. 

 

Grafik 2.40 Indeks Pembangunan Gender Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 

 
Sumber: sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2024 
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pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi 

Kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Menurut data yang 
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mengalami penurunan dengan IKG Tahun 2023 sebesar 0,494 yang menunjukan 

perbaikan yang stabil dalam kesetaraan gender. 
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Grafik 2.41 Indeks Ketimpangan Gender Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 

 
Sumber: sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2024 

 

Indeks Pemberdayaan Perempuan di Sulawesi Barat dari Tahun ke Tahun 

(2019-2023) mengalami Peningkatan dan ini menunjukan bahwa Perempuan dapat 

memainkan peran aktif dalam kehidupan Ekonomi dan Politik, dan indikator inilah yang 

digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender 

berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. 

 

Grafik 2.42 Indeks Pemberdayaan Gender Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 

 
Sumber: sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2024 
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2.2.2.5. Indeks Pembangunan Pemuda 

Pembangunan pemuda merupakan agenda penting yang akan mempengaruhi 

kemajuan sebuah bangsa. Pemuda merepresentasikan masa depan sebuah bangsa 

dan kelompok yang membawa perubahan. Sebagai generasi pemimpin berikutnya, 

sangatlah penting bagi kaum muda untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan 

untuk berkembang dan berinovasi. Pemuda yang sehat, sejahtera, berpendidikan, 

setara, dan partisipatif merupakan faktor yang menentukan potensi dan energi unik 

yang dapat mendorong perubahan positif dan kemajuan di masa depan. Sesuai 

dengan rentang usia, pemuda merupakan kelompok usia produktif dan inovatif. 

Menyiapkan pemuda berarti menyiapkan masa depan. Dalam kerangka 

pembangunan, tidak hanya sebagai objek, pemuda juga merupakan subjek dari 

kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dimensi pembangunan pemuda mencakup 

banyak bidang mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pekerjaan, 

partisipasi (sosial dan politik), hingga kesetaraan gender. Indeks Pembangunan 

Pemuda (IPP) merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran mengenai 

status pembangunan pemuda berdasarkan 3 aspek, yaitu: 1). pembangunan individu, 

2). pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, dan (3) partisipasi dan diskriminasi 

Dalam kurun waktu Tahun 2015-2023, IPP Sulawesi Barat masih mengalami 

Fluktuasi. Jika dibandingkan Tahun 2015, IPP Sulawesi Barat tahun 2023 mengalami 

kenaikan yaitu dari 47,67 Poin menjadi 55,5 Poin. Pada Tahun 2020 merupakan angka 

terendah dalam 9 Tahun terakhir yaitu sebesar 47,33 Poin. Pada Tahun 2021 hingga 

Tahun 2023, IPP Sulawesi Barat kembali mengalami Kenaikan. Meskipun mengalami 

kenaikan, angka IPP Sulawesi Barat masih berada dibawah Nasional yang sebesar 

55,83 Poin pada Tahun 2023. 
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Grafik 2.43 Indeks Pembangunan Pemuda Sulawesi Barat Tahun 2015-2023 

 
Sumber: Laporan IPP Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga 
Tahun 2015-2023 

 

2.2.2.6. Indeks Pembangunan Kebudayaan 

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) telah dirancang berdasarkan kerangka 

kerja Culture Development Indicators (CDIs) yang dikembangkan oleh UNESCO. 

Dalam kerangka ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan terdiri dari 31 indikator yang 

dikelompokkan ke dalam tujuh dimensi yang diadopsi secara global. Dimensi-dimensi 

tersebut mencakup Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi 

Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, Dimensi Budaya Literasi, dan 

Dimensi Gender. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) berperan sebagai alat ukur 

pencapaian dalam pembangunan kebudayaan bagi pemerintah pusat dan daerah. 

Fungsi ini tidak hanya memandu perencanaan pembangunan, tetapi juga memantau 

kinerja program yang tengah berjalan. 

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Ristek 

bahwa Skor IPK Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari 46,90 Poin di 

2018 menjadi 48,41 Poin di 2019. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan 

hampir seluruh dimensi, kecuali Dimensi Gender yang sedikit mengalami penurunan 

dari 59,19 Poin ke 57,46 Poin. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya memiliki skor 

tertinggi. Sebaliknya, Dimensi Ekonomi Budaya menjadi yang terendah. 

Pada periode Pandemi Covid-19, Nilai IPK Provinsi Sulawesi Barat mengalami 

penurunan dua Tahun berturut-turut hingga titik terendahnya di Tahun 2021, dengan 

nilai IPK menjadi 45,86 Poin. Selama periode Covid, beberapa dimensi masih mampu 
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untuk tumbuh di 2020. Bahkan, peningkatan skor Dimensi Budaya Literasi mampu 

tumbuh lebih dari 3 poin. Lain halnya Dimensi Pendidikan yang sejak awal pandemi 

mengalami penurunan dari 66,72 Poin menjadi 61,63 Poin. Di Tahun 2021, mayoritas 

dimensi mengalami kontraksi. Dimensi Ekspresi Budaya turun lebih dari 12 poin. 

Dimensi Warisan Budaya menjadi salah satu komponen IPK yang tetap tumbuh 

bersama dengan Dimensi Ekonomi Budaya. 

Skor IPK Sulawesi Barat pada 2022 mengalami peningkatan menjadi 49,48 Poin 

dan menjadi skor tertinggi pada periode Tahun 2018-2022. Seluruh dimensi 

mengalami peningkatan dibandingkan Tahun sebelumnya. Peningkatan paling 

signifikan adalah Dimensi Ekonomi Budaya yang naik lebih dari 14 poin. Sejak Tahun 

pertama IPK dirilis, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya memimpin skor tertinggi. Hal 

tersebut konsisten hingga Tahun kelima perhitungan IPK. Secara keseluruhan IPK 

Sulawesi Barat dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022 selalu berada dibawah Nasional. 

 

Grafik 2.44 Indeks Pembangunan Kebudayaan Sulawesi Barat Tahun 2018-2022 

 
Sumber: https://ipk.kemdikbud.go.id/, diakses Tahun 2024 

 

Tabel 2.25 Indeks Pembangunan Kebudayaan Sulawesi Barat menurut Dimensi 
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D1  Ekonomi Budaya 3,72 4,83 1,81 7,03 21,41 

D2  Pendidikan 65,54 66,72 61,63 61,22 62,13 

D3  Ketahanan Sosial Budaya 76,72 78,28 79,4 71,52 73,00 

D4  Warisan Budaya 29,54 31,49 29,87 35,84 37,75 

D5  Ekspresi Budaya 32,56 34,13 34,14 21,88 30,29 
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D6  Budaya Literasi 44,77 47,71 51,07 47,61 50,90 

D7  Gender 59,19 57,46 55,25 53,97 55,11 

IPK Provinsi 46,90 46,9 48,41 47,14 49,48 

Sumber: https://ipk.kemdikbud.go.id/, diakses Tahun 2024 

 

2.2.2.7. Stunting 

Penanganan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan Nasional 

dan masih tetap menjadi prioritas dalam jangka panjang. Dalam dokumen RPJMN 

2020-2024, pemerintah menargetkan penurunan stunting dari 30,8 persen pada Tahun 

2008 menjadi 19,00 persen pada Tahun 2024. Namun demikian, dalam Musrenbang 

RKP 2021 pada Bulan April 2020, Presiden menargetkan penurunan stunting ke angka 

14 persen pada Tahun 2024. Stunting juga masuk dalam prioritas pembangunan 

jangka panjang Nasional Tahun 2025-2045. 

Dalam upaya penanganan stunting, Provinsi Sulawesi Barat termasuk daerah 

yang menjadi prioritas Nasional karena angka prevalensi stunting-nya termasuk salah 

satu yang paling tinggi secara Nasional. Berdasarkan hasil SSGI, Tahun 2019, 

prevalensi stunting Provinsi Sulawesi Barat sempat mencapai angka 40,30 persen, 

menunjukkan bahwa dari 100 orang balita di Provinsi Sulawesi Barat, terdapat 40 

orang yang mengalami stunting.  Angka itu mengalami penurunan Tahun 2021 

menjadi 33,80 persen. Penurunan tersebut tak berlanjut di Tahun 2022, karena alih-

alih turun, prevalensi stunting Provinsi Sulawesi Barat justru mengalami kenaikan 

menjadi 35 persen sedangkan pada Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 30% 

persen  

Salah satu penyebab tingginya angka stunting di Provinsi Sulawesi Barat adalah 

tingginya pernikahan dini. Menurut pemerintah dan pemerintah daerah, angka 

perkawinan anak di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun ke Tahun masih tinggi. Data 

terbaru Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan 

perkawinan anak usia 15 hingga 19 Tahun mencapai 1.347 kasus, pada periode 

Januari hingga Mei 2023. Angka perkawinan anak di Provinsi Sulawesi Barat kini 

mencapai 17,71 persen, jauh di atas rata-rata Nasional sebesar 9 persen. Dengan 

demikian, hampir seperlima anak perempuan usia 15 hingga 19 Tahun menikah 

sebelum usia dewasa, 19 Tahun ke atas. 
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Grafik 2.45 Prevalensi Stunting Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 (%) 

 

Sumber: Hasil SSGI 

 

Kenaikan angka prevalensi stunting Tahun 2022 menempatkan Provinsi 

Sulawesi Barat sebagai provinsi dengan prevalensi kedua tertinggi di Indonesia 

setelah Nusa Tenggara Timur. Pada Tahun 2023 angka prevalensi stunting 

mengalami penurunan yaitu 30,3 % dan menjadikan Provinsi Sulawesi Barat turun ke 

peringkat 5 tertinggi setelah Papua, NTT, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. 

Angka prevalensi stunting Provinsi Sulawesi Barat jauh di atas angka Nasional yaitu 

21,5 persen.  

 

Grafik 2.46 Prevalensi Balita Stunting (Tinggi Badan Menurut Umur) Berdasarkan 
Provinsi Tahun 2023 

 

Sumber: Hasil SSGI 

 

40
.3

33
.8

35

30
.3

2019 2021 2022 2023



 

 
 
 

123  

Pemerintah dalam Dokumen Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak 

Kerdil (Stunting) menyebutkan dua intervensi penting untuk penanganan stunting yaitu 

intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik menyasar 

penyebab langsung stunting yang meliputi kurangnya asupan makanan dan gizi serta 

penyakit infeksi. Umumnya, intervensi ini dilakukan oleh sektor kesehatan. Dalam 

intervensi ini, ada tiga kelompok intervensi yaitu Intervensi prioritas, yaitu intervensi 

yang diidentifikasi memiliki dampak langsung pada pencegahan stunting dan ditujukan 

untuk menjangkau semua sasaran prioritas; Intervensi pendukung, yaitu intervensi 

yang berdampak secara tidak langsung pada pencegahan stunting melalui mekanisme 

perbaikan gizi dan kesehatan, yang dilakukan setelah intervensi prioritas terpenuhi; 

dan Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu, yaitu intervensi yang diberikan kepada 

kelompok sasaran tertentu sesuai dengan kondisi, termasuk saat darurat bencana 

(program gizi darurat). 

Intervensi gizi sensitif mencakup: (a) Ketahanan pangan (Peningkatan akses dan 

kualitas pelayanan gizi dan kesehatan); (b) Peningkatan akses pangan bergizi; (c) 

Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; dan (d) 

Peningkatan penyediaan air bersih, air minum, dan sarana sanitasi. Sasaran intervensi 

gizi sensitif adalah keluarga dan masyarakat umum. Intervensi gizi sensitif umumnya 

dilaksanakan di luar sektor kesehatan melalui berbagai program dan kegiatan. Selain 

dua intervensi tersebut, bersinergi dalam penanganan stunting juga tak kalah penting. 

Selama ini penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif mulai dari pusat, 

daerah hingga tingkat desa belum konvergen, baik dari proses perencanaan dan 

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, maupun evaluasi. Hal itu disebabkan 

salah satunya karena lemahnya sinergi antar stakeholders. 

 

2.3. Aspek Daya Saing Daerah 

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah  

2.3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto 

Salah satu indikator yang digunakan untuk memberi gambaran makro mengenai 

kemajuan suatu wilayah adalah dengan memperhatikan perubahan PDRB, baik atas 

dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). Seiring 

dengan pertumbuhan penduduk, nilai PDRB ADHB menunjukkan peningkatan yang 
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signifikan dari tahun ke tahun. Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat 2023 yang 

diukur dengan PDRB ADHB mencapai Rp 58,55 Triliun dan PDRB ADHK mencapai 

Rp 39,53 Triliun. Selama kurang lebih 13 tahun terakhir, PDRB ADHB dan ADHK 

masing-masing meningkat sebesar Rp 36,88 Triliun dan Rp 16,47 Triliun.  

Pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan perkembangan aktivitas 

perekonomian di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Semakin tinggi 

pertumbuhan ekonomi menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas 

perekonomian. Akan tetapi tingginya capaian pertumbuhan ekonomi hendaknya dapat 

mencerminkan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti ketersediaan 

lapangan kerja, perkembangan indeks harga yang relatif terkontrol dan sebagainya. 

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat selama 13 tahun 

terakhir menunjukkan perkembangan aktivitas perekonomian yang semakin baik. 

 

Grafik 2.47 Nilai PDRB Sulawesi Barat Tahun 2010-2023 (dalam Rp Triliun) 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 
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Grafik 2.48 Struktur Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 

 

Grafik 2.49 Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap total PDRB Provinsi Sulawesi 
Barat tahun 2010 – 2023 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 
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Di tahun 2023, struktur ekonomi Provinsi Sulawesi Barat masih ditopang oleh 

sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 44,72 persen, industri pengolahan 

sebesar 11,16 persen, dan perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan 

sepeda motor sebesar 9,94 persen. Sektor pertanian masih mendominasi 

perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat namun mengalami tren penurunan dimana 

pada tahun 2010 sektor pertanian berkontribusi sebesar 47 persen. Di sisi lain, sektor 

industri pengolahan menunjukkan trend peningkatan dimana pada tahun 2010 hanya 

berkontribusi sebesar 8,79 persen. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi 

pergeseran jenis usaha di masyarakat dan diharapkan proses industrialisasi dapat 

terus berkembang di Provinsi Sulawesi Barat. 

Berdasarkan kabupaten, Polewali Mandar merupakan kabupaten yang memiliki 

kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Barat, yaitu 

sebesar 27,46 persen di tahun 2023 disusul Kabupaten Pasangkayu sebesar 24,69 

persen. Kabupaten Mamasa memiliki kontribusi terendah yakni sebesar 5,96 persen. 

Kabupaten Pasangkayu walaupun bukan merupakan kabupaten dengan kontribusi 

terbesar namun hingga tahun 2023 kontribusinya terhadap PDRB menunjukkan trend 

peningkatan dibanding daerah lain yang cenderung mengalami penurunan kontribusi 

dari tahun ke tahun. 

2.3.1.2. PDRB Per Kapita 

Indikator kesejahteraan suatu daerah adalah angka pendapatan per kapita yang 

merupakan ukuran yang paling dapat diandalkan untuk melihat tingkat kesejahteraan 

suatu daerah. Ini dimungkinkan karena pendapatan per kapita telah mencakup faktor 

jumlah penduduk sehingga secara langsung menunjukkan tingkat kemakmuran 

penduduk secara rata-rata, sementara komponen pendapatan lainnya seperti GNP, 

GDP, dan lain sebagainya belum menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat 

secara langsung karena tidak memperhitungkan faktor jumlah penduduk. 
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Grafik 2.50 Pendapatan Perkapita Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional tahun 
2005 – 2023 (Juta Rupiah) 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 

 

Pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ke tahun terus 

mengalami kenaikan walaupun masih berada di bawah rata-rata Nasional. Pada tahun 

2005 pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Barat hanya sebesar Rp 4,43 juta dan 

kemudian delapan kali lipat menjadi Rp 39,5 juta pada tahun 2023. Meski demikian, 

angka ini berada jauh dibawah angka Nasional yang telah mencapai Rp 75,0 juta. 

Rasio pendapatan per kapita antara Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional tahun 2010 

sebesar 51,25 persen kemudian meningkat menjadi 52,71 persen tahun 2023. 

Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi 

Barat meningkat lebih cepat dibandingkan Nasional. 
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indeks pembangunan ekonomi inklusif. 
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Grafik 2.51 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Sulawesi Barat dan 
Nasional Tahun 2010-2022 

Sumber: Bappenas RI 

 
Jika merujuk pada data yang tersedia, pembangunan ekonomi di Provinsi 

Sulawesi Barat cenderung semakin inklusif. Setidaknya ini bisa diamati dari Indeks 

pembangunan ekonomi inklusif Provinsi Sulawesi Barat yang terus meningkat. Pada 

tahun 2011, indeks pembangunan ekonomi inklusif Provinsi Sulawesi Barat baru 

mencatat angka 4,23, kemudian bergerak naik menjadi 5,67 pada tahun 2021. Namun 

demikian, capaian ini masih berada di bawah angka Nasional yang telah mencatat 

angka 6,00 pada tahun 2021. 

2.3.1.4. Indeks Ekonomi Hijau 

Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang 
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lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan 

kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur 

progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, 

representatif, dan akurat.  

Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili 3 
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lingkungan (6 indikator). Indikator ekonomi terdiri dari 6 (enam) indikator: intensitas 
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kerja industri dan jasa. Indikator sosial terdiri dari 4 (empat) indikator: rata-rata lama 

sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. 
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Indikator lingkungan terdiri dari 6 (enam) indikator: tutupan hutan, energi baru 

terbarukan, kualitas air permukaan, kualitas udara, penurunan emisi, dan lahan 

gambut terdegradasi. Hasil akhir dari perhitungan Indeks Ekonomi Hijau provinsi 

diklasifikasikan menjadi 6 kategori berikut: 

● Kategori buruk pada rentang nilai (0,00 – 25,00) 

● Kategori sedang tier 1 pada rentang nilai (25,01 – 37,50) 

● Kategori sedang tier 2 pada rentang nilai (37,51 – 50,00) 

● Kategori baik tier 1 pada rentang nilai (50,01 – 62,50) 

● Kategori baik tier 2 pada rentang nilai (62,51 – 75,00) 

● Kategori sangat baik pada rentang nilai (75,01 – 100) 

Dalam kurun waktu Tahun 2015 hingga Tahun 2023, Indeks Ekonomi Hijau 

Sulawesi Barat masih berfluktuatif. Namun jika dibandingkan Tahun 2015, Indeks 

Ekonomi Hijau Sulawesi Barat Tahun 2023 mengalami Peningkatan dari 52,18 Poin 

menjadi 62,26 Poin. Dalam kurun waktu tersebut, Indeks Ekonomi Hijau Sulawesi 

Barat stabil berada pada kategori baik, kecuali pada tahun 2016, Tahun 2018, dan 

Tahun 2021 berada pada kategori sedang. 

 
Grafik 2.52 Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2023 

 

Sumber : Bappenas RI, diolah oleh Tim Penyusun 

 
Pada Tahun 2023, Indeks Ekonomi Hijau Sulawesi Barat sebesar 62,27 Poin. 

Skor pilar lingkungan sebesar 63,36 Poin atau dalam kategori Baik. Skor pilar ekonomi 

sebesar 65,63 atau berada pada kategori Baik, dan skor pilar Sosial sebesar 54,48 

Poin atau dalam kategori baik. 
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Tabel 2.26 Indikator Indeks Ekonomi Hijau Sulawesi Barat Tahun 2023 

Pilar No. Indikator Unit 
Tren 

positif 

Nilai Tahunan 
Skor 

Indeks 

2023 2023 

Lingkungan 

1 
Persentase luas tutupan hutan 
dari luas daratan 

% Naik 49,16 52,51 

2 
Bauran energi baru terbarukan 
dari sumber energi primer 

% Naik 22,63 53,88 

3 
Kualitas air permukaan pada 
parameter BOD 

mg/l Turun 3,84 54,00 

4 
Persentase lahan gambut 
terdegradasi (penurunan tutupan 
gambut) 

% Turun 12,42 96,33 

5 
Kualitas udara pada parameter 
NO2 

µg/m3 Turun 5,37 92,84 

6 
Persentase penurunan emisi 
kumulatif dari baseline 

% Naik 30,03 30,61 

  SKOR PILAR LINGKUNGAN:       63,36 

Ekonomi 

7 Intensitas emisi 
Ton CO2e/ 

Milyar Rupiah 
(2010) 

Turun 32,84 95,96 

8 Intensitas energi final 
BOE/Milyar 

Rupiah (2010) 
Turun 85,86 63,13 

9 
Pendapatan Regional Domestik 
Bruto (PDRB) per kapita 

USD/kapita Naik 2537,83 44,98 

10 

Produktivitas pertanian (padi, 
kelapa sawit, perikanan 
budidaya) 

      42,71 

a. Produktivitas padi Ton/Ha/tahun Naik 4,97 74,34 

b. Produktivitas kelapa sawit Ton/Ha/tahun Naik 3,50 49,94 

c. Produktivitas perikanan 
budidaya 

Ton/Ha/tahun Naik 3,62 3,86 

11 
Produktivitas tenaga kerja sektor 
industri 

Rupiah 
(2010)/orang 

Naik 142651778,11 85,32 

12 
Produktivitas tenaga kerja sektor 
jasa 

Rupiah 
(2010)/orang 

Naik 82770655,07 61,68 

  SKOR PILAR EKONOMI:       65,63 

Sosial 

13 Rata-rata lama sekolah Tahun Naik 8,13 61,30 

14 Angka harapan hidup Tahun Naik 66,06 44,24 

15 Tingkat kemiskinan % Turun 11,49 12,38 

16 Tingkat pengangguran % Turun 2,27 100,00 

  SKOR PILAR SOSIAL:       54,48 

SKOR INDEKS EKONOMI HIJAU    62,27 

Sumber: Bappenas, diolah oleh tim penyusun 
Keterangan: 

0 – 25 Buruk 25 - 50 Sedang 50 - 75 Baik 75 - 100 Sangat Baik 
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2.3.1.5. Rasio Kewirausahaan 

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang 

berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja 

daerah pada Tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar 

adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang 

buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja 

adalah penduduk usia kerja (15 Tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan 

namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengusaha yang berusaha 

dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut 

tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, 

semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. 

Pada Tahun 2019, Indeks Kewirausahaan Sulawesi Barat berada di angka 1,79 

Persen. Pada Tahun berikutnya, 2020, indeks ini mengalami peningkatan 

menjadi 2,10 Persen, yang merupakan puncak tertinggi dalam periode lima Tahun ini. 

Namun, pada Tahun 2021, indeks ini mengalami penurunan hingga mencapai titik 

terendah di 1,18 Persen. Pada Tahun 2022, indeks sedikit menurun menjadi 1,11 

Persen, sebelum akhirnya naik kembali ke 1,76 Persen pada Tahun 2023. Perubahan 

ini mencerminkan fluktuasi dalam aktivitas kewirausahaan selama lima Tahun terakhir, 

yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan kebijakan. 

 

Grafik 2.53 Indeks Kewirausahaan Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 

 
Sumber : sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2024, diolah 
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2.3.2. Daya Saing SDM  

2.3.2.1. Indeks Pendidikan 

Indeks pendidikan merupakan salah satu variabel pembangunan manusia yang 

digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan. Kualitas sumber daya manusia 

(SDM) yang tercermin dalam indeks pendidikan sangat menentukan tingkat 

produktivitas suatu bangsa. 

 

Tabel 2.27 Indeks Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 – 2024 

Uraian 2021 2022 2023 2024 

Indeks Pendidikan     

1 Rata-rata Lama Sekolah 7,96 8,08 8,13 - 

2 Harapan Lama Sekolah 12,86 12,87 12,88 - 

3 Melek Huruf 90,54 99,76 99,84 - 

4 Literasi:     

 SMA N/S 1.65 1,67 46,74 59,19 

 SMK N/S ,65 1,65 31,11 47,2 

5 Numerasi:     

 SMA N/S 1,61 1,59 36,19 55,46 

 SMK N/S 1,56 1,59 26,83 46,64 

6 SMA N/S     

 Iklim Keamanan Sekolah Belum diukur 2,17 68,58 70,89 

 Iklim Kebhinekaan Belum diukur 2,01 67,01 73,03 

 Inklusifitas Belum diukur 1,77 55,12 56,00 

7 SMK N/S     

 Iklim Keamanan Sekolah Belum diukur 2,02 66,13 68,17 

 Iklim Kebhinekaan Belum diukur 2,07 64,93 67,73 

 Inklusifitas Belum diukur 1,08 53,96 53,39 

8 Penyerapan Lulusan SMK 31,83 28,94 82,39 85,74 

9 Kepuasan Dunia Kerja 57,01 57,01 57,01 46,21 

10 APS 4-18 36,04 - 15,48 20,51 

11 APS 16-18 71,22 - 70,88 71,57 

12 APS 5-6 - - 78,07 81,95 

13 APS 7-15 - - 95,41 95,57 

 

2.3.2.2. Angka Literasi/Numerasi 

Angka literasi dan numerasi adalah indikator yang mengukur kemampuan dasar 

seseorang dalam hal membaca, menulis, dan memahami angka. Ini sangat penting 

dalam dunia pendidikan, terutama untuk menilai keterampilan siswa dalam memahami 

teks (literasi) dan melakukan perhitungan atau pemahaman kuantitatif (numerasi). 

Angka Literasi Merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, 

menggunakan, dan menganalisis teks. Literasi bukan hanya kemampuan membaca, 

tetapi juga mencakup pemahaman dan kemampuan berpikir kritis dalam menafsirkan 



 

 
 
 

133  

informasi yang ada dalam teks. Pada siswa, angka literasi diukur untuk mengetahui 

seberapa baik mereka dalam memahami bacaan dan menerapkannya dalam konteks 

sehari-hari. 

Angka Numerasi Mengukur kemampuan siswa dalam memahami dan 

menggunakan konsep-konsep matematika dasar, seperti operasi angka, pengukuran, 

dan pemecahan masalah sederhana. Numerasi tidak hanya melibatkan perhitungan 

matematis, tetapi juga keterampilan untuk menerapkan konsep angka dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti memahami grafik, statistik, atau perbandingan. Secara 

keseluruhan, angka literasi dan numerasi digunakan untuk melihat seberapa siap 

seseorang dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari yang memerlukan 

pemahaman teks dan keterampilan matematika dasar. Di sekolah, indikator ini juga 

berfungsi sebagai salah satu alat evaluasi kualitas pendidikan dan perkembangan 

kemampuan siswa dalam dua bidang yang sangat mendasar tersebut. 

 

Tabel 2.28 Angka Literasi/Numerasi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 – 2024 

Uraian 2021 2022 2023 2024 

Angka Literasi/Numerasi     

Literasi :     

SMA N/S 1.65 1,67 46,74 59,19 

SMK N/S ,65 1,65 31,11 47,2 

Numerasi :     

SMA N/S 1,61 1,59 36,19 55,46 

SMK N/S 1,56 1,59 26,83 46,64 

 

Berdasarkan data yang ditampilkan, berikut adalah narasi mengenai angka 

literasi dan numerasi untuk siswa SMA (Sekolah Menengah Atas) dan SMK (Sekolah 

Menengah Kejuruan) dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, angka literasi 

berada di angka 1,65 dan sedikit meningkat menjadi 1,67 pada tahun 2022. Kemudian, 

terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2023 menjadi 46,74. Pada tahun 2024, 

angka ini terus meningkat tajam menjadi 59,19. Sedangkan pada tahun 2021, angka 

literasi di SMK N/S berada pada 0,65 dan naik menjadi 1,65 pada tahun 2022. Di tahun 

2023, angka ini mengalami kenaikan yang signifikan ke 31,11. Pada tahun 2024, 

angka literasi SMK N/S kembali meningkat menjadi 47,2. 
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Angka Numerasi di tahun 2021, mencapai 1,61 dan menurun sedikit menjadi 

1,59 pada tahun 2022. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan tajam ke 36,19. Pada 

tahun 2024, angka ini meningkat lagi menjadi 55,46. Sedangkan untuk SMK Pada 

tahun 2021, angka numerasi berada di 1,56 dan stabil di 1,59 pada tahun 2022. Tahun 

2023 menunjukkan kenaikan signifikan hingga 26,83. Di tahun 2024, angka ini terus 

meningkat menjadi 46,64. 

Secara keseluruhan, baik angka literasi maupun numerasi di tingkat SMA dan 

SMK mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2021 hingga 2024. Peningkatan ini 

terutama terlihat jelas mulai tahun 2023, menunjukkan adanya upaya atau kebijakan 

yang berdampak pada perbaikan kemampuan literasi dan numerasi siswa di kedua 

jenjang pendidikan tersebut. 

 

2.3.2.3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 

Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional 

menggambarkan usaha yang telah dilaksanakan pemerintah baik di tingkat nasional 

maupun daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana 

belajar sepanjang hayat dalam mencapai budaya literasi masyarakat. Nilai IPLM 

nasional akan menjadi bahan evaluasi dalam mengukur sejauh mana upaya yang 

telah dilaksanakan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam meningkatkan 

pembangunan literasi Masyarakat. IPLM dibentuk dari tujuh Unsur Pembangunan 

Literasi Masyarakat yang terdiri dari Pemerataan Layanan Perpustakaan, 

Ketercukupan Koleksi Perpustakaan, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat 

Kunjungan Masyarakat/hari, Perpustakaan yang Dibina sesuai SNP, Keterlibatan 

Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan dan Anggota Perpustakaan. 

Pada Tahun 2022, IPLM Sulawesi Barat berada di angka 41,36 poin (Kategori 

rendah). Pada Tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan di Sulawesi Barat dengan 

IPLM mencapai 62,73 Poin atau masuk dalam kategori sedang namun masih dibawah 

capaian Nasional yaitu 69,42 poin. Peningkatan yang lebih tajam di Sulawesi Barat 

menunjukkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan literasi di wilayah tersebut, 

meskipun masih ada kesenjangan dibandingkan dengan rata-rata nasional. Hal ini 

mencerminkan kemajuan yang signifikan dan potensi untuk terus meningkatkan literasi 

di masa depan. 
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Grafik 2.54 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Sulawesi Barat 
Tahun 2022-2023 

Sumber: Publikasi Perpustakaan Nasional Laporan Akhir IPLM Tahun 2022-2023 

 
Tabel 2.29 Rekapitulasi UPLM per Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat tahun 

2023 

PROVINSI/KAB UPLM1 UPLM2 UPLM3 UPLM4 UPLM5 UPLM6 UPLM7 
SKOR 
IPLM 

SULAWESI BARAT 0,3323 0,4918 0,8656 0,0540 0,6475 1,0000 1,0000 62,73 

Majene 0,9927 0,3293 1,0000 0,0443 0,8801 1,0000 1,0000 74,95 

Mamasa 0,1199 0,3636 0,3604 0,2421 0,3350 1,0000 1,0000 48,87 

Mamuju 0,2888 0,2117 0,1838 0,0436 0,9503 1,0000 1,0000 52,54 

Mamuju Tengah 0,3523 0,3858 0,1428 0,0375 0,2552 1,0000 1,0000 45,34 

Mamuju Utara 0,3553 0,0951 0,0252 0,0038 0,0000 1,0000 0,6621 30,59 

Polewali Mandar 0,1993 0,9474 0,1223 0,0243 0,5972 0,1545 1,0000 43,50 

Sumber: Publikasi Perpustakaan Nasional Laporan Akhir IPLM Tahun 2023 

 

Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Sulawesi Barat 

untuk Tahun 2023 berdasarkan kabupaten menunjukkan variasi yang signifikan antar 

kabupaten. Dua Kabupaten dengan pencapaian IPLM tertinggi yaitu Kabupaten 

Majene 74,95 Poin dan Kabupaten Mamuju 52,54 Poin, sedangkan dua kabupaten 

dengan pencapaian IPLM terendah yaitu Kabupaten Mamuju Utara 30,59 Poin dan 

Kabupaten Polewali Mandar 43,50 Poin. 
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Grafik 2.55 Skor IPLM menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2023 

 

Sumber: Publikasi Perpustakaan Nasional Laporan Akhir IPLM Tahun 2023 

 

2.3.2.4. Indeks Literasi Digital 

Indeks Literasi Digital adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai 

kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 

secara efektif dan aman. Di Indonesia, pengukuran indeks ini dilakukan berdasarkan 

empat pilar utama yaitu Digital Skill (Keterampilan Digital), Digital Ethics (Etika Digital), 

Digital Safety (Keamanan Digital), dan Digital Culture (Budaya Digital). Setiap pilar 

memiliki peran penting dalam membentuk literasi digital yang komprehensif: 

1. Keterampilan Digital: Mengukur kemampuan individu dalam menggunakan 

perangkat digital dan aplikasi untuk berbagai keperluan, seperti pekerjaan, 

pendidikan, dan komunikasi. 

2. Etika Digital: Menilai pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip etika dalam 

penggunaan teknologi, termasuk privasi, hak cipta, dan perilaku online yang 

baik. 

3. Keamanan Digital: Mengukur kesadaran dan tindakan individu dalam menjaga 

keamanan data pribadi dan menghindari ancaman cyber. 

4. Budaya Digital: Menilai sejauh mana teknologi digital telah terintegrasi dalam 

kehidupan sehari-hari dan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan 

perubahan teknologi. 

Indeks Literasi Digital Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan sebesar 

0,24 poin pada Tahun 2021. Meskipun demikian, provinsi ini tetap berupaya 
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meningkatkan literasi digital masyarakatnya melalui berbagai program dan inisiatif. 

Penurunan skor ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi 

oleh masyarakat Sulawesi Barat dalam meningkatkan literasi digital mereka. Beberapa 

faktor yang mungkin mempengaruhi penurunan ini termasuk akses yang terbatas ke 

teknologi, kurangnya pelatihan dan pendidikan digital, serta kesadaran yang rendah 

tentang pentingnya keamanan digital. 

 

Tabel 2.30 Besar Indeks Literasi Digital berdasarkan Provinsi di Indonesia 2021-
2022 

Peringkat 
Tahun 2022 Tahun 2021 

Provinsi Indeks Provinsi Indeks 

1 DI Yogyakarta 3,64 DI Yogyakarta 3,71 

2 Kalimantan Barat 3,64 Kepulauan Riau 3,68 

3 Kalimantan Timur 3,62 Kalimantan Timur 3,62 

4 Papua Barat 3,62 Sumatra Barat 3,61 

5 Jawa Tengah 3,61 Gorontalo 3,61 

6 Kalimantan Tengah 3,60 Papua Barat 3,61 

7 Jawa Barat 3,60 Nusa Tenggara Timur 3,60 

8 DKI Jakarta 3,59 Kalimantan Barat 3,58 

9 Kep. Riau 3,59 Aceh 3,57 

10 Jawa Timur 3,58 Kalimantan Utara 3,57 

11 Sulawesi Tenggara 3,57 Sulawesi Barat 3,57 

12 Papua 3,55 Kepulauan Bangka Belitung 3,57 

13 Bengkulu 3,55 Jawa Timur 3,55 

14 Maluku 3,54 Sulawesi Utara 3,53 

15 Jambi 3,54 Lampung 3,52 

 Skor Indeks 2021 3,54 Skor Indeks 2022 3,49 

Sumber: Kominfo, Publikasi Status Literasi Digital di Indonesia Tahun 2021-2022 

 

2.3.2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran yang menunjukkan 

proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar kerja, baik yang sudah bekerja 

maupun yang sedang mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

sering digunakan untuk menilai seberapa banyak orang dalam kelompok usia kerja 

yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK) juga mengukur seberapa besar partisipasi penduduk usia kerja (15 tahun ke 

atas) dalam kegiatan produktif adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), 

semakin tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), maka semakin tinggi pula 
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partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan produktif, sehingga semakin besar 

potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Dalam kurun waktu Tahun 2017 hingga Tahun 2023, tingkat partisipasi angkatan 

kerja Sulawesi Barat masih mengalami tren kenaikan yang stabil kecuali pada tahun 

2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 hingga tahun 2022, Tingkat partisipasi 

Sulawesi Barat mengalami kenaikan tren dari 66,96 persen pada tahun 2017 menjadi 

73 persen pada tahun 2022. Namun, pada Tahun 2023, terjadi sedikit penurunan 

menjadi 71,05 Persen, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi atau sosial. 

Perubahan ini mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja di Sulawesi Barat selama 

Tujuh Tahun terakhir. Kondisi Tingkat partisipasi angkatan kerja Sulawesi Barat 

berada dibawah Nasional kecuali pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang sempat 

berada diatas Nasional. 

 

Grafik 2.56 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sulawesi Barat Tahun 2017-2023 

 
Sumber: sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2024 

 

2.3.2.6. Angka Ketergantungan 

Angka beban tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara 

penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 Tahun dan 65 Tahun ke atas) dengan usia 

produktif (antara 15 sampai 64 Tahun). Angka ini menjadi parameter penting untuk 

mengukur seberapa besar beban penduduk usia produktif dalam menanggung 

kehidupan penduduk usia belum dan tidak produktif.  

Dalam kurun waktu Tahun Tahun 2012 hingga Tahun 2022, angka beban 

tanggungan Provinsi Sulawesi Barat stabil mengalami penurunan kecuali pada Tahun 
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2023 yang mengalami sedikit kenaikan. pada Tahun 2012 angka beban tanggungan 

Provinsi Sulawesi Barat sebesar 64,03 Persen yang menunjukkan bahwa setiap 100 

Orang penduduk usia produktif harus menanggung 64 Orang penduduk usia belum 

dan tidak produktif mengalami penurunan menjadi 49,5 Persen pada Tahun 2022. 

Namun mengalami sedikit kenaikan pada Tahun 2023 menjadi 49,53 Persen. 

 

Grafik 2.57 Angka Beban Tanggungan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2023 

 
Sumber: sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2024 

 

Rasio ketergantungan yang rendah diinginkan oleh semua negara/daerah karena 

itu menunjukkan bahwa ada proporsional lebih banyak orang dewasa usia kerja yang 

dapat mendukung penduduk yang belum atau tak lagi bekerja (pensiun). Hal ini pada 

gilirannya menguntungkan sistem perawatan kesehatan dan program pensiun negara-

negara dengan beban ketergantungan rendah. Selain itu, beban tanggungan juga 

berbanding terbalik dengan produktivitas penduduk usia kerja, semakin rendah beban 

tanggungan maka semakin tinggi produktivitas. 

 

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur  

2.3.3.1. Indeks Infrastruktur 

Secara konseptual, Indeks Infrastruktur diperoleh dari lima indikator komposit, 

yaitu persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap, persentase rumah tangga yang 

memiliki akses terhadap air minum layak, persentase rumah tangga yang memiliki 
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akses terhadap listrik, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap 

jaringan telekomunikasi (akses internet), dan persentase rumah tangga yang memiliki 

sanitasi. Di dalam perhitungan Indeks Infrastruktur, semua indikator memiliki bobot 

yang sama sehingga nilai Indeks Infrastruktur diperoleh dari penjumlahan angka 

kelima indikator lalu kemudian dibagi lima. 

Selama periode 2019-2023, Indeks Infrastruktur Provinsi Sulawesi Barat 

menunjukkan peningkatan secara konsisten. Indeks Infrastruktur bergerak naik dari 

68,38 pada Tahun 2019 menjadi 77,94 pada Tahun 2023. Peningkatan paling 

signifikan terjadi pada Tahun 2021 akibat adanya peningkatan berarti pada beberapa 

indikator, yaitu persentase panjang jalan dalam kondisi mantap, persentase rumah 

tangga yang memiliki akses terhadap listrik, dan persentase rumah tangga yang 

memiliki akses terhadap jaringan telekomunikasi (akses internet). 

 

Tabel 2.31 Indeks Infrastruktur menurut Komposit Provinsi Sulawesi Barat Tahun 
2019-2023 

No Indikator Infrastruktur 2019 2020 2021 2022 2023 Sumber data 

1 Persentase panjang jalan 
dalam kondisi mantap 

37,24 38,58 42,18 41,37 45,84 Dinas PUPR 
Prov. Sulbar 

2 Persentase RT yang memiliki 
akses terhadap air minum 
layak 

74,14 75,79 78,35 78,98 79,86 BPS Sulawesi 
Barat 

3 Persentase RT yang memiliki 
akses terhadap listrik 

98,03 87,80 99,14 99,32 98,71 Dinas ESDM 
Prov. Sulbar 

4 Persentase RT yang memiliki 
akses terhadap jaringan 
telekomunikasi (akses 
internet) 

59,09 66,03 75,32 82,09 84,56 Buku Statistik 
Indonesia 

5 Persentase RT yang memiliki 
sanitasi 

73,39 77,07 80,12 78,88 80,73 BPS Sulawesi 
Barat 

 Indeks Infrastruktur 68,38 69,05 75,02 76,128 77,94  

Catatan: Indeks Infrastruktur dihitung oleh Tim Penyusun 

 

Masih rendahnya Indeks Infrastruktur di Provinsi Sulawesi Barat terutama 

disebabkan oleh rendahnya indikator persentase panjang jalan dalam kondisi mantap 

yang baru mencapai 45,84 persen pada Tahun 2023, yang juga sekaligus menjadi 

indikator dengan nilai terendah dari lima indikator komposit. Sedangkan indikator 

persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap listrik merupakan indikator 

dengan kinerja terbaik, yaitu mencapai 98,71 persen pada Tahun 2023. 
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2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi  

2.3.4.1. Angka Kriminalitas 

Kriminalitas termasuk bagian dalam aspek daya saing yang berkaitan dengan 

variabel-variabel pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi daerah. Penelitian 

yang dilakukan oleh Kurniawan dari Universitas Gadjah Mada dan Diky Bintang 

Prakoso dari Institut Pertanian Bogor menemukan kriminalitas dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Misalnya, kemiskinan dan aksesibilitas internet berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap tingkat kriminalitas, sementara pertumbuhan ekonomi, pengangguran 

terbuka dan setengah pengangguran, dan pelaporan dan penanganan polisi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas (Kurniawan, 2020).  Temuan Diky 

Bintang Prakoso (2016) mencatat bahwa provinsi dengan ketimpangan pendapatan 

yang tinggi, variabel tingkat ketidakamanan, PDRB perkapita konstan dan kepadatan 

penduduk berpengaruh positif terhadap angka kriminalitas sedangkan persentase 

penduduk miskin dan laju pertumbuhan untuk kelompok provinsi dengan ketimpangan 

tinggi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Pada kelompok 

provinsi dengan ketimpangan pendapatan rendah, variabel tingkat ketidakamanan dan 

PDRB per kapita konstan berpengaruh positif terhadap tingkat kriminalitas sedangkan 

variabel persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

negatif terhadap angka kriminalitas pada kelompok provinsi ini. 

 

Grafik 2.58 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Wilayah Polda Provinsi Sulawesi 
Barat Tahun 2019-2022 

 
Sumber: Buku Statistik Indonesia Tahun 2024 
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Publikasi Statistik Kejahatan yang diterbitkan oleh BPS mencatat jumlah 

kejahatan yang dilaporkan di Provinsi Sulawesi Barat di Tahun 2019 sebanyak 1.863 

laporan, tapi dua Tahun setelahnya stabil mengalami penurunan masing-masing di 

Tahun 2020 dan 2021 dengan jumlah laporan sebanyak 1.704 laporan dan 1.500 

laporan. Jumlah laporan kejahatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 termasuk tiga 

terendah di Indonesia bersama dengan Provinsi Maluku Utara dan Kalimantan Utara. 

Pada Tahun 2022 Jumlah laporan kejahatan Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 2.027 

Laporan. Secara Nasional, Sulawesi Barat merupakan salah satu dari tiga Polda 

dengan jumlah kejahatan paling sedikit. 

 

Grafik 2.59 Persentase Penyelesaian Kejahatan (Clearance Rate) di Provinsi 
Sulawesi Barat dan Indonesia Tahun 2019-2022 

 
Sumber: Buku Statistik Indonesia Tahun 2024 

 

Dari total kejahatan yang dilaporkan, sebagian besar sudah ditangani oleh 

pihak Kepolisian Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Hal itu dapat dilihat dari indikator 

persentase penyelesaian kejahatan (clearance rate) di Provinsi Sulawesi Barat yang 

mengalami kenaikan sepanjang Tahun 2019 hingga 2022. Tahun 2019 hingga 2021, 

tingkat penyelesaian kejahatan di Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan 

walaupun masih berada dibawah Nasional. menunjukkan bahwa lebih dari setengah 

laporan kejahatan yang masuk di kantor polisi berhasil diselesaikan. namun pada 

Tahun 2022 baik secara Nasional maupun Sulawesi Barat mengalami penurunan. 

Suatu tindak kejahatan dinyatakan sebagai kasus yang selesai di tingkat kepolisian, 
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1. Berkas perkaranya sudah siap untuk diserahkan atau telah diserahkan kepada 

kejaksaan; 

2. Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah 

ditentukan menurut undang-undang; 

3. Telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas plichmatigheid (kewajiban 

berdasarkan 

4. Kewenangan hukum); 

5. Kasus yang dimaksud tidak termasuk kompetensi kepolisian; 

6. Tersangka meninggal dunia; 

7. Kasus kadaluarsa. 

 

Tabel 2.32 Proporsi Kejadian Kejahatan di Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan 
Klasifikasi Kejahatan Tahun 2022 

No Klasifikasi Kejahatan 
Jumlah 

Kejahatan 
Persentase 

1 Kejahatan terhadap Nyawa 5 0,47 

2 Kejahatan terhadap Fisik/ Badan 287 27,00 

3 Kejahatan terhadap Kesusilaan 40 3,76 

4 Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang 9 0,85 

5 
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan 
Penggunaan Kekerasan 

4 0,38 

6 Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang 434 40,83 

7 Kejahatan Terkait Narkotika 138 12,98 

8 Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi 146 13,73 

  Total Kejahatan 1063 100,00 

Sumber : Buku Statistik Indonesia Tahun 2024 

 

Sebagian besar kasus kejahatan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat 

merupakan kasus kejahatan terhadap hak milik dengan penggunaan kekerasan 

seperti pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan kekerasan menggunakan 

senjata api (Senpi), dan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam 

(Sajam). Tahun 2022, proporsi kasus kejahatan terhadap hak milik dengan 

penggunaan kekerasan mencapai 40,83 persen dari total kasus kejadian kejahatan 

atau setara dengan 1063 kejadian kejahatan. Tiga kasus kejahatan yang proposinya 

juga relatif tinggi adalah kejahatan terhadap fisik/badan, penipuan, penggelapan, dan 
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korupsi, dan Narkotika. Ketiga kasus ini berkontribusi masing-masing 27 persen, 13,73 

persen, dan 12,98 persen terhadap total kejadian kejahatan di Provinsi Sulawesi Barat.  

2.3.4.2. Indeks Demokrasi 

Indeks Demokrasi Provinsi adalah sebuah alat pengukuran yang digunakan 

untuk mengevaluasi tingkat demokrasi dalam sebuah negara. Indeks ini 

menggambarkan seberapa baik sebuah negara menjalankan prinsip-prinsip 

demokrasi, termasuk kebebasan sipil, proses pemilihan umum yang adil, pengakuan 

hak asasi manusia, kebebasan media, dan partisipasi politik masyarakat. Pada Tahun 

2023 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Naik menjadi 74,55 Poin 

dari 74,03 poin dari Tahun 2022 atau naik sebesar 0,53 Poin. Perkembangan Indeks 

Provinsi Sulawesi Barat merupakan gambaran kondisi demokrasi Indonesia melalui 3 

(tiga) aspek, yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga 

demokrasi. 

 

Grafik 2.60 Indeks Demokrasi Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2009–2023 
(Persen) 

Sumber: sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2024 

 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indeks komposit yang mengukur 

kualitas demokrasi di Indonesia. IDI diukur sejak Tahun 2009 (IDI 2009). Pada Tahun 

2021 metode pengukuran IDI mengalami perubahan karena terdapat perluasan 

konsep demokrasi yang digunakan. Pada IDI 2009 s.d 2020 konsep demokrasi hanya 

dilihat dari ranah politik, sedangkan pada IDI metode baru, demokrasi tidak hanya 

mencakup ranah politik, tetapi juga mencakup ranah ekonomi dan sosial.  
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Selain itu, metode baru juga menghitung nilai IDI pada tingkat pusat. IDI 2021 

merupakan IDI pertama yang dihitung dengan menggunakan metode baru. IDI metode 

baru terdiri dari tiga angka indeks:  

1. IDI tingkat provinsi (merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi)  

2. IDI tingkat pusat (Kementerian/Lembaga) 

3. IDI tingkat nasional (merupakan agregasi dari nilai IDI provinsi dan pusat) 

IDI metode baru terdiri atas 3 aspek dan 22 indikator, yaitu: 1. Aspek Kebebasan 

(7 indikator); 2. Aspek Kesetaraan (7 indikator); 3. Aspek Kapasitas Lembaga 

Demokrasi (8 indikator). IDI dikategorikan kedalam 3 kategori yaitu Kategori Tinggi 

(>80), Kategori Sedang (60-80), dan Kategori Rendah (<60). 

 

Tabel 2.33 Indeks Demokrasi Provinsi Sulawesi Barat Menurut Aspek 2019–2023 

Aspek IDI 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Barat Menurut 
Aspek 

2019 2020 2021 2022 2023 

Kebebasan Politik 81.58 86.38 67,24 67,78 74,87 

Hak-Hak Politik 70.22 61.09 81,75 83,46 81,68 

Lembaga Demokrasi 83.60 75.45 62,80 68,90 65,72 

Indeks Keseluruhan 77.42 73.09 71,30 74,03 74,55 

Sumber: sulbar.bps.go.id, diakses Tahun 2024 

 

Tabel ini menunjukkan Indeks Demokrasi Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 

2019 hingga 2023, berdasarkan beberapa aspek: Kebebasan Politik, Hak-Hak Politik, 

Lembaga Demokrasi, dan Indeks Keseluruhan. Pada aspek Kebebasan Politik, Pada 

Tahun 2019, indeks ini berada di angka 81,58. Pada Tahun 2020, meningkat 

menjadi 86,38, namun mengalami penurunan tajam pada Tahun 2021 menjadi 67,24. 

Pada Tahun 2022, indeks ini sedikit naik menjadi 67,78 dan kembali meningkat pada 

Tahun 2023 menjadi 74,87. Pada aspek Hak-Hak Politik, Indeks ini dimulai 

dari 70,22 pada Tahun 2019, turun menjadi 61,09 pada Tahun 2020, kemudian naik 

signifikan pada Tahun 2021 menjadi 81,75. Pada Tahun 2022, indeks ini 

mencapai 83,46 dan sedikit menurun menjadi 81,68 pada Tahun 2023. Pada aspek 

Lembaga Demokrasi, Pada Tahun 2019, indeks ini berada di angka 83,60. Pada 

Tahun 2020, turun menjadi 75,45 dan terus menurun pada Tahun 2021 menjadi 62,80. 
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